23
24
25

Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA Rp. 15.554.000,-/unit/tahun
Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA Rp. 17.039.000,-/unit/tahun
Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA Rp.  19.019.000,-/unit/tahun
Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA Rp. 23.584.000,-/unit/tahun
(Pemeliharaan  genset  berdasarkan No. 84/

PMK.02/2011)

V. BBM RUTIN

BBM rutin perbulan dapat diberikan kepada Pejabat / PNS yang memakai kendaraan dinas
sesuai SK penunjukannya, sebagai berikut :

1.
2

N oo W

Pejabat Negara diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

Pimpinan DPRD mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang kedudukan dan
Protokoler DPRD

Eselon II/a sebesar 250 liter.
b
Eselon II/b sebesar 200 liter.
Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 4 sebesar 150 liter. <
Eselon II1/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 2 sebesar 60 liter.

Eselon IV/a/ 1V/b/ Bendahara/ Bendahara Pembantu/Pengurus Barang yang memakai
kendaraan dinas Roda 2(dua) sebesar 50 liter.

PPTK non Eselon yang memakai kendaraan dinas roda 2 diberikan 50 liter.
Keterangan:

Pemberian BBM rutin perbulan dibayarkan kepada pemegang kendaraan dinas dalam bentuk
voucher BBM dari SPBU

VI.BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG

NQ URAIAN HARGA SATUAN
1 | Gedung/bangunan Bertingkat Rp. 110.000/ m?/ Tahun .
2 | Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat Rp. 90.000/ m?/ Tahun
3 | Halaman Gedung/Kantor/bangunan Rp. 10.000/ m¥ Tahun

VII.BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS

NO URATAN HARGA SATUAN
1 | Roda4 Rp. 610.000.,- / unit / hari
2 | Roda 6 Rp. 1.500.000,- / unit / hari
L 3 Bus Besar Rp. 2.100.000,- / unit / hari
Keterangan:

Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak

VIII.BIAYA WIRID PENGAJIAN/ CERAMAH AGAMA/ PERINGATAN HARI BESAR ISLAM

NO URAIAN HARGA SATUAN
1 | Honor Penceramah dalam kabupaten Rp. 200.000/ orang/ kali
2 | Honor Penceramah luar kabupaten dalam propinsi | Rp. 500.000/ orang/ kali
3 Honaor Penceramah luar propinsi ) Rp 2.000.000/0rang/ kali
4 | Honor Imam/ Pembaca Do’a/ Rohaniawan Rp 150.000/ orang/ kali
5 Honor Pembaca Al—q’gr'an Rp _ 100.000/ orang/ kali
7 :
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IX. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA :
1. PNS/HONOR DAERAH, SATPOL PP/ BANPOL PP :

NO URAIAN PNS/ HONOR DAERAH SATPOL PP/ BANPOL PP
1 | Pakaian Dinas Harian Rp. 400.000,-/ tahun/ stel Rp.450.000,/tahun/stel
2 | Pakaian Olah Raga Rp. 200.000,- / tahun/ stel
3 | Pakaian Muslim/KORPRI/ Rp. 150.000,- / tghun/ stel
Khas Daerah '
4 | Pakaian Dinas Lapangan Rp. 750.000,-
(termasuk perlengkapannya)
E Pakaian Satpam Rp. 340.000,- / tahun/ stel
2. BUPATI/WAKIL BUPATI :
NO URAIAN STANDAR KET
1 | Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp. 3.000.000,-/ stel Bahan Woll Itali
2 | Pakaian Sipil Resmi (PSR) Rp. 2.750.000,-/ stel Bahan Woll Itali
3 Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp.1.500.000,-/ stel Bahan Woll England
4 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp.1.000.000,-/ stel Bahan sesuai dengan harga
lengan panjang pasar
5 | Pakaian khusus lainnya Rp. 600.000,-/ stel Bahan sesuai dengan harga
pasar
3. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD :
NO URAIAN STANDAR KET
1 | Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp. 3.000.000,-/ stel Bahan Woll Itali
2 Pakaian Sipil Resmi (PSR) Rp. 2.750.000,-/ stel Bahan Woll Itali
3 | Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp. 1.500.000,-/ stel Bahan Woll England
4 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp. 1.000.000,-/ stel Bahan sesuai dengan harga
tengan panjang pasar

B. BELANJA PERJALANAN DINAS
L.

Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat
1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :
Dalam Kabupaten Pasaman Barat

Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3
s Kec.Sasak Kec.Talamau Kec.Sei.Beremas
NO Tlngkatan Kec.Luhak Nan Duo Kec.Kinali Kec.Ranah Batahan
Kec.GunungTuleh | Kec.Koto Balingka
Kec.Sei.Aur Kec.Lb.Melintang
1. Bupati Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-
2. | Wakil Bupati Rp. 225.000,- Rp. 225.000,- Rp. 225.000,-
3 BBM 40 Ltr. 45 Ltr. 50 Ltr.
2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :
: Dalam Kabupaten Pasaman Barat
Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3
= Kec.Sasak Kec.Talamau Kec.Sei.Beremas
NO Tingkatan Kec.Luhak Nan Duo Kec.Kinali Kec.Ranah Batahan
Kec.GunungTuleh | Kec.Koto Balingka
: Kec.Sei.Aur Kec.Lb.Melintang
1. Tingkat A w Rp. 90.000,- Rp. 100.000,- p. 140.000,-
2. |TingkatB w ) Rp. 80.000,- Rp. 90.000,- Rp. 115.000,-
3. | Tingkatc , ' Rp.  65.000,- Rp. 80.000,- Rp. 90.000,-
4, Tingkat D Rp. 55.000,- p. 60.00Q,- Rp.  65.000,-
S. BBM ) 20 Ltr. 30 Ltr. 40 Ltr.
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BBM Truk/Bus (roda 6)

30 Ltr

40 Ltr

50 Lr |

6.
L /. BBM roda 2

5 ltr

7 Itr

9 ltr

Keterangan :

a. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :
1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Golongan IV
2. Tingkat B untuk PNS Golongan TIT
3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
4. Tingkat D untuk PNS Golongan I

b. Apabila dalam melakukan perjalanan dinas dalam Daerah menggunakan kendaraan umum

dapat ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan wilayah :
1. Wilayah I sebesar Rp.25.000,- (P/P)

2. Wilayah II sebesar Rp.30.000,- (P/P)
3. Wilayah III sebesar Rp.45.000,- (P/P)

perjalanan dinas sesuai dengan PNS golon
sedangkan yang berpendidikan SLTA ke atas sesuai dengan golongan II. ,
Penugasan khusus termasuk untuk penugasan ke daerah terisolir / tertinggal bagi PNS,

Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan
kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan bia
harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.

Jika yang melaksanakan perjalanan dinas adalah Pegawai tidak tetap/Sopir, maka standar

gan I untuk yang berpendidikan SD dan SLTP,

ya sewa kendaraan yang

Honor Daerah dan Pegawai Kontrak dapat diberikan vang harian sebagai berikut :

No. Golongan/Tingkat

Wilayah I dan
Ibu Kota Kabupaten (Rp.)

Wilayah II
(Rp.)

Wilayah III
(Rp.)

Tingkat A
Tingkat B
Tingkat C
Tingkat D

B b i

125.000,-
110.000,-
90.000,-
75.000,-

140.000,-
125.000,-
110.000, -

90.000, -

200.000,-
150.000,-
125.000,-
200.000,-

Keterangan:
1.

persetujuan Sekretaris Daerah.

2. Biaya transportasi Khusus kedaerah terisolir

rill.

berikut :

Penugasan dari Kecamatan ke Na

Penugasan khusus yang melaksanakan tugas berdasarkan atas Surat Perintah Tugas

Khusus, lama penugasan maksimal 3 (tiga) hari dan jika melebihi harus mendapat

/ tertinggal dibayarkan sesuai dengan harga

gari/Jorong dibayarkan biaya operasional per hari sebagai

No. Tingkatan

Kunjungan kerja (Rp.)

Pemungutan PAD dan

PBB
(Rp.)

Tingkat A
Tingkat B
Tingkat C
Tingkat D

75.000,-
65.000,-
50.000,-
35.000,-

90.000,-
80.000,-
65.000,-

II. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabu

dan Biaya Transportasi.

1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

50.000,-

paten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat

No. Kab./Kota Bupati . Wabub BBM Ltr.
1. Padang Pariaman 300.000,- 275.000,- 65

2. | Agam 300.000,- 275.000,- 100

3. | Pasaman / 300.000,- 275.000,- 75

4. | Tanah Datar 300.000,- 275.000,- 100

5. | Lima Puluh Kota 300.000,- 275.000,- 110

6. | Kab.Solok 300.000,- 275.000,- 110
7.- | Sijunjung 375.000,- 350.000,- 160
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TAHUN 2011

2011 _
PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012.

JA BARANG DAN JASA

FELANIA PEGAWAI NON PNS

Belanja Honorarium
Pegawai Tenaga Kontrak setiap bulannya menerima sebagai berikut :
= Jasa Tenaga Kontrak Daerah Rp.
Xeterangan :
- Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan Kepada tenaga Kontrak yang
Citetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala SKPD
can diketahui oleh Bupati Pasaman Barat.
Penganggaran jasa bagi tenaga kontrak Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja

Langsung jenis Belanja Barang dan Jasa Objek Belanja Jasa Kantor rincian objek Belanja
Jasa Pihak Ketiga.

600.000

ZIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS / SOSIALISASI /
WORKSHOP DAN SEJENISNYA DI LUAR DAERAH

Fegawal yang mengikuti bimbingan tekhnis, sosialisasi, warkshop dan sejenisnya ke dalam dan
- fgzr propinsi diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 hari.
E=gawai yang mengikuti bimbingan tekhnis, sosialisasi,
M=tentuan diatas maka untuk hari berikutny
@rzng/ hari.

workshop dan sejenisnya melebihi
a uang harian dibayarkan sebesar Rp. 50.000,-/

‘Fzrhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang

. #emerlukan kontribusi baik yang di dalam Propinsi maupun |uar Propinsi, harus memperoleh
mersetujuan dari Kepala Daera

ZIT BIAYA MAKAN DAN MINUM

2. Uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honor Daerah diatur sebagai berikut :

- Untuk Golongan 1v : Rp.25.000,-/orang/hari.
- Untuk Golongan IIT : Rp.ZZ.OOO,—/orang/hari.
- Untuk Golongan 11, I dan - Rp.20.000,-/orang/hari.

Pegawai Honor Daerah
Untuk PNS penggarannya pada Objek Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Rincian
Objek Belanja Uang Makan Pegawai Negeri Sipil rekening 5.1.1.02.08.

Untuk Pegawai Honor Daerah penggarannya digabungkan dalam Objek Belanja
Honorarium Non PNS, Rincian Objek Honorarium Pegawai Honor/Tidak tetap.
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b. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.

c. Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD, disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku bagi anggota DPRD.

e. Sekretaris Daerah SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila

Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani
Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

f. Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Dinas, Kapala Badan, Kepala Kantor, SPT ditandatangani
oleh Bupati, Wakil Bypati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat
SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh
Kepala SKPD yang bersangkutan.

g. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Pajabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor daerah
SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak
berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris daerah Berhalangan/tidak berada
ditempat ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya.

h. Pejabat eselon III pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, SPT ditandatangani oleh Bupati,
wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani. oleh Kepala
SKPD yang bersangkutan.

i. Camat dan Sekcam SPT ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil
Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas
nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

j. Pejabat eselon 1V, staf PNS dan Pegawai Honor Daerah di lingkungan Sekretariat
DPRD/Dinas/Badan/Kantor SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil
Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD
ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

" (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan
perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan
ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan
penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

(5) Setiap pejabat pada SKPD yang akan melakukan perjalanan dinas keluar propinsi diharuskan

minta persetujuan terlebih dahulu dari Bupati deng mengajukan Telaahan Staf kepada
Bupati. g '
——

(6) SPT untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat dan Ibukota.Negara,
penomoran register SPT dicatat dan dibukukan oleh Sespri Bupati

NI
(7) Lamanya perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi

harus mendapat persetujuan Bupati, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

(8) Lamaya Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan

maksirr&_al_;;_h_acj, kecuali untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah
untuk kepentingan daerah dan harus medapat persetujuan tertulis dari Bupati Pasaman Barat
dengan mengajukan Telaahan Staf.

(9) Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali

perjalanan dinas sebanyak 3 (dua) orang, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

(10) Kecuali Bupati, Wakil Bupati, bagi pejabat, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, setelah
selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis
tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas terdiri dari kwitansi yang berisi rincian nominal
dari biaya perjalanan dinas, dan dilampiri :

a) Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak
yang berkompeten (Form 1 dan 1a).

Halaman 17



"

)

D

Surat Perintah Tugas (SPT) untu

k melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang (Form 2)

.

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan
ditandatangani oleh pejabat berwenan

perjalanan dinas dilakukan (Form 3),
tidak diperlukan leg

perjalanan dinas yang
g dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan

untuk SPPD-perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati
alisir dari pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas.

Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

BIAYA PEN DIDIKAN, LATIHAN/SOSIALISASI/SEMINAR
TEKNIS

1. Biaya Pendidikan dan Latihan struktural

/PENYULUHAN/DIKLAT

No. ' URAIAN SATUAN STANDAR
A Untuk pelaksanaan diklat kontribusi pada
BKPL sbb:
Biaya diklat PIM II 1lorg 30.261.000
Biaya diklat PIM 111 1 org 22,125.000
Biaya diklat PIM IV 1 org 20.230.000
Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk.II 1lorg 1.500.000
Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III lorg 500.000
Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III 1 org 350.000
B. | Kegiatan Diklat Prajabatan, Diklat, Pimpinan,
Teknis, dan Fungsional
1. | Honor Widyaiswara/ Narasumber
a. Widyaiswara Pusat Org/Keg 2.400.000
b. Widyaiswara Provinsi 0oJp 100.000
C. Widyaiswara Daerah QJp 100.000
d. Honor Narasumber Seminar Org/Keg 1.100.000
e. Honor Narasumber Seminar Lokus OL Org/Keg 600.000 |-
2, Honor Pembimbing Diskusi Org/Keg 250.000
3. | Honor Pelatih Upacara Pembukuan/Penutup . Org/Keg 200.000
4. | Honor Petugas Kelas
a. Petugas Piket Org/hari 80.000
b. Petugas/ Pengamat Kelas Org/hari 50.000
5. | Honor Pengawasan/Pengendalian (Diklat PIM) Paket 3.400.000
6. | Honor Fasilitator Qut Bond Org/Keg 2.000.000
7. | Honorarium Pendamping Out Bond Org/Keg 750.000
8. | Honorarium Pelayanan Tindak Medik
a. Honor Petugas
- Diklat Teknis/Fungsional < 6 hari I Paket 400.000
- Diklat Teknis/Fungsional 7 - 14 hari Paket 600.000
- Diklat Kepemimpinan Tk. IV Paket 1.500.000
- Diklat Kepemimpinan Tk. III Paket 1.500.000
- Diklat Prajabatan Gaol 11T Paket 1.000.000
- Diklat Prajabatan Gol I dan II Paket 800.000
b. Pengadaan Obat-obatan
- Diklat Teknis / Fungsional < 6 hari Paket 400.000
- Diklat Teknis/ Fungsional 7 — 14 hari Paket 600.000
- Diklat Kepemimpinan Tk. IV Paket 1.500.000
- Diklat Kepemimpinan Tk. III Paket 1.500.000
B - Diklat Prajabatan Gol III Paket _ 1.000.000
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- Diklat Prajabatan Gol I dan 11 Paket 800.000 |.
9. | Honor Pengawas Ujian
a. Per{gawas Ujian Pusat Paket 1.000.000
b. Pengawas Ujian Daerah Paket 600.000
10. | Biaya Transportasi
Pengantian transport untuk narasumber
0 - 60 Km 100.000
60-150 Km 200.000
>150 km 300.000
11. | Biaya akomodasi dan konsumsi
a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat OH 400.000
b. Makan dan snack peserta dan panitia OH 80.000
12. | Uang Saku Peserta OH 50.000
Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama OK 100.000
Honor Pembawa Acara/ MC OK 100.000
Honor Instruktur Senam Per Angkatan Paket 1.000.000
C. | Kegiatan OL
1 | Bantuan untuk Pemda Lokasi OL Paket 1.000.000
2 | Bantuan untuk lokus/instansi terkait Paket 250.000
3 | Bantuan uang saku peserta OL OH 50.000
KETERANGAN :
OH = Orang per Hari
OK = Orang per Kegiatan
OJP = Orang per jam Pelajaran
2. Diklat TEKHNIK/ FUNGSIONAL PNS
1. Honor Narasumber/ Widyaiswara/ Praktisi/
Pakar/ Pejabat .
a. Pusat SKpP . 2.500.000
b. Provinsi SKP 1.400.000
c. Kabupaten oJp 600.000
2, Biaya Transportasi
Penggantian Premium untuk Narasumber
a. 0-60 Km 100.000
b, 60 — 150 Km 200.000
c. 150 Km ke atas 300.000
d. Pengantian Tiket pesawat narasumber Orang/Tiket At Cost
3. | Penggantian Diktat/ bahan ajar 03 1oo.oocy
4 Biaya Akomodasi dan Konsumsi
a, Hotel berbintang untuk narasumber pusat OH 400.000
b. Makan dan snack peserta dan panitia OH 80.000
5. | Uang Saku Peserta OH 50.000
6. Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama OK 100.000
7. Honor Pembawa Acara/ MC QoK 100.000
8. Honor Instruktur Senam Per Angkatan Paket 1.000.000
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3. Diklat/ Penyuluhan/ Sosialisasi Keterampilan untuk masyarakat (non strukturat)

a1 Honor Tim Penyelenggara
a. Pengarah Org/ Paket 400.000
b. Penangunggjawab Org/ Paket 350.000
c. Ketua/ Koordinator Org/ Paket 300.000
d. Sekertaris Org/ Paket 200.000
e. Anggota Org/ Paket 150.000
f. Sekretariat Org/ Paket 100.000
2. Honor Narasumber/ Widyaiswara
a. Pusat SKP 2.400.000
b. Daerah (Pakar/Pejabat) SKP 1.400.000
c. Widyaiswara Pusat QJp 300.000
d. Widyaiswara Daerah oJp 100.000
e. Tim Widyaiswara oJp 100.000
35 Biaya Transportasi
Penggantian Premium untuk Narasumber
e. 0~ 60 Km 100.000
f. 60 — 150 Km 200.000
g. 150 Km ke atas 300.000
h. Pengantian Tiket pesawat narasumber Orang/ tiket At cost
4. Penggantian Diktat/ bahan ajar Q] 100.000
Biaya Akomodasi dan Konsumsi
a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat OH 400.000
b. Makan dan snack peserta dan panitia OH 80.000
S. Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan
(Bus AC 40 seat) .
a. Dalam Propinsi Unit/ Hari 1.600.000
b. Luar Propinsi Unit/ Hari 2.000.000
6. Uang Saku Peserta OH 50.000
7 Uang Transport Peserta OK 50.000
8. Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama OK 50.000
9. Honor Pembawa Acara/ MC oK 50.000
10. | Honor Instruktur Senam dan pembinaan fisik OH 250.000
bagi Pol PP dan Pemadam kebakaran
E. BIAYA RAPAT/SIDANG
1. BIDANG PENGEMBANGAN
No. URAIAN SATUAN STANDAR
A. | UANG SIDANG/ RAPAT TIM BAPERJAKAT:
1. | Honor Tim
- Ketua QOrg/Sidang 1.000.000
- Anggota Org/Sidang 850.000
- Sekretaris Bukan Anggota Org/Sidang 500.000
2. | Honor Sekretariat Tim
- Koordinator Org/Sidang 250.000
- Angota Org/Sidang 200.000
B. | UANG SIDANG/ RAPAT TIM MAJELIS
PERTIMBANGAN PEGAWAI (MPP)
| 1. | Honor Tim Org/Sidang 1.000.000
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- Pembina Org/Sidang 900.000 |
- Wakil Pembina Org/Sidang 800.000
- Ketua Org/Sidang 750.000
- Anggota 500.000
- Sekretaris Bukan Anggota
2. | Honor Sekretariat Tim Org/Sidang 250.000
- Koordinator Org/Sidang 200.000
- Wakil Koordinator Org/Sidang 150.000
- Anggota
2. TUGAS BELAJAR
a. Tunjangan Tugas Belajar (TTB)
»~  Program D3 & D4 sebesar Rp. 250.000,- / Bulan
~  Program S1 sebesar Rp. 500.000,- / Bulan
= Program S2 sebesar Rp. 750.000,- / Bulan
=~ Program S3 sebesar Rp. 1.000.000,- / Bulan (reguler)
b. Tunjangan Buku (TB)
= Program D3 & D4 sebesar Rp.  400.000,- / Semester
»  Program Si sebesar Rp.  500.000,- / Semester
*  Program S2 sebesar Rp. 1.000.000,- / Semester
C. Bantuan Penelitian/ Penulisan Skripsi, Laporan akhir
»  Program D3 & D4 sebesar Rp.  500.000,-
= Program S1 sebesar Rp. 1.000.000,- 5
«  Program S2 sebesar Rp. 1.500.000,-
d. Bantuan pemberangkatan Peserta Tugas Belajar yang bukan di biayai oleh Pemerintah
daerah diberikan bantuan Secara Lumsum sebesar Rp. 5.000.000,-
3. HADIAH UNTUK PEGAWAI TELADAN .
Golongan 1V, Golongan III, Golongan II dan Golongan I
Juara I : Tabanas Rp. 1.250.000,-
II : Tabanas Rp. 1.100.000,-
111 : Tabanas Rp.  900.000,-
v : Tabanas Rp.  750.000,-

F. HONORARIUM PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

No. Kegiatan -~ jumlah - Satuan

1. | Jasa Dokter jaga Rp. 125.000 arang/ shift

2. | Jasa Perawat kontrol pengawas Rp. 75.000 orang/ shift

3. | Jasa Rujukan Spesialis ke Rumah Sakit Rp. 750.000 / kunjungan

4. | Jasa Petugas Penyemprot/ Fogging Focus penyakit Rp. 50.000 orang/ hari
Demam Berdarah

5. | Bantuan biaya Transportasi untuk Dokter Tamu yang Rp. 500.000 orang/ kali
melakukan rawat.

6. | Bantuan BBM untuk Dokter Tamu 30 liter / kali datang

7. | Honor dokter hari libur 4 Rp. 200.000 /Sift

8. | Honor Petugas Pengawas : Rp. 100.000 /Sift
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Jasa petugas pengantar pasien kurang mampu:
- Perawat Rp. 125.000 Orang/Bulan
- Sopir Rp. 100.000 Orang/Bulan
9. | Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas Rp. 500.000 /Org

G. HONORARIUM KHUSUS PADA SEKRETARIAT DAERAH
1. Jasa Hukum

a. Biaya Pengkajian Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Rp. 125.000,- /orang / satu kali
sidang.

b. Biaya dalam penanganan perkara dalam persidangan di Pengadifan Rp. 250.000,-/
orang/ satu kali sidang.

c.

Biaya Pembahasan Perkara gugatan dalam rangka penyusunan Eksepsi, Duplik,
Pembuktian , kesimpulan dan memori banding Rp. 150.000,- /orang / sidang.’
d. Biaya Persidangan setempat Rp. 1.500.000,-/sidang
Pelaksanaan Kerja sama Hukum dengan Pihak Pengacara Negara dan Pengacara
Profesional akan diatur tersendiri dengan keputusan Bupati.
f.  Biaya Pengajuan Banding / kasasi Rp. 750.000,- / kasus
2. Bagian Pemerintahan/pertanahan

a. Biaya honor tim penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diatur tersendiri dalam
keputusan Bupati.

b. Biaya honorarium Panitia Pengadaan Tanah

No Uraian Satuan Besaran Honor
1. Ganti rugi Tanah s.d 10 Miliar
Ketua 0B Rp. 1.000.000,-
, Wakil Ketua OB Rp.  900.000,-
| Sekretaris 0B Rp. 800.000,- )
Anggota OB Rp. 700.000,-
? Sekretariat 0B " | Rp. 450.000,-
i Satgas o8 Rp. 450.000,-
g 2 Ganti rugi Tanah 10 Miliar s.d
’ 50 Miliar
Ketua OB Rp. 1.500.000,-
Wakil Ketua OB Rp. 1.300.000,-
Sekretaris OB Rp. 1.200.000,-
Anggota OB Rp. 1.000.000,-
Sekretariat OB Rp. 450.000,-
Satgas OB Rp. 450.000,-
3. Ganti rugi Tanah 50 Miliar
Ketua OB Rp. 2.400.000,-
Wakil Ketua OB Rp. 2.000.000,-
Sekretaris oB - Rp. 1.800.000,-
Anggota 0B Rp. 1.500.000,-
Sekretariat OB _ Rp. 450.000,-
Satgas OB Rp. 450.000,-
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Keterangan:

1. OB= Orang Bulan

2. Sekretariat paling banyak 4 (empat) orang

3. Satgas ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan tanah

H. BIAYA KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Biaya pembahasan RKA-SKPD Rp. 125.000,- / orang/ sidang.

Biaya pembahasan dan penelitian DPA — SKPD Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
Biaya pembahasan Rancangan Perda APBD dan Ra
Rp. 125.000,- / orang/ sidang. .
Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah diatur didalam Keputusan Bupati.
Biaya Penyusunan Neraca Daerah Rp. 125.000,- / orang/ sidang.

Honor Tim penyusun Ranperda tentan
didalam Keputusan Bupati tersendiri

ncangan Perda APBD Perubahan

g Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur

Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja pada DPKAD selaku
Layanan Pengadaan (ULP) diatur dalam Surat Keputusan Bupati tersendiri
Honor Tim Peneliti dan Penyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) diatur dalam

PPKD dan Unit

Keputusan Bupati tersendiri

9. Honor Tim KUA-PPAS diatur didalam Keputusan Bupati tersendiri.

I. BIAYA HONORARIUM

No URAIAN SATUAN HARGA KET
I HONOR PENANGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
a. Nilal pagu dana s/d Rp.100 Juta QOrang / bulan 360.000
b.  Nilal pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta Orang / bulan 450.000 .
€. Nilal pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang / bulan 550.000
d.  Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Juta Qrang / bulan 600.000
. Nilal pagu dana dlatas Rp. 1 Millar s/d Rp. 2.5 Millar Orang / bulan 800.000
£ Nilai pagu dana dlatas Rp. 2.5 Millar s/d Rp. S Miliar ow __B_S_OQQ_Q,_—
9.  Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar d Rp. 10 Millar Orang / bulan 900.000
h.  Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Millar s/d Rp. 25 Mitiar Orang / bulan 1.250.000
8 Nllal pagu dana diatas Rp. 25 Millar s/d Rp. SO Millar Orang / bulan 1.500.000
3 Nilal pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Millar Orang / bulan 1.700.000
K. Nilal pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar Orang / bulan 2.000,000
l. Nllal pagu dana diatas Rp. 100 Miljar s/d Rp. 250 Mlllar Orang / bulan 2.450.000
m.  Nilal pagu dana dlatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar Orang / bulan 2.800.000
n.  Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar Orang / bulan 3.200.000
0.  Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun Orang / bulan 3.500.000
p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun Orang / bulan 4.100.000

2, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
a.  Nial pagu dana s/d Rp. 50 Juta Orang / bulan 150.000
b. Nilai pagu dana dlatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta Orang / bulan 200.000
€. Nilal pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp, 250 Juta Qrang / bulan 225.000
d.  Nilal pagu dana dlatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang / bulan 250.000
e Nilal pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar Orang / bulan 275.000
(3 Nllal pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Mlliar Orang / bulan 300.000
9. Nilal pagu dana diatas Rp. 2.5 Millar s/d Rp. 5 Miliar Orang / bulan 325.000
h. Nilal pagu dana diatas Rp, S Millar s/d Rp. 10 Miliar Orang / bulan 350.000
I; Nilai pagu dana dlatas Rp. 10 Millar s/d Rp. 50 Millar Orang / bulan 450.000
3 Nilal pagu dana dlatas Rp. 50 Miliar ke atas QOrang / bulan 550.000

3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
a.  Nilal pagu dana s/d Rp. 50 Juta Orang / bulan 150.000
b Nital pagu dana dlatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta Orang / bulan 200.000
C: Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta Orang / bulan 225.000
d Nilal pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang / bulan 250.000 —J
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Nilai pagu dana dlatas Rp
Nllal pagu dana diatas Rp.

. Nilat pégu dana diatas Rp

Nilai pagu dana diatas Rp
WNilal pagu dana dlatas Rp

. 500 Juta s/d Rp. 1 Millar
. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar
. 2.5 Millar s/d Rp. 5 Miliar
. S Millar s/d Rp. 10 Mlliar
. 10 Miliar s/d Rp. S0 Millar
.50 Millar ke atas

- PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM

Nilal pagu-dana s/d Rp. 50 Juta

Nilal pagu dana diatas Rp
Nilal pagu dana diatas Rp
Nilal pagu dana diatas Rp
Nilal pagu dana diatas Rp

Nilal pagu dana diatas Rp.

Nilai pagu dana diatas Rp
Nilal pagu dana diatas Rp
Nilai pagu dana diatas Rp.
Nilai pagu dana diatas Rp

Nilal pagu dana diatas Rp

Nilal pagu dana diatas Rp.
Nilai pagu dana diatas Rp.
Nilal pagu dana diatas Rp.100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar

Nilal pagu dana diatas Rp.
Nilal pagu dana dlatas Rp.
Nilai pagu dana diatas Rp.
Nilal pagu dana dlatas Rp,

. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta
. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta
. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta
. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar
1 Millar s/d Rp. 2.5 Miliar
. 2.5 Millar s/d Rp. 5 Miliar
. 5 Mlliar s/d Rp. 10 Miliar
. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar
. 50 Millar ke atas

- BENDAHARA PENGELUARAN/ PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC)
Nilal pagu dana diatas Rp.
Nllal pagu dana diatas Rp.
Nilal pagu dana dlatas Rp.
Nllal pagu dana dlatas Rg.
Nilai pagu dana diatas Rp.
Nilal pagu dana diatas Rp.
Nllal pagu dana diatas Rp.
Nilal pagu dana dlatas Rp.

100 Juta

100 Juta s/d Rp. 250 Juta
250 Juta s/d Rp. 500 Juta
500 Juta s/d Rp. 1 Millar
1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar
2.5 Milliar s/d Rp. S Miliar
S Miliar s/d Rp. 10 Millar
10 Millar s/d Rp. 25 Miliar
. 25 Millar s/d Rp. 50 Miliar
50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar
75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar

250 Millar s/d Rp. 500 Millar
500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar
750 Millar s/d Rp. 1 triliun

. 1 triliun

- PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Nilal pagu dana s/d Rp. 50 Juta

Nilal pagu dana dlatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta
Nilal pagu dana dlatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta
Nllal pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta
Nital pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar
Nilal pagu dana dlatas Rp. 1 Millar s/d Rp. 2.5 Miliar
Nilal pagu dana dlatas Rp. 2.5 Millar s/d Rp. 5 Millar
Nllal pagu dana dlatas Rp. 5 Millar s/d Rp. 10 Millar
Nilal pagu dana diatas Rp. 10 Millar s/d Rp. 50 Miliar

Nilal pagu dana diatas Rp

. 50 Millar ke atas

Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan

Qrang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Qrang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan

Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
QOrang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Qrang / bulan
Qrang / bulan
Orang / bulan
QOrang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan

Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan

275.000
300.000
325.000
350.000
400.000
450.000

200.000
250.000
275.000
300.000
350.000
375.000
400.000 [
450.000
500.000
550.000

260.000
300.000
350.000_
450.000
550.000 |
600.000
650.000
900.000
1.050.000
1.200.000
1.400.000
1.700.000
2.000.000
2.250.000
2.500.000
2.900.000

250.000
250.000
300.000
350.000 *
375.000
400.000
425.000
450.000
450.000
475.000

~
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. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN

Nilal pagu dana s/d Rp. 50 Juta

Nilal pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta
Nilal pagu dana dlatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta
Nilal pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta
Nilal pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar
Nilal pagu dana diatas Rp. 1 Millar s/d Rp. 2.5 Millar
Nilal pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar
Nlial pagu dana diatas Rp. 5 Millar s/d Rp. 10 Millar
Nilai pagu dana dlatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Millar ke atas

Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Qrang / bulan
Qrang / bulan
Qrang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan

100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
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8. PEMBANTU BENDAHARA |
Nilal pagu dana s/d Rp. 50 Juta

[

Orang / bulan 75.000
b. Nilal pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta Orang / bulan 100.000
c. Nilal pagu dana dlatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta Orang / bulan 125.000
d.  Nilal pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang / bulan 150.000
e.  Nilal-pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar Orang / bulan . 175.000
f. Nilal pagu dana dlatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar Orang / bulan 200.000
9. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Millar s/d Rp. § Miliar Orang / bulan 225.000
h.  Nilal pagu dana dlatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Millar Orang / bulan 250.000
I Nilal pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar Orang / bulan 275.000
j. Nilal pagu dana diatas Rp. SO Miliar ke atas Orang / bulan 300.000
9. PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG
a. Nilal pagu dana s/d Rp. 50.000.000 Orang / bulan 200.000
b. Nilal pagu dana diatas Rp. 50 Juta §/d Rp. 100 Juta Orang / bulan 225.000
c. Nilal pagu dana dlatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta Orang / bulan 275.000
d. Nilal pagu dana dlatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang / bulan 300.000
e. Nilal pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar Orang / bulan 325.000
f.  Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Mlliar s/d Rp. 2.5 Miliar Orang / bulan 350.000
g. Nilal pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar Orang / bulan 375.000
h. Nilat pagu dana dlatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Mlliar Orang / bulan 400.000
I Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar Orang / bulan 425.000
j. Nilal pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas Orang / bulan 450.000
10. PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN PENYIMPANAN BARANG Orang / bulan 200.000
11. PENGURUS BARANG TINGKAT SEKOLAH/PUSKESMAS/UPTD Orang / bulan 100.000
Catatan :
a. Pada KPA yang merangkap scbagal Pejabat Pembuat Komitmen jumiah staf maksimum 5 orang.
b. Pada KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf pengelola keuangan maksimum 2 orang pada KPA dan masing-
masing 2 orang pada setlap Pejabat Pembuat Komitmen.
c. Jumlah maks. honorarlum selurut Pejabat/Pegawal pengelola Keuangan setahun tidak bolch melampaul 10% darl pagu.
II HONOR PEJABAT/ PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN

PENGADAAN (ULP) :
1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA
Pcjabat pengadaan untuk pengadaan dlatas Rp. 20 juta s/d Rp. 50 juta maksimum 1 orang

Orang/ bulan 200.000

2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKST)
3. Nilal pagu pengadaan sampai dengan Rp.100 Juta Orang/ paket 300.000 | Maks Jorang
b.  Nilal pagu pengadaan di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta Orang/ paket 450.000 | Maks 3 orang
c. Nilal pagu pengadaan di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang/ paket 525,000 | Maks 3 orang
d. Nilal pagu pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar - Orang/ paket 600.000 | Maks 3 orang
e. Nilal pagu pengadaan di atas Rp.1 Millar s/d Rp. 2.5 Miliar Orang/ paket 675.000 | Maks S orang
f.  Nilal pagu pengadaan di atas Rp.2.5 Millar s/d Rp. 5 Millar Orang/ paket 750.000 | Maks S orang
g. Nilal pagu pengadaan dl atas Rp.S Millar s/d Rp. 10 Millar Orang/ paket 825.000 | Maks S orang
h. Nilal pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar Ke atas Orang/ paket 975.000 | Maks 7 orang

3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONTRUKSI)
a. Nilal pagu pengadaan sampal dengan Rp.100 Juta Orang/ paket 225.000 | Maks 3 orang
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta Orang/ paket 280.000 | Maks 3 orang
¢ Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang/ paket 390.000° | Maks 3 orang
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Millar Orang/ paket 450.000 | Maks 3 orang
e. Nilal pagu pengadaan di atas Rp.1 Millar s/d Rp. 2.5 Millar Orang/ paket 500.000 | Maks 5 orang
f.  Nilal pagu pengadaan di atas Rp.2.5 Miliar s/d Rp. S Miliar Orang/ paket 550.000 | Maks 5 orang
0. Nllai pagu pengadaan di atas Rp.S Miliar s/d Rp. 10 Miliar Orang/ paket 620.000 | Maks S orang
h. Nilal pagu pengadaan dl atas Rp.10 Millar Keatas QOrang/ paket 725.000 | Maks 7 orang

4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)
a. Nilal pagu pengadaan jasa konsultasi sampal dengan Rp.50 Juta Orang/ paket 200.000 | Maks 3 orang
b. Nilal pagu pengadaan jasa konsultasl di atas Rp.S0 Juta s/d Rp. 100 Juta Orang/ paket 225.000 | Maks 3 arang
C.  Nilal pagu pengadaan Jasa Lainnya s/d 100 Juta Orang/ paket 250.000 | Maks 3 orang
d. Nilal pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lalnnya di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta Orang/ paket 280.000 | Maks 3 orang
e. Nilal pagu pengadaan jasa konsulta&l/jasa lainnya di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta Qrang/ paket 390.000 | Maks 3 orang
f.  Nilal pagu pengadaan jasa konsultasl/jasa lainnya di atas Rp.5S00 Juta s/d Rp. 1 Milyar Orang/ paket 450.000 | Maks 3 orang
9. Nilal pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lalnnya di atas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2.5 Milyar Orang/ paket 500.000 | Maks S orang
h.  Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa.lainnya di atas Rp.2.5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar Orang/ paket §50.000 | Maks S orang
. Nilai pagu ﬁéngadaan jasa konsultasl/jasa lainnya di atas Rp.5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar Orang/ paket 620.000 | Maks 5 orang
J. Nilal pagu pengadaan jasa kansultasi/jasa lainnya dl atas Rp.10 Milyar ke atas Orang/ paket 725.000 | Maks 7 orang
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IIL HONORARIUM PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
1. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA Orang/ Bulan 200.000
2. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA -
a. Nilal pagu pekerjaan/pengadaan s/d 100 Juta QOrang/ paket 250.000
b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta Orang/ paket 280.000
c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang/ paket 390.000
d. Nllal pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.S00 Juta s/d Rp. 1 Milyar Orang/ paket 450.000
e. Nilal pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2.5 Milyar Orang/ paket 500.000
f.  Nllal pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.2.5 Milyar s/d Rp. 5 Mllyar Orang/ paket 550.000
g. Nilal pagu pekerjaan/pengadaan dl ‘atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar Qrang( paket 620.000
h. Nilal pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 Milyar dl atas Orang/ paket 725.000
v HONOR PENGELOLA PNBP
1. ATASAN LANGSUNG BENDAHARA
a. Nilal Penerimaan s/d Rp. 200 Juta Orang/ bulan 450.000
b. Nilal Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang/ bulan 550.000
C. Nilal Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar Orang/ bulan 600.000
d. Nilal Penerimaan Rp. 1 Millar s/d Rp. S Millar Orang/ bulan 700.000
e.  Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Millar Orang/ bulan 800.000
2. BENDAHARA
a.  Nilal Penerimaan s/d Rp. 200 Juta Orang/ bulan 300.000
b.  Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang/ bulan 400.000
c.  Nllai Penerimaan Rp. S00 Juta s/d Rp. 1 Miliar Orang/ bulan 500.000
d.  Nilal Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar Orang/ bulan 600.000
e.  Nilal Penerimaan dlatas Rp. 5 Miliar Orang/ bulan 700.000
3. SEKRETARIAT/ ANGGOTA
Sekrelariat/ anggota maksimum 5 orang Orang/ bulan 200.000
Catatan :

Alokas| dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 % darl penerimaan PNBP masing-masing Satuan Kerja.

v HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN

1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah
a. Pengarah
b.  Wakil Pengarah QOrang/ paket 750.000
C. Penanggung jawab Orang/ paket 700.000
d.  Koordinator Orang/ paket 600.000
e. Ketua/Wakil Ketua Orang/ paket 500.000
f.  Sekretarls Orang/ paket 400.000
g.  Anggota Orang/ paket 350.000
h.  Sekretariat Orang/ paket 300.000

Orang/ paket 200.000 |- *
Catatan :
- Pembentukkan tim dilaksanakan secara selektif sesual dengan kebutuhan dan pelaksanaan keglatan bersifat lintas sektoral.
- Yang dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah_
VI HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT

b Penanggungjawébl Pembina QOrang/ keg 400.000

2 Ketua/ Wakil Ketua Orang/ keg 300.000

3. Sekretarls Orang/ keg 250.000

4 Anggota Orang/ keg 200.000

VII HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL

1.  Penanggungjawab Orang/ bulan 400.000

2. Redaktur Orang/ bulan 300.000

3. Penyunting/ Editor Orang/ bulan 250.000

4. Redaktur Pelaksana Orang/ bulan 200.000

5. Sekretariat Orang/ bulan 150.000

6.  Pembuat artikel Orang/ bulan 75.000
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: ! VIII HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH
L. Penanggungjawab Orang/ bulan 300.000
7 2. Redaktur Orang/ bulan 250.000
; 3. Penyunting/ Editor Orang/ bulan . 200.000
% 9. Redaktur Pelaksana Orang/ bulan 150.000
5. Sckrelariat Orang/ bulan 100.000
5 6.  Pembuat artikel Qrang/ bulan 50,000
! X VAKASI/ HONORARIUM PENYELENGGARAN UJIAN
N 2. Sctingkat Pendidikan Dasar
a. Penyusunan/ pembuatan bahan ufian Naskah/pel 25.000
b. Pemeriksaan hasil ujlan Siswa/mt ujlan 500
C. Pengawas uflan Orang/kali 200.000
3. Sctingkat Pendidikan menengah
a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian Naskah/pel " 35.000
b.  Pemeriksaan hasil ujlan Siswa/mt ufian 600
¢ Pengawas ujian Orang/kali 300.000
: 4. Setingkat Pendidikan tinggl
A a.  Penyusunan/ pembuatan bahan ujian Naskah/pel 50.000
b.  Pemerlksaan hasil ujlan Siswa/mt ujlan 750
c: Pengawas ujlan Orang/kall 300.000
: S. Pedidikan dan Pclatihan Pegawal
i 3. Penyusunan/ pembuatan bahan ujlan Naskah/pel 50.000
b.  Pemeriksaan hasil ujian Siswa/mt ufian 750
[ Pengawas ujlan Orang/kali 300.000
6. Pendidikan dan Pelatihan Massyarakat
a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian Naskah/pel 35.000
b. Pemeriksaan hasll ujian Siswa/mt ujian 600
[ Pengawas ujian QOrang/kall 250.000
x UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM
1. Golongan I & 11 Orang/ Sidang 50.000
2. Golongan 111 Orang/ Sldang 60.000
3. Golongan Iv Orang/ Sidang 75.000
% XI Honor Muspida dlatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.
Catatan :
. Sidang sebanyak-banyaknya 2 x sidang seharl
. Sldang.ditetapkan dengan Surat Tugas dan dllengkapl dengan daftar hadir

J. BIAYA SEWA RUMAH

1. Untuk Pejabat struktural yang dapat diberikan bantuan sewa rumah bagi pejabat yang ada
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tidak mendapatkan fasilitas rumah
dinas dengan besaran sebagai berikut ;

a. Sekretaris Daerah sebesar
b. Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspeketur
dan Staf Ahli sebesar

Rp. 15.000.000,-

AR

Rp. 10.000.000,-

. Kepala Kantor, Direktur RSUD sebesar Rp. 8.000.000,-
d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerahsebesar Rp. 6.000.000,-
e. Dokter Spesialis sebesar Rp. 6.000.000,-

2. Untuk Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD besarannya diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri

dengan mengacu kepada peraturan-
perundang-undangan yang berlaku.
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K. BELANJA PEGAWAI
I. UANG JASA PENGABDIAN

N URAIAN BIAYA ]
0

1 | Golongan 1V ' Rp. 12.500.000.-
2 | Golongan III Rp. 10.000.000,-
3 | Golongan II Rp. 8.000.000,-
4 | Golongan I Rp. 7.500.000,-

Keterangan
Untuk pembayaran uang jasa pengabdian dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

Surat Permohonan untuk bantuan memasuki pensiun

SK CPNS

SK Pangkat Terakhir

SK Jabatan Terakhir ( bagi PNS yang memilki jabatan )

SK Penempatan Terakhir ( bagi PNS yang memilki jabatan )
Kartu Pegawai ( Karpeg )

oy G B N

IX. BELANIJA PEGAWAI NON PNS
a. Belanja Honorarium
<+ Pegawai Honor Daerah

» Tenaga Administrasi Rp.  700.000

* Dokter Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) Daerah Rp. 1.500.000

" Apoteker Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) Daerah Rp. 1.500.000

» Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) Daerah Rp.w
» Guruy, Bidan & Perawat Rp.  700.000

*  Sopir Satpam, Petugas kebersihan kantor Rp.  700.000 *

Keterangan : .

- Pembayaran Honor hanya diberikan kepada Tenaga Honor Daerah yang ditetapkan dengan
surat Keputusan Bupati. |

- Penganggaran honor untuk pegawai honor Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja ~
Langsung jenis Belanja Pegawai objek Belanja Honorarium non PNS dengan rincian objek
Belanja Honorarium Pegawai Honor.

IIT. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
A. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja :
Diberikan kepada PNS, dan besarannya sebagai berikut :

NO. JABATAN/ESELONERING ' SATUAN Besaran
(Rp)

1. Eselon II/a ) ORANG/BULAN 5.000.000,-

2, Eselon II/b/ Staf Ahlj ORANG/BULAN 3.000.000,-

3. Eselon III/a ORANG/BULAN 2.000.000,- .

4. Eselon III/b ) ORANG/BULAN 1.750.000,- &

5. Eselon IV/a ORANG/BULAN 1.250.000,- «

6. Eselon IV/b ORANG/BULAN 1.000.000,- —~
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v Pegawai Struktural Non Eselon Golongan III dan IV ORANG/BULAN 400.000,~ ‘4 7
8. Pegawai Struktural Non Eselon Golongan I dan II ORANG/BULAN 350.000,- -
9. Kepala SD ORANG/BULAN 0.000,-
10. Kepala SLTP ORANG/BULAN 500.000,-
11. Kepala SLTA ORANG/BULAN 500.000,-
12. Pengawas, Penilik ORANG/BULAN 500.000,-
13. Guru, Tenaga Kesehatan ORANG/BULAN 200.000,-
14. Khusus daerah terpencil ORANG/BULAN 500.000,-
(Kep. SD, Guru, TK, SD, Tenaga Kesehatan)
15, Dokter PNS dan Apoteker dan Tenaga Medis lainnya ORANG/BULAN 600.000,-
yang setingkat
16. Pegawai fungsional lainnya Golongan III dan IV ORANG/BULAN 400.000,-
17. Pegawai fungsional lainnya Golongan I dan II ORANG/BULAN 350.000,-
B. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi :
Diberikan kepada PNS yang ditugaskan sebagai Dokter Spesizalis dengan besaran sebagai berikut :
NO. JABATAN SATUAN STANDAR
1. Dokter Spesialis PNS ORANG/BULAN 7.000.000,-
L

C. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja :

Diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berpotensi menanggung resiko pada
keselamatan diri pribadi dengan besaran sebagai berikut :

NO. JABATAN SATUAN STANDAR
1. Petugas Radiologi ORANG/BULAN 500.000,-
IV. LEMBUR
NO URAIAN SATUAN ki KET
TA 2012
b Tarif uang lembur dan uang makan lembur :
1. Uang lembur (diluar jam kerja pada hari kerja) : .
= PNS
a. Golonganl Orang/jam 7.000,-
b. Golongan IT " Orang/jam 9.000,-
c. Golongan III Orang/jam 11.000,-
d. Golongan IV Orang/jam 13.000,-
*» Honor Daerah/ PTT Orang/jam 9.000,-
= Tenaga Kontrak Orang/jam 9.000,-
2. Uang makan lembur :
Uang makan lembur diberikan setelah bekerja Orang 18.000,-
lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara
berturut-turut

Keterangan :

1. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa
diselesaikan dalam jam dinas.

2. Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang dibuktikan dengan (SPL) dan
menandatangani daftar hadir setiap jamnya. -

3. Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerja dan maksimal 3
(tiga) jam dalam sehari. Maksimal 16 (enam belas) jam dalam seminggu.

4. Terhadap pegawai yang ditugaskan di luar hari kerja (Sabty, Minggu dan hari libur lainnya
dihitung 200% dari tarif lembur). Maksimal 8 (delapan) jam per hari.

Surat Perintah Lembur
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V. UANG DUKA / WAFAT / TEWAS
NO URAIAN

-PNS Honor

Daerah
1 Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan“mm
diluar kabupaten
2. | Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan Rp. 6.000.000,- | Rp. 3.000.000,—
didalam kabupaten
3. | Meninggal tidak dalam tugas kedinasan Rp. 5.000.000,- | Rp. 2.500.000,-
Suami/ istri meninggal Rp. 2.500.000,- Rp. 1.000.000,-
5. | Orang tua/ anak meninggal Rp. 1.000.000,- | Rp. SO0.0CJ‘CL;_J
Keterangan

1. Untuk poin 1 dan 2 dilengkapi persyaratan shb:

- Surat perintah tugas pada saat kejadian
- - Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang

- Sk penempatan terakhir

2. Poin 3 dilengkapi dengan
- Surat keterangan kematian dari instansi terkait

3. Untuk poin 4 dan 5 dilengkapi dengan
- Surat keterangan dari ahlj waris
- Suarat keterangan meninggal dari instansi terkait
- Surat permohonan dari ahlj waris

VI.BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR UNIT/ TAHUN

PEMBUATAN s/d &gPEMBUATAN DIATAS
N MERK KENDARAAN/CC TAHUN zooo/ TAHUN 2000

Kendaraan Dinas Jabatan
1 | Nissan Terano 17.000.000,- 16.150.000,- *
2 Toyota Land CruiserPrado 27.000.000,~ 25.000.000, -
3 | Toyota Fortuner/Honda CRvV 27.000.000,- 25.000.000,-
4 | Mitsubishi L-300 14.500.000,- 14.000.000,-
S5 | Toyota Kijang LSX/LGX/Krista 14.000.000,- 9.000.000,-
6 Toyota Avanza/ Daihatsu Xenia 13.000.000,- 12.500.000,-
7 | Toyota Altis 16.175.000,- 14.175.000,-
8 | Suzuki Grand Vitara 16.175.000,- 14.175.000, -
9 Mitsubishi Kuda 16.500.000,— 14.500.000,-
10 | Toyota Kijang Innova 16.500.000,- 16.500.000,-
11 | Isuzu Panther 16.500.000,- 14.500.000,-
12 | Toyota Camry 17.350.000,- 16.500.000,-
13 | Toyota Rush 17.350.000,- 14.500.000,-
14 | Daihatsu Terios 17.350.000,- 14.500.000,-

Kendaraan Khusus
1 | Ambulance 17.000.000,- 15.500.000,-
2 | Patroli/ Vorryders 17.000.000,- 15.500.000,-
3 | Pemadam Kebakaran 18.000.000,- 17.000.000,-
4 | Toyota Dyna Rino 16.500.000,- 14.500.000, -
5 | Mitsubishi Colt Diesel , 16.500.000,- 14.500.000,-

Kendaraan Double Gardan/Cabin
1 | Toyota Hilux 13.000.000,- 12.500.000,-
2 | Ford 13.000.000,- 12.500.000,-
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g 3 | Mitsubishi Strada 13.000.00Q,- 12.500.000,-
s 4 | Kendaraan Bermotor Roda 2(Dua) 850.000,- 800.000,-

Keterangan:

Biaya Pemeliharaan diatas termasuk biaya service, pembelian suku cadang,

perpanjangan
STNK dan pajak.
VII.BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL :
NO \ URAIAN \ HARGA SATUAN
1 | Bus Roda 6 / Bus Besar Rp. 750.000.000,- / unit
2 | Roda 6/ Tiga per empat Rp. 475.000.000,- / unit
3 | Roda 4/ Minibus Rp. 250.000.000,- / unit
4 | Kendaraan Untuk Pejabat Eselon II.a Rp. 300.000.000,- / unit
5 | Kendaraan Untuk Pejabat Eselon 1I.b Rp. 230.000.000,- / unit
6 | Kendaraan Untuk Pejabat Eselon III.a Rp. 200.000.000,- / unit
7 | Kendaraan Untuk Pejabat Eselon IIL.b Rp. 180.000.000,- / unit
g8 | Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan) Rp. 300.000.000,- / unit’
g | Pick Up Rp. 130.000.000,- / unit
10 { Roda 2 Rp. 20.000.000,- / unit
11 | Motor Trail / Kendaraan Operasional Rp. 25.000.000,- / unit
Keterangan: )
v' Untuk besarannya CC Kendaraan Dinas bagi pejabat struktural mengacu kepada Peraturan

Bupati Pasaman Barat Nomor 14 tahun 2010 ten

tang ketentuan pemegang kendaraan dinas
dilingkungan Pe

merintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Ampek
da Tanggal 13 Oktober 2011

H. BAHARUDDIN. R
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b. Konsumsi tamu/ rapat/ lembur

NO © JENIS BIAYA BIAYA KETERANGAN
N 1 | Makan Tamu VVIP/ VIP '
a. Sarapan Rp. 40.000,- / orang | hanya dapat
. b. Makan Siang Rp. 50.000,- / orang | dianggarkan pada
3 c. Makan Malam Rp. 50.000,- / orang | sekretariat daerah,
2 | Makan Tamu
a. Sarapan Rp 10.000,- / orang | hanya dapat
b. Makan Siang Rp 20.000,- / orang | dianggarkan pada
c. Makan Malam Rp 20.000,- / orang | sekretariat daerah, dan

sekretariat DPRD

3 Makan Rapat

a. Makan Siang/ malam Rp 20.000,- / orang

b. Snack Rp 10.000,- / orang
4 Makanan penambah daya tahan tubuh

untuk petugas paramedis jaga | Rp 10.000,- / arang

malam,petugas  jaga malam  di
kediaman resmi_KDH, dan keglatan
pembinaan fisik pada S- atpol PP dan
Pemadam Kebakaran.

—

5 | Satpam dan petugas pengamanan

{ malam lainnya lRp 7.500,-/ orang

Keterangan :

Khusus untuk biaya makan pada poin 4 dan 5 pada hari Raya Idul Fitri & Idul Adha dibayarkan
« ; 200 %4 dari biaya yang ditetapkan

-y

IV.BIAYA PEMELTHARAAN ALAT KANTOR

NO URAIAN HARGA SATUAN _ °
1 | Biaya Pemeliharaan Komputer Rp. 500.000,-/ unit/tahun
2 | Biaya Pemeliharaan Laptop/Note book Rp. 750.000,-/ unit/tahun
3 | Biaya Pemeliharaan Telephone Rp. 350.000,-/ unit/tahun
4 | Biaya Pemeliharaan mesin tik Rp. 250.000,-/ unit/tahun
5 | Biaya Pemeliharaan Telepon sentral Rp. 2.000.000,-/ unit/tahun
6 | Biaya Pemeliharaan Fax Rp. 750.000,-/ unit/tahun
7 | Biaya Pemeliharaan HT Rp. 300.000,-/ unit/tahun
8 | Biaya Pemeliharaan AC Rp. 750.000,-/ unit/tahun
9 | Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi Rp. 1.000.000,-/ unit/tahun
i 10 | Biaya Pemeliharaan Jaringan Internet Rp. 1.000.000,-/tahun
11 | Biaya Pemeliharaan Sound sistem Rp. 1.000.000,-/tahun
12 | Biaya Pemeliharaan Alat Elektronik Iainnyé Rp. 1.000.000,-/tahuﬁ
13 | Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA Rp. 5.346.000,-/unit/tahun
14 | Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA Rp. 6.413.000,-/unit/tahun
! 15 Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA Rp. 7.535.000,-/unit/tahun
| 16 | Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA _ Rp.  7.997.000,-/unit/tahun
17 Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA Rp. 9.845.000,-/unit/tahun
18 | Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA Rp. 10.989.000,-/unit/tahun
i9 Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA Rp. 11.770.000,-/unit/tahun
G Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA Rp. 12.458.600,-/unit/tahun
; 21 ! Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA Rp. 13.189.000,-/unit/tahun
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8. | Dharmas Raya 420.000,- 400.000,- 225 ]
9; Solok Selatan 375.000,- 350.000, - 225
10. | Pesisir Selatan 375.000,- 350.000,- 160
11. | Pariaman 300.000,- 275.000,- 65
12. | Bukittinggi 300.000,- 275.000,- 100
13. | Padang Panjang 300.000,- 275.000,- 100
}_L4. Padang 300.000,- 275.000,- 100
15. | Payakumbuh 300.000,- 275.000,- 110
16. | Kodya Solok 300.000,- 275.000,- 110
17. | Sawah Lunto 375.000,- 350.000,- 135
18. | Mentawai 425.000,- 400.000,- =
2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor.Daerah :
No. | Kab./Kota Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Transport | BBM BBM
A W B ML o0 | p ogonde Roda 4 | Roda 6
1. | PD.Pariaman | 150.000,- | 125.000,- 100.000,- | 75.000,- | 80.000,- | 40 70
2. Agam 150.000,- | 125.000,- 100.000,- 75.000,- 120.000,- | 60 100
3. Pasaman 150.000,- | 125.000,- 100.000,- 75.000,- 120.000,- | 50 80
4, Tanah Datar 200.000,- | 175.000,- 150.000,- 125.000,- | 160.000,- | 60 100
5. 50 Puluh Kota | 250.000,- 225.000,- | 175.000,- 150.000,- | 160.000,- | 70 110
6. Kab.Solok 275.000,- | 250.000,- | 225.000,- 200.000,- | 160.000,- | 70 110
7. -\ Sijunjung 350.000,- | 325.000,- } 300.000,- 275.000,- | 180.000,- | 100 130
8. Dharmas Raya | 350.000,- 350.000,- | 325.000,- 320.000,- | 200.000,- | 150 200
9.__| Solok Selatan | 350.000,- | 325.000,- | 300.000,- | 275.000,- 180.000,- | 150 200
10. | Pesisir Selatan | 350.000,- 325.000,- | 300.000,- 275.000,~- | 180.000,- | 100 130
11. | Pariaman 150.000,- | 125.000,~ | 100.000,- 75.000,- 80.000,- | 40 70
12. | Bukittinggi 250.000,- | 225.000,- | 175.000,- 150.000,- | 140.000,- | 60 100
13. | PD. Panjang 200.000,- | 175.000,- | 150.000,- 125.000,- | 140.000,- | 60 100
14. | Padang L 250.000,- | 225.000,- | 175.000,- | -150.000.- 140.000,- | 60 168Q_
15. | Payakumbuh _| 250.000,- | 225.000,- .| 175.000,- | 150.000,- 160.000,- | 70 110
16. | Kodya Solok _ | 275.000,- [ 250.000,- | 225.000,- | 200.000,- 180.000,- | 80 120
17. | Sawah Lunto 300.000,- | 275.000k~! 250.000,- 225.000,- 180.000 1 90 125
18. | Mentawai 400.000,- | 375.000,- | 350.000,- 325.000,- | - - -
Keterangan :

Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :

1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan P
Tingkat B untuk PNS Golongan III o
Tingkat C untuk PNS Golongan II

®

4. Tingkat D untuk PNS Golongan I dan Honor Daerah

III.

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kab.Pasaman B

Biaya Bantuan Transportasi Bandara P/P :

1. Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

ejabat Eselon II dan golongan 1V.

arat Luar Provinsi Sumatera Barat dan

08/219 58837

Na. Provinsi Bupati Wabub Bantuan
Transportasi
1. | Nangroe Aceh Darussalam 450.000,- 400.000,- | - 180.000,-
2. | Sumatera Utara 450.000,- 400.000,- 150.000,-
3. | Riau 450.000,- 400.000,- 150.000,-
4. | Kepulauan Riau (Batam) 450.000,- 400.000,- 200.000,-
5. | Jambi 450.000,- 400.000,- 120.000,-
6. | Sumatera Selatan 450.000,- 400.000,- 180.000,-
| _7. | Lampung 450.000,- 400.000, - 200.000,-
8. | Bengkulu 450.000,- 400.000Q,- 160.000,-
9. | Bangka Belitung 450.000,- 400.000,- 140.000,-
10. | DKI Jakarta \ 525.000,- 500.000,- 545.000,-
11. | Jawa Barat / 450.000,- 400.000,- 520.000,-
12. | Banten: ‘ 450.000,- 400.000,- 350.000,-
13. | Jawa Tengah 450.000,- 400.000,- 200.000,-
14. | DI Yogyakarta 450.000,- 400.000,- 200.000,-
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15. | Jawa Timur 475.000, - 450.000,- 250.000,-
16. | Balj 475.000,- 450.000, - 250.000, -
17. | Nusa Tenggara Barat 450.000,- 400.000,- - 120.000,-
18. | Nusa Tenggara Timur 450.000,- 400.000,- . 150.000,-
19. | Kalimantan Barat 450.000,- 400.000,- 180.000,-
20. | Kalimantan Tengah 450.000,- 400.000,- 160.000,-
21. | Kalimantan Selatan 450.000,- 400.000,- 180.000,-
22. | Kalimantan Timur : 450.000,- 400.000,- 560.000,-
23. | Sulawesi Utara 450.000,- 400.000,- 220.000,-
24. | Gorontalo 475.000,- 450.000,- 180.000, -
25. | Sulawesi Barat 450.000,- 400.000,- 250.000,-
1 26. | Sulawesi Selatan 450.000,- 400.000,- 240.000,-
27. | Sulawesi Tengah 450.000,- 400.000,- 120.000,-
28. | Sulawesi Tenggara 450.000,- 400.000,- 180.000,-
29. | Maluku 450.000,- 400.000,- 340.000,-
30. | Maluku Utara 450.000,- 400.000,- 220.000,-
31. | Papua 475.000,- 450.000,- 520.000,-
32. | Papua Barat ' 475.000,- 450.000,- - 250.000,-
Keterangan :

1. Biaya Bantuan Transportasi Bandara merupakan biaya Transportasi pulang pergi dan
dibayarkan secara lumpsum.

2. Selama dilokasi perjalanan dinas kepada Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) diberikan
transportasi lokal sebesar Rp. 150.000,- per hari dan dibayarkan secara lumpsum.

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

No. Provinsi Tingkat | Tingkat | Tingkat | Tingkat | Tingkat Taxi |
A B o D E :
L. | Aceh Darussalam | 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 175.000,- | 180.000.-
2. | Sumatera Utara | 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 175.000,- | 150.000,-
3. | Riau 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 175.000,- | 150.000,-
4. | Kepulauan Riau | 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 175.000,- | 200.000,-
(Batam)
S. | Jambi 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 175.000,- | 120.000,-
6. | Sumatera 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 175.000,- | 180.009,-
Selatan
7. | Lampung 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 175.000,- | 200.000,-
8. | Bengkulu 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 175.000,- | 160.000,-
9. | Bangka Belitung | 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 175.000,- 140.000,-
10. | DKI Jakarta 500.000,- | 475.000,- | 450.000,- | 425.000,- | 350.000,- | 520.000,-
11. | Jawa Barat 400.000,- | 350.000,- [[300.000] | 250.000,- | 200.000,- |( 520.000>
‘ 12. | Banten 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 175.000,- | 350.000,-
£y 13. | Jawa Tengah 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 175.000,- | _200.000,-
8 ‘ 14. | DI Yogyakarta 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 200.000,-
1 15. | Jawa Timur 450.000,- | 350.000,- | 300.000,- | -250.000,- | 200.000,- | 250.000,-
16. | Bali 450.000,- | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,- | 250.000,-
17. | Nusa Tenggara 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- 200.000,- | 120.000,-
Barat
18. | Nusa Tenggara | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- 150.000,-
Timur .
19. | Kalimantan 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 175.000,- | 180.000,-
Barat
20. | Kalimantan 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 175.000,- | 160.000,-
Tengah ’
21. | Kalimantan 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 175.000,- | 180.000,-
Selatan P ]
22. | Kalimantan 460.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- 200.000,- { 560.000,-
Timur
23. | Sulawesi Utara | 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- 200.000,- | 175.000,- | 220.000,-
24. | Gorontalo 450.000,- | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,- | 180.000,-
25. | Sulawesi Barat | 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- 175.000,- | 250.000,-
26. | Sulawesi Selatan | 400.000,- 350.000,- | 300.000,- [ 250.000,- 175.000,- | 240.000,-
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27. | Sulawesi Tengah | 400.000,- { 300.000,- | 250.000,- 200.000,- | 175.000,- { 120.000,-

28. | Sulawesi 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 175.000,- | 180.000,-
Tenggara

29. | Maluku 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 175.000,- | 340.000,-

30. | Maluku Utara 400.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 175.000,- | 220.000,-

31. | Papua 450.000,- | 450.000,~ | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- [ 520.000,-

32. | Papua Barat 450.000,- | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 250.000,-

Keterangan :

1. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :
a. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
b. Tingkat B untuk Golongan IV
c. Tingkat C untuk PNS Golongan III
d. Tingkat D untuk PNS Golongan II :
e. Tingkat E untuk PNS Golongan I dan Honor Daerah
Jika yang melaksanakan perjalanan dinas adalah pegawai tidak tetap, maka standar
perjalanan dinas sesuai dengan PNS golongan I untuk yang berpendidikan SD dan SLTP,
sedangkan yang berpendidikan SLTA ke atas sesuai dengan golongan II.
3. Bantuan transportasi Bandara merupakan biaya Bantuan transportasi Bandara pulang
3 pergi dan dibayarkan secara lumpsum.
4. Untuk pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas luar propinsi via Bandara
Internasional Minang Kabau (BIM), dan tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan

: biaya transportasi Simpang Empat — BIM sebesar Rp.140.000,- P/P dibayarkan dalam
% bentuk lumpsum. ' —_———

5. Bagi pejabat negara dan pejabat struktural eselon II yang melakukan perjalanan dinas
diluar Provinsi Sumatera Barat diberikan uang representasi perhari dengan ketentuan :

a. Untuk Bupati : Rp. 200.000,-
b. Untuk Wakil Bupati : Rp. 150.000,-
c. Untuk Pejabat Eselon II : Rp. 100.000,-

Iv.  Biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat menggunakan pesawat
udara tujuan daerah lain bagi Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD pegawai negeri
sipil, pegawai honor daerah, dengan tarif sebagai berikut :

Batas Maksimal Satuan Biaya Tiket
No. Rute Penerbangan Bisnis Ekonomi
16 Padang — Jakarta — Banda Aceh 6.100.000,- 1.537.000,-
2, Padang — Jakarta — Medan 5.975.000,- 1.200.000,-
3. | Padang — Jakarta — Pekan Baru 5.195.000,- 610.000,-
4. Padang — Riau — Tanjung Pinang 3.430.000,- 1.287.000,-
S. Padang — Jakarta — Jambi 4.485.000,- 2.030.000,-
6. | Padang —Jakarta — Palembang 4.390.000,~ .2.235.000,-
2 Padang — Batam 4.045.000,- 1.200.000,-
8. Padang — Jakarta — Bengkulu 4.625.000,- 2.375.000,-
9. | Padang — Jakarta — Bandar Lampung 3.010.000,- 1.904.000,-
10. | Padang — Jakarta 2.585.000,- 1.365.000,-
11. | Padang — Jakarta — Semarang 3.620.000,- 2.015:000,-
12. | Padang — Jakarta — Surabaya - 3.620.000,- 2.354.000,-
13. | Padang - Jakarta — Jogjakarta 3.725.000,- 2.085.000,-
14. | Padang — Jakarta — Denpasar 4.230.000,- 2.615.000,-
15. | Padang — Jakarta — Mataram 4.235.000,- 2.584.000,-
16. | Padang — Jakarta — Kupang 6.985.000,- 3.838.000,-
17. | Padang — Jakarta — Pontianak 3.830.000,- 3.385.000,-
18. | Padang — Jakarta — Palangkaraya 4.095.000,- 3.860.000,-
19, | Padang — Jakarta — Banjarmasin 4.210.000,- 3.927.000,-
20. | Padang — Jakarta — Balikpapan 5.115.000,- 2.980.000,-
21. | Padang — Jakarta — Manado 6.550.000,- 4.672.000,-
22. | Padang —Jakarta — Gorontalo 5.965.000,- 4.212.000,-
23. | Padang — Jakarta — Makasar 5.130.000,- 3.047.000,-
24. | Padang — Jakarta — Palu 6.955.000,- 3.453.000,-
25. | Padang — Jakarta — Kendari 5.220.000,- 3.370.000,-
26. | Padang - Jakarta — Ambon 8.795.000,- 4.455.000,-
27. | Padang — Jakarta — Ambon — Ternate 10.675.000,- 5.132.000,-
28. | Padang — Jakarta — Jayapura 8.125.000,- 6.380.000,-
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Keterangan :

1. Untuk perjalanan dinas luar daerah luar Propinsi yang menggunakan jalur darat (Propinsi
Sumatera Utara, Riau, Jambi, bengkulu dan Sumatera selatan) dapat diberikan biaya :
a. Bantuan BBM Untuk yang menggunakan kendaraan dinas dengan ketentuan 1 (satu) liter
untuk 6 (enam) km. Pembayarannya dilengkapi oleh bon pembelian BBM
b. Khusus untuk Propinsi Riau yang menggunakan kendaraan umum diberikan biaya
transportasi sebesar Rp 300.000,- dan dibayarkan secara lumpsum
2. Peruntukan Kelas Tiket Pesawat Udara sebagai berikut :
1. Tiket Kelas Bisnis untuk  : Bupati dan Wakil Bupati
2. Tiket Kelas Ekonomi untuk : Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah
3. Biaya tiket diatas merupakan harga tertinggi dan pembayarannya sesuai dengan harga yang
tertera dalam tiket (at cost).
4. Biaya tiket tersebut diatas berlaku untuk satu kali rute penerbangan, belum termasuk airport
tax.
5. Biaya tiket pesawat yang melebihi 1 (satu) kali rute penerbangan, untuk rute penerbangan
berikutnya mengikuti besaran nominal harga yang tertera dalam tiket.
V.

Bupati/wakil Bupati,

1. Untuk Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati dengan perincian sebagai berikut :

Biaya BBM untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat menggunakan Jalan Darat bagi
dengan tarif sebagai berikut: :

No. Kab./Kota JARAK TEMPUH BBM lItr KETERANGAN
PP

1. | Jambi 1.378 229,7

2. | Lampung 2.712 452,0

3. | Palembang 1.932 322,0

4. Pekanbaru 780 130,0

5, Rengat 800 133,3

6. Sidempuan 600 100,0

7. | Pematang Siantar 1.020 170,0

8. | Medan 1.340 2233

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah : v

No. Kab./Kota JARAK TEMPUH PP BBM Ltr. .

1. | Jambi 1.378 172

2. | Lampung 2712 339

3. | Palembang 1932 ° 242

4. Pekanbaru 780 98

5. Rengat 800- 100

6. Sidempuan 600 75

e Pematang Siantar 1.020 128

8. Medan 1.340 168

—
VI. Tarif Rata-Rata Hotel
L. Tarif Rata-Rata Hotel Dalam Provinsl Sumatera Barat untuk Pejabat Negara.

No. Kab./Kota Bupati Wabup

1. | Padang Pariaman 550.000,- 400.000,-
2. | Agam 550.000,- . 400.000,-
3. Pasaman 550.000,- 400.000,-
4. | Tanah Datar 550.000,- 400.000,-
5. | Lima Puluh Kota 550.000,- 400.000,-
6. Kabupaten Solok 550.000,- 400.000,-
7. | Sijunjung 550.000,- 400.000,-
8. | Dharmas Raya 550.000,- 400.000,-
9. | Solok Selatan 550.000,- 400.000,-
10. | Pesisir Selatan 550.000,- 400.000,-
11. | Pariaman 550.000,- 400.000,-
12. | Bukittinggi 850.000,- 550.000,-
13. | Padang Panjang 550.000,- 400.000,-
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14. [ Padang 850.000, 550.000,- |
15. | Payakumbuh 550.000,- 400.000,-
16. | Kota Solok 550.000,- 400.000,-
17. | Sawah Lunto 550.000,- 400.000,-
18. | Mentawai = =

Keterangan :

Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
Biaya Penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsum, khusus untuk Kabupaten Mentawai
menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

Honor daerah.

Tarif Rata-Rata Hotel Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk Anggota DPRD dan PNS, serta

w ~ oot [

No. Kab./Kota Tingkat A Tingkat B Tingkat C Tingkat D
1. | Padang Pariaman 350.000,- 300.000,- 200.000,- 150.000,-
2. | Agam 350.000,- 300.000,- . 200.000,- 150.000,-
3. | Pasaman 350.000,- 300.000,- 200.000,- 150.000,-
4. | Tanah Datar 350.000,- 300.000,- 200.000,- 150.000,-
5. | Lima Puluh Kota 350.000,- 300.000,- 200.000,- 150.000,-
6. | Kabupaten Solok 350.000,- 300.000,- 200.000,- 150.000,-
Vir Sijunjung 350.000,- 300.000,- 200.000,- 150.000,-
8. | Dharmas Raya 350.000,- 300.000,- 200.000,- 150.000,-
9. | Solok Selatan 350.000,- 300.000,- 200.000,- 150.000,-
10. | Pesisir Selatan 350.000,- 300.000,- 200.000,- 150.000,-
11. | Pariaman 350.000,- 300.000,- 200.000,- 150.000,-
12. | Bukittinggi 400.000,- 350.000,- 250.000,- 200.000,-
13, | Padang Panjang 350.000,- 300.000,- 200.000,- 150.000,-
@4) | padang 400.000 - 350,000,- L 250,000,- 200,000,-

_15. | Payakumbuh 350.000,- 300.000, - 200.000,- 150.000,-
16. | Kodya Solok 350.000,- 300.000,- 200.000,- 150.000,-
17. | Sawah Lunto 350.000,- 300.000,- 200.000,- 150.000,-
18. { Mentawai e e - &

Keterangan :
1. Peruntukan Penginapan :
a. Tingkat A

b. Tingkat B
c. Tingkat C
d. Tingkat D

kebawah dan Honor Daerah

Mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

3. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat :

a. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Pejabat Negara :

TARIF RATA-RATA HOTEL
NO PROVINSI Bupati Wakil Bupati
1. | NANGGRO ACEH DARUSALAM 1.150.000,- 1.050.000,-
2. | SUMATERA UTARA 1.000.000,- 900.000,-
3. | RIAU 960.000,- 860.000,
4. | KEPULAUAN RIAU 740.000,- 640.000,-
5. | JAMBI 1.000.000,- 900.000,-
6. | SUMATERA SELATAN 1.000.000,- 900.000,~
7. | LAMPUNG 800.000,- 700.000,-
8. | BENGKULU 790.000,- 690.000, -
9. | BANGKA BELITUNG 820.000,- 720.000,-
10. | BANTEN 1.200.000,- 1.100.000,-
11. | JAWA BARAT 1.200.000,- 1.100.000,-
12. | D.K.I JAKARTA 1.000.000,- 900.000,-

| 13. [ JAWA TENGAH 1,100,000, 1.000.000,-

:Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II serta Pejébat Fungsional
‘Golongan 1V/c keatas

:Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Golongan IV/a dan IV/b

:Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Golongan III/c dan III/d
:Aparatur Non Struktural dan Pejabat Fungsional Golongan III/b

Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
Biaya Penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsum, khusus untuk Kabupaten
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|14, | D.I JOGYAKARTA 1.000.000,- 500.000,-
15. | JAWA TIMUR 960.000,- 860.000,-
16. | BALL 1.450.000,- 1.350.000, -

| _17. | NUSA TENGGARA BARAT 1.000.000,- 900.000,-
18. | NUSA TENGGARA TIMUR 1.000.000,- 900.000,-
19. | KALIMANTAN BARAT 830.000,- 730.000,-
20. | KALIMANTAN TENGAH 1.000.000,- 900.000,-
21. | KALIMANTAN SELATAN 1.200.000,- 1.100.000,-
22. | KALIMANTAN TIMUR 1.230.000,- 1.130.000,-
23. | SULAWESI UTARA 1.240.000,- 1.140.000,-
24. | GORONTALO 820.000,- 720.000,-
25. | SULAWESI BARAT 670.000,- 570.000,-
26. | SULAWESI SELATAN 500.000,- 800.000,-
27. | SULAWESI TANGAH 1.010.000,- 910.000,-
28. | SULAWESI TENGGARA 900.000,- 800.000,-
29. | MALUKU 1.020.000,- 920.000,-
30. | MALUKU UTARA 1.300.000,- 1.200.000,-
31. | PAPUA 1.050.000,- 950.000,-
32. | IRIAN JAYA BARAT 1.050.000,- 950.000,-

Keterangan :

1. Biaya penginapan diberikan bila tem

2. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan

kegiatan tertentu, penginapan/hotel ba
perjalanan dinas dapat menggunakana
mempedomani standar yang ditetapkan.

3. Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum

b. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Su

Honor Daerah:

pat yang dituju tidak menyediakan penginapan.

Secara bersama-sama untuk melakukan sesuatu
gi pejabat negara dan aparatur yang melaksanakan
penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar

matera Barat Untuk Anggota DPRD dan PNS serta

[ TARIF RATA-RATA HOTEL

NO PROVINST
Tingkat A Tingkat B Tingkat C Tingkat D Tingkat E

1. | ACEH DARUSALAM 11.050.000,- | 500.000,- | 450.000,- | 250.000,- | 200.000.
2. | SUMATERA UTARA 900.000,- 290.000,- | 500.000,-  [300.000,- | 200,000, ]
3. | RIAU 860.000,- 550.000,- | 500.000,- | 300.000,- | 200.000
4. | KEPULAUAN RIAU 640.000,- 550.000,- | 500.000,- | 300.000,- | 250.000.-
5. | JAMBI 900.000,- 200.000,- | 400.000,- | 200.000,- | 150.000.-
6. | SUMATERA SELATAN 900.000,- 200.000,- | 450.000,- | 250.000,- | 200.000,-
7. | LAMPUNG 700.000, - 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,-
8. | BENGKULU. 690.000,- 400.000,~ | 350.000,- | 300.000,- | 200.000.~
9. | BANGKA BELITUNG 720.000,- 400.000- | 350.000,- | 300.000,- | 150.000.-
10. | BANTEN 1.100.000- | 850.000,- |750.000,- | 600.000,- | 400.000.~
11. | JAWABARAT = 1.100.000,- | 850.000,- | 750.000,- | 600.000,~  |(400.000.
12, | D.KI JAKARTA 900.000,- 850.000- | 750.000,- | 600.000,- | 400.000.-
13.\ | JAWA TENGAH 1.000.000,- | 600.000,- [ '550.000,- | 350.000,- | z50.000.-
14. | D.I JOGYAKARTA 900.000,- 550.000,- [ 500.000,- | 300.000,- | 200.000.-
15. | JAWA TIMUR 860.000,- 600.000,- | 550.000- | 350.000,- | 250.000.-
16. | BALI 1.350.000,- | 1.100.000,- |950.000,- | 700.000,- | 450.000 -
17. | NUSA TENGGARA BARAT | 900.000.- 600.000,- | 550.000,- | 300.000,- | 200.000,-
18. | NUSA TENGGARA TIMUR | 900.000,- 500.000,- | 400.000- | 250.000,~ | 200.000,-
19. | KALIMANTAN BARAT 730.000,- 500.000,- | 400.000,- | 250.000,- | 200.000.~
20. | KALIMANTAN TENGAH __ |-900.000,- 500.000,- | 400.000,- [ 250.000,- | 200.000.-
21. | KALIMANTAN SELATAN _| 1.100.000,- | 500.000,- | 400.000 - 250.000,- | 150.000,-
22. | KALIMANTAN TIMUR 1.130.000- |650.000,- | 550.000,- | 350.000, | 200.000.-
23. | SULAWESI UTARA 1.140.000,- | 600.000- | 550.000,- | 350.000,- | 200.000.-

| 24. | GORONTALO 720.000,- 300.000,- | 450.000,- | 300.000,- | 150.000.
25. | SULAWESI BARAT 570.000,- 500.000,- | 450.000,- | 300.000,- | 150.000.-
26. | SULAWESI SELATAN 800.000,- 650.000,- 550.000,- 350.000,- | 200.000,-
27. SULAWEST TANGAH 910.000,- 500.000,- 450.000, - 300.000,- 150.000,-
28. | SULAWESI TENGGARA __| 800.000,- 500.000,- | 450.000,-  {300.000,- | 200.000,.-
29, MALUKU 920.000,- 450.000,- 400.000, - 200.000,- 150.000,-
30. | MALUKU UTARA 1:200.000,- | 450.000,- 400.000; | 200.000,- | 150.000.
31. | PAPUA 950.000,- 600.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000.-
32. [ IRIAN JAYA BARAT 950.000,- 600.000,- | 550.000,- | 300.000,- | 200.000.-
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Keterangan:
1. Peruntukan Hotel/Penginapan :

a. Tingkat A + Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II

b.  Tingkat B © Pejabat Eselon IIIa serta PNS Golongan IV/c keatas
c. Tingkat C Pejabat Eselon IIIb dan PNS Golongan IV/a dan IV/b
d. Tingkat D :  Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan III/c dan III/d
e. Tingkat E

Aparatur Non Struktural dan PNS Golongan 1I1/b kebawah

Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan sesuatu kegiatan
tertentu, penginapan/hotel bagi pejabat negara dan aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas

dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar mempedomani standar
yang ditetapkan.

4. Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum.

w N

C. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANTI SPT, SPPD

(1) Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD,
pegawai negeri sipil, pegawai honor daerah, yang diperintah oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah dan

perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumetera Barat ditetapkan sebagai berikut :
a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :

1. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati i

2. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati

3. Anggota DPRD penandatangan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang

berlaku bagi Anggota DPRD.

b. Sekretariat Daerah :

1. Sekretaris Daerah SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila

Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani
oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

2. Asisten SPTdan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak
berada ditempat ditandatangani oleh Asisten.

3. Kepala Bagian SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPPD untuk Kepala
Bagian ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya.

4.

Kepala Sub Bagian, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh
Asisten sesuai dengan lingkupnya dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.
c. Sekretariat DPRD:

1. Sekretaris DPRD, Pajabat Eselon III, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

2. Pejabat eselon 1V, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh
Sekretaris DPRD, SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkupnya.

d. Badan, Dinas dan Kantor :
1. Kepala Badan/Dinas/Kantor, pajabat eselon III pada Badan/Dinas, SPT dan SPPD
ditandatangani oleh Képala SKPD yang bersangkutan.
2. Pejabat eselon 1V, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala
SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon IIT pada lingkupnya.  ~
e. Kantor Camat :
1. Camat dan Sekcam SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.

2. Pejabat eselon 1V, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani
oleh Camat.

.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
1. Kepala UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD

2. Ka TU dan Staf PNS dan Pegawai honor daerah di lingkup UPTD SPT dan SPPD
ditandatangani oleh Kepala UPTD. '

3. Kepala Sekolah,KA TU, Guru, Staf PNS .dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD
ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

(3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah luar
Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
a. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati.
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BUPATI PASAMAN BARAT

-

Menimbang

Mengingat

25

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

10.

TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI PASAMAN BARAT

bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran perlu
penyesuaian dan perubahan sebagian Standar Satuan Biaya Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas
perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan
Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun
anggaran 2009.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Propinsi Sumatera Barat;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang
kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2007;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
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Menetapkan

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.021/2008 tentang Standar
Biaya Umum tahun anggaran 2009;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang
Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 s/d 9 tahun 2008
tentang Pembentukan SOTK Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN
STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

" Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik

secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran
tertentu dalam rangka penyusunan anggaran.

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 2

Standar Biaya dapat bersifat umum atau bersifat khusus.

Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan
hasil analisa dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Standar Biaya bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya
Umum (SBU) merupakan Standar Biaya yang penggunaannya bersifat
lintas antar SKPD.

SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 digunakan sebagai
pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja

Anggaran SKPD dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009.
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Pasal 4

Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Biaya sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 dengan usulan biaya atau Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang

dilanjutkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, usulan atau RAB tersebut

dapat digunakan sepanjang usulan perhitungan biayanya dilakukan secara

ﬂ ' profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip
efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Pasal 5
Rincian standar satuan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya selanjutnya akan diatur dalam keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Januari 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat.
Pada Tanggal 2009

SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2008

¥ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

HERMANTO

Berita Daerah tahun 2008 Nomor ....

Halaman 3



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
TAHUN 2009

L.

NOMOR

TANGGAL
PERIHAL

DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2009.

BELANJA PEGAWAI

BANTUAN MEMASUKI PENSIUN

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH

NO URAIAN | BIAYA
1 Golongan 1V ‘ Rp. 7.500.000.-
2 | Golongan III " Rp. 6.000.000, -
3 | Golongan II Rp. 5.000.000, -
4 | Golongan I ‘ Rp. 4.000.000,-
! ]
II. STANDAR BIAYA LEMBUR
HARGA
NO URAIAN SATUAN TA 2008 KET
1 Tarif uang lembur dan uang makan lembur :
1. Uang lembur (diluar jam kerja pada hari
kerja) :
a. Golongan I Orang/jam 7 Untuk
b. Golongan II Orang/jam semua
c. Golongan III Orang/jam r Rp12.000 pangkat/
d. Golongan IV Orang/jam‘ golongan
2. Uang makan lembur : Orang
Uang makan lembur diberikan setelah
bekerja lembur sekurang-kurangnya 2
(dua) jam secara berturut-turut
Keterangan :

1. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa
diselesaikan dalam jam dinas.
2. Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur
menandatangani daftar hadir setiap jamnya.

3. Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2

maksimal 4 (empat) jam.

4. Terhadap pegawai yang ditugaskan di

(SPL) dan

(dua) jam diluar jam kerja dan

luar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur

lainnya dihitung 200% dari tarif lembur).
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II1. BANTUAN PENDIDIKAN/ JOB TRAINING

NO

URAIAN

LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI

1
2

Biaya kontribusi
Bantuan untuk bimbingan

tekhnis, sosialisasi, workshop

dan sejenis

[o1)

on

a

)

ma

. Lama Diklat 1 s/d 3 hari

. Lama Diklat 4 s/d 6 ha}'i

* Golongan IV
= Golongan III
* Golongan II
* Golongan I

. Lama Diklat 7 s/d 9 hari
* Golongan IV
* Golongan III
* Golongan II
* Golongan I

. Lama Diklat 10 s/d 12 hari

= Golongan IV
* Golongan III
* Golongan 1I
= Golongan I

. Lama Diklat 13 s/d 15 hari

* Golongan IV
= Golongan III
* Golongan II
* Golongan I

. Lama Diklat 16 s/d 18 hari

= Golongan IV
= Golongan IIT
* Golongan II
* Golongan I

. Lama Diklat 19 s/d 21 hari

= Golongan 1V

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp. -
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Menyesuaikan

Bantuan sesuai
dengan SPPD

1.250.000,- / Paket
1.150.000,- / Paket
1.050.000,- / Paket

950.000,- / Paket

1.400.000,- / Paket
1.300.000,- / Paket
1.200.000,- / Paket
1.100.000,- / Paket

1.550.000,- / Paket
1.450.000,- / Paket
1.350.000,- / Paket
1.250.000,- / Paket

1.700.000,- / Paket
1.600.000,- / Paket
1.500.000,- / Paket
1.400.000,- / Paket

1.850.000,- / Paket
1.750.000,- / Paket

1.650.000,- / Paket
1.550.000,- / Paket

2.000.000,- / Paket

Menyesuaikan bantuan
uang saku pengganti

transport untuk
bimbingan tekhnis,
sosialisasi,  workshop
dan sejenis lainnya
kepada pegawai

diberikan Rp. 50.000,-/
hari.
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* Golongan III
= Golongan II
= Golongan I

. Lama Diklat 22 s/d 24 hari
= Golongan IV

= Golongan III

= Golongan II

= Golongan I

i. Lama Diklat 25 s/d 27 hari

= Golongan IV
* Golongan III
= Golongan II

= Golongan I

. Lama Diklat 28 s/d 30 hari
* Golongan IV

= Golongan III

= Golongan I1I

= Golongan I

. Lama Diklat 31 s/d 33 hari
= Golongan IV
= Golongan III

= Golongan II
= Golongan I

. Lama Diklat 34 s/d 36 hari
= Golongan IV

* Golongan III

* Golongan II

* Golongan I

.Lama Diklat 37 s/d 39 hari
= Golongan IV

= Golongan III

= Golongan II

= Golongan I

. Lama Diklat 40 s/d 42 hari
= Golongan 1V

* Golongan III

* Golongan II

= Golongan I

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1.900.000,- / Paket
1.700.000,- / Paket
1.600.000,- / Paket

2.150.000,- / Paket
2.050.000,- / Paket
1.950.000,- / Paket
1.850.000,- / Paket

2.300.000,- / Paket
2.200.000,- / Paket
2.100.000,- / Paket
2.000.000,- / Paket

2.450.000,- / Paket
2.350.000,- / Paket
2.250.000,- / Paket

2.150.000,- / Paket

2.600.000,- / Paket
2.500.000,- / Paket

2.400.000,- / Paket
2.300.000,- / Paket

2.750.000,- / Paket
2.650.000,- / Paket
2.550.000,- / Paket
2.450.000,- / Paket

2.900.000,- / Paket
2.800.000,- / Paket
2.700.000,- / Paket
2.600.000,- / Paket

3.050.000,- / Paket
2.950.000,- / Paket
2.850.000,- / Paket
2.750.000,- / Paket
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0. Lama Diklat 43 s/d 45 hari
= Golongan 1V Rp. 3.200.000,- / Paket
* Golongan III Rp. 3.100.000,- / Paket
* Golongan II Rp. 3.000.000,- / Paket
* Golongan I Rp. 2.900.000,- / Paket

p. Lama Diklat 46 s/d 48 hari

* Golongan IV Rp. 3.350.000,- / Paket
* Golongan III Rp. 3.250.000,- / Paket
* Golongan II Rp. 3.150.000,- / Paket
= Golongan 1 Rp. 3.050.000,- / Paket

g. Lama Diklat 49 s/d 51 hari

* Golongan 1V Rp. 3.500.000,- / Paket
* Golongan III Rp. 3.400.000,- / Paket
* Golongan II "~ |Rp. 3.300.000.- / Paket
* Golongan I Rp. 3.200.000,- / Paket

r. Lama Diklat 52 s/d 54 hari

* Golongan IV Rp. 3.650.000,- / Paket
* Golongan III Rp. 3.550.000,- / Paket
* Golongan II Rp. 3.450.000,- / Paket
* Golongan I Rp. 3.350.000,- / Paket

'S. Lama Diklat 55 s/d 57 hari

= Golongan IV Rp. 3.800.000,- / Paket
* Golongan III Rp. 3.700.000,- / Paket
* Golongan II Rp. 3.600.000,- / Paket
* Golongan I Rp. 3.500.000,- / Paket

t. Lama Diklat 58 s/d 60 hari

keatas
* Golongan IV Rp. 3.950.000,- / Paket
= Golongan III Rp. 3.850.000,- / Paket
* Golongan II Rp. 3.750.000,- / Paket
* Golongan I Rp. 3.650.000,- / Paket

L J

Keterangan :

1. Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan tekhnis, sosialisasi, workshop dan
sejenisnya ke Luar Propinsi diberikan biaya perjalanan dinas sehari dan sesudah
keberangkatan, biaya penginapan (kontribusi tidak menyediakan penginapan) dan tiket
pesawat yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas.

2.

Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang
memerlukan kontribusi baik yang di dalam Propinsi maupun luar Propinsi, terlebih dahulu
harus memperoleh persetujuan oleh Kepala Daerah.
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STANDAR BIAYA BANTUAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

BANTUAN UANG DUKA

NO URAIAN PNS PH
1. | Meninggal dalam melaksanakan tugas

kedinasan Rp. 15.000.000,- | Rp. 5.000.000,-
2. | Meninggal tidak dalam melaksanakan tugas

kedinasan Rp. 5.000.000,- | Rp. 2.500.000,-
3. | Suami/ istri meninggal Rp. 2.500.000,- | Rp. 1.000.000,-
4. | Orang tua/ anak/ mertua meninggal Rp. 1.000.000,- | Rp. 500.000,-

BELANJA BARANG DAN JASA

A. STANDAR BIAYA MAKAN DAN MI}\JUM

1%

B. B

hari, uang makan maksimum 22 hari kerja per bulan.
2. Konsumsi tamu/ rapat/ lembur

NO | JENIS BIAYA BIAYA
1 | Makan Tamu WVIP/ VIP
a. Sarapan Rp. 30.000,- / orang
b. Makan Siang Rp. 35.000,- / orang
C. Makan Malam Rp. 35.000,- / orang
2 | Makan Tamu
| a Sarapan Rp. 10.000,- / orang
b. Makan Siang Rp. 15.000,- / orang
¢. Makan Malam Rp. 15.000,- / orang
3 Makan Rapat/ lembur
a. Makan Siang/ malam Rp. 15.000,- / orang
b. Snack Rp. 7.500,- / orang
L
IAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR
NO URAIAN HARGA SATUAN |
1 | Biaya Pemeliharaan Komputer Rp. 750.000,- / unit
2 | Biaya Pemeliharaan Telephone Rp. 350.000,- / unit
3 | Biaya Pemeliharaan mesin tik Rp. 250.000,- / unit
4 | Biaya Pemeliharaan Telepon sentral Rp. 2.000.000,- / unit
5 | Biaya Pemeliharaan Fax Rp. 750.000,- / unit
6 Biaya Pemeliharaan HT Rp. 300.000,- / unit
7 | Biaya Pemeliharaan AC Rp. 750.000,- / unit

Uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honor Daerah Rp. 15.000,/ orang/
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C. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/ UNIT/ TAHUN

PEMBUATAN s/d | PEMBUATAN DIATAS
NG MERK KENDARAAN TAHUN e TAHUN 2000
Kendaraan Jeep 2000 cc kebawah
1 | Opel Blazer 15.650.000,- 13.600.000,-
2 | Nissan Terano 15.650.000,- 16.500.000,-
3 | KIA Carnival 15.650.000,- 13.600.000,-
Kendaraan Jeep di atas 2000 cc
1 | Land Cruiser (Toyota) 26.500.000,- 24.500.000,-
2 | Prado (Toyota) 26.500.000,- 24.500.000,-
Kendaraan Minibus 2000 cc kebawah
1 | L-300 Mitsubishi 13.500.000,- 14.000.000,-
2 | Kijang Minibus/ Kapsul 13.500.000,- 8.500.000,-
3 | Avanza 12.500.000,- 12.000.000,-
Sedan 2000 cc kebawah
1 | Altis (Toyota) 15.675.000,- 13.675.000,-
2 | Baleno (Suzuki) 15.675.000,- 13.675.000,-
3 | Hyundai 15.675.000,- 13.675.000,-
4 | Vios 15.675.000,- 13.675.000,-
5 | Civic (Honda) 15.675.000,- 13.675.000,-
6 | Galant 15.675.000,- 13.675.000,-
7 | Kuda 16.000.000,- 14.000.000,-
8 | Kijang Innova 16.000.000,- 14.000.000,-
9 | Panther Sporty 16.000.000,- 14.000.000,-
Sedan diatas 2000 cc
1 | Camry (Toyota) 16.850.000,- 16.000.000,-
2 | Crown (Toyota) 16.850.000,- 14.000.000,-
3 | Cressida (Toyota) 16.850.000, - 14.000.000,-
Kendaraan Roda-6 Truk
1 | Dyna Rino 14.800.000,- 12.800.000,-
2 | Mitsubishi Col Diesel 14.800.000,- 12.800.000,-
Kendaraan Khusus
1 | Ambulance 15.000.000,- 16.500.000,-
2 | Patroli/ Vorryders 15.000.000,- 16.500.000,-

D. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2/ UNIT/ TAHUN Rp. 750.000,-
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E. STANDAR BIAYA WIRID PENGAJIAN/ CERAMAH AGA

MA/ PERINGATAN HARI BESAR ISLAM

NO | URAIAN HARGA SATUAN KA;S::TEN
1 | Honor Penceramah Rp. 200.000/ orang/ kali
2 | Honor Imam/ Pembaca Do’a/ Rohaniawan Rp. 150.000/ orang/ kali | Rp. 500.000/
3 | Honor Pembaca Al-qur'an Rp. 100.000/ orang/ kali orang/ kali
L‘% Honor Mu’azin Rp. 50.000/ orang/ kali
F. STANDAR BIAYA PAKAIAN DINAS
URAIAN ] PNS/ PTT SATPOL PP/ BANPOL PP

2
3

L4

mo
1

Pakaian Dinas Harian
Pakaian Olah Raga
Pakaian Dinas Lapangan
(termasuk perlengkapannya) |
[ Pakaian Satpam

Rp. 300.000,-/ tahun/ stel
Rp. 200.000,- / tahun/ stel

Rp. 340.000,- / tahun/ stel

Rp. 750.000,-

Standar biaya Pakaian dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati

keputusan Kepala Daerah.

BELANJA PERJALANAN DINAS

ONGKOS TRANSPORTASI :
NO DARI - KE TARLE
(Rp.)
1 | Padang - Medan - Banda Aceh 1.537.000,-
2 | Padang - Medan 880.000, -
3 | Padang — Pekanbaru 610.000,-
4 | Padang - Riau - Tanjung Pinang 1.287.000,-
5 | Padang - Jakarta - Jambi 2.030.000,-
6 | Padang - Jakarta - Palembang 2.235.000,-
7 | Padang — Batam 880.000, -
8 | Padang - Jakarta — Bandung 1.334.000,-
9 | Padang - Jakarta — Bengkulu 2.375.000,-
10 | Padang - Jakarta — Bandar Lampung 1.904.000,-
11 | Padang - Jakarta 1.300.000,-
12 | Padang - Jakarta - Semarang 2.015.000,-
13 | Padang - Jakarta — Surabaya 2.354.000,-
14 | Padang - Jakarta — Yogyakarta 2.085.000,-
15 | Padang - Jakarta — Denpasar 2.615.000,-
16 | Padang - Jakarta - Mataram 2.584.000, -
17 | Padang - Jakarta — Kupang 3.838.000,-
18 | Padang - Jakarta — Pontianak 3.385.000,-
19 | Padang - Jakarta — Palangkaraya 3.860.000,-
20 | Padang - Jakarta - Banjarmasin 3.927.000,-
21 | Padang - Jakarta — Balikpapan 2.980.000,-
22 | Padang - Jakarta — Manado 4.672.000,-
23 | Padang - Jakarta - Gorontalo 4.212.000,-
24 | Padang - Jakarta — Makasar 3.047.000,-

diatur lebih lanjut dengan surat
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25
26
27
28

E9

Padang - Jakarta — Palu

Padang - Jakarta — Kendari

Padang - Jakarta - Ambon

Padang - Jakarta — Ambon - Ternate
Padang - Jakarta - Jayapura

3.453.000,-
3.370.000,-
4.455.000,-
5.132.000,-
6.380.000, -

Catatan :

1.

Biaya transportasi tersebut untuk satu kali keberangkatan secara lumpsum.
2. Biaya transportasi yang melebihi 1 kali penerbangan, untuk

mengikuti besaran standar yang ditetapkan.

penerbangan berikutnya
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BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

BIAYA PENGINAPAN UANG HARIAN

NO PROPINSL GOLA GOL B GOL C GOLD GOLIV GOL II GOL1I GOL 1
1| NANGROE ACEH DARUSSALAM 500.000 | 350.000]  250.000 200.000 | 300000 |  250.000 |  200.000 |  175.000
2 | SUMATERA UTARA 550.000|  400.000| 300000 200.000 |  300.000 |  250.000 |  200.000| 175000
3 | RIAU 550.000 |  400.000|  300.000 200000 |  300.000 |  250.000 |  200.000|  175.000
4 | KEPULAUAN RIAU 450.000 |  350.000|  200.000 150000 | 300.000 |  250.000 |  200.000| 175000
5 | 3AMBI 500.000 | 300.000 | 200.000 150.000 | 300000 |  250.000 |  200.000]  175.000
6 | SUMATERA SELATAN 500.000 |  350.000|  250.000 200.000 |  300.000 |  250.000 |  200.000| 175000
7 | LAMPUNG 400.000 |  350.000|  300.000 200.000 | 300000 |  250.000| 200000 | 175000
8 | BENGKULU 400.000 |  350.000|  300.000 200.000 | 300000 |  250.000 |  200.000 |  175.000
9 | BANGKA BELITUNG 400.000|  350.000|  350.000 150.000 | 300000 |  250.000|  200.000| 175000
10 | BANTEN 500.000 |  400.000|  300.000 200.000 |  300.000 |  250.000 | 200000 | 175000
11 | JAWA BARAT 600.000 |  450.000| 350000 250.000 |  350.000|  300.000|  250.000 |  200.000
12 | DKI JAKARTA 850.000 |  650.000|  600.000 400.000 | 450.000 |  400.000 |  350.000 |  250.000
13 | JAWA TENGAH 600.000 | 450.000]  350.000 250.000 | 300.000 ] 250.000 ] 200.000 175000
14 | DI JOGJAKARTA 550.000 |  400.000|  300.000 200.000 | 350000 |  300.000 |  250.000 |  200.000
15 | JAWA TIMUR 600.000 |  450.000| 350000 250.000 | 350000 |  300.000|  250.000| 200000
16 | BALI 1.100.000|  850.000|  700.000 450.000 | 400000 |  350.000 | 300000 |  200.000
17 INTB 600.000|  450.000| 300000 200000 |  350.000 |  300.000|  250.000 | 200000
18 [NTT 500.000 |  350.000| 250000 200000 | 350000 |  300.000|  250.000|  200.000
19 | KALIMANTAN BARAT 500.000 |  350.000| 250000 200.000 | 300000 |  250.000|  200.000| 175000
20 | KALIMANTAN TENGAH 2500000 |  350.000|  250.000 200.000 |  300.000 |  250.000 |  200.000| 175000
21 | KALIMANTAN SELATAN 500.000 |  400.000| 250000 150.000 |  300.000 |  250.000 | 200000 | 175000
22 | KALIMANTAN TIMUR 650.000 | 500000  350.000 200.000 | 350.000 | 300000 |  250.000 |  200.000
23 | SULAWESI UTARA 600.000|  500.000|  350.000 200.000 | 300.000 |  250.000 |  200.000| 175000
24 | GORONTALO 500.000 |  450.000| 300000 150.000 | 400000 |  350.000|  250.000 |  200.000
25 | SULAWESI BARAT 500.000|  400.000| 300000 150.000 | 300000 |  250.000 |  200.000|  175.000
26 | SULAWESI SELATAN 650.000|  500.000|  350.000 200.000 |  350.000| 300000 |  250.000| 175000
27 | SULAWESI TENGAH 500.000 |  400.000|  300.000 150.000 | 300000 |  250.000|  200.000|  175.000
28 | SULAWESI TENGGARA 500.000 |  400.000|  300.000 200000 |  300.000 |  250.000 |  200.000| 175000
29 | MALUKU 450.000|  300.000| 200000 150.000 |  300.000 |  250.000 |  200.000| 175000
30 | MALUKU UTARA 450.000|  300.000| 200000 150.000 |  300.000 |  250.000|  200.000 |  175.000
31 | PAPUA 600.000|  450.000| 350000 250.000 |  450.000 |  400.000 |  350.000| 175000
32 | IRIAN JAYA BARAT 600.000|  400.000| 300000 200.000 | 400000 |  350.000|  300.000|  250.000




Keterangan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi Sumatera Barat :

1. Peruntukan Biaya Penginapan :
a Gol A : Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah
b. Gol B : Pejabat Eselon II
c. Gol C : Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon 1V, dan Pejabat Fungsional Golongan IV/a

s/d IV/b
. Gol D : Non Eselon dan Pejabat Fungsional Golongan III/d kebawah
. Transportasi lokal Rp. 100.000,-

® A

2. Uang Harian bagi PTT yang melakukan perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan

IT untuk PTT berpendidikan SLTA ke atas dan Golongan I untuk PTT berpendidikan SD —
SLTP.

3. Perjalanan Dinas ke luar Provinsi harus seizin Bupati, apabila Bupati berhalangan, maka
izinnya diberikan oleh Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah sedangkan untuk Pimpinan &
Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD.

4. Lamanya perjalanan dinas untuk 1 kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi

harus mendapat persetujuan Bupati, kecuali untuk Pimpinan dan Anggota DPRD
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD.

5. Uang harian,. biaya transportasi dan penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsum.

6. Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
ke luar Provinsi adalah sebagai berikut :
a. Untuk pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah/ Badan/ Dinas/Lembaga, SPT

dan SPPD ditandatangani oleh Bupati, dan apabila Bupati berhalangan, maka SPPD
ditandatangani oleh Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah.

b. Untuk pejabat Eselon III dan IV beserta staf di lingkungan Sekretariat Daerah, SPT dan
SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah adanya persetujuan dari Bupati, dan
apabila Bupati berhalangan, maka persetujuan diberikan oleh Wakil Bupati.

C. Untuk pejabat Eselon III dan IV beserta staf pada Badan/ Dinas/ Sekretariat DPRD/
Kantor, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Badan/ Dinas/ Sekretaris DPRD/Kantor

yang bersangkutan, setelah adanya persetujuan dari Bupati, dan apabila Bupati
berhalangan, maka persetujuan diberikan oleh Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah.

7. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang dikunjungi,

harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan,
selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah selesai melakukan perjalanan.

8. Pejabat/ Pegawai yang telah melaksanakan tugas wajib menyampaikan laporan hasil

kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tembusan kepada
Bupati.

9. Uang Representasi bagi Pejabat yang melakukan perjalanan dinas di luar Provinsi per hari :
Bupati/ Wakil Bupati, dan DPRD Rp. 200.000,-/ paket
Pejabat Eselon II Rp. 100.000,-/ paket
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BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI SUMATERA BARAT

BIAYA PENGINAPAN BIAYA UANG HARIAN =
NO KABLFATEN/ KOTA GOLA | GOLB GOLC GOLD | GOLE ;\Mﬂw@voa GoLIV | GoLm | GoLm | GoLl mﬂwﬁw\ 8 Mw%\ (LITER)
1| KAB. PADANG PARIAMAN 300.000 | 200000 | 150.000 | 125000 | 100.000 40.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 75.000 |  100.000 | 75000 | 49
2 | KAB. AGAM 300.000 | 200000 | 150.000 | 125.000| 100.000 60.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 75.000 | 100000 | 75000| 6o
3 | KAB. PASAMAN 300.000 | 200000 | 150.000 | 125000 | 100.000 60.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 75.000 | 100000 | 75000| 50
4 | KAB. TANAH DATAR 300.000 | 200.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 80.000 | 200.000 | 175.000 | 150.000 | 125.000 | 150.000 | 125000 | €0
5 | KAB. LIMA PULUH KOTA 300.000 | 200000 | 150000 | 125000 | 100.000 80.000 | 200.000 | 175.000 | 150.000 | 125.000 | 150.000 | 125000 | 70
6 | KAB. SOLOK 300.000 | 200000 | 150000 | 125.000| 100.000 80.000 | 275.000 | 250.000 | 225.000 | 200.000 | 225000 | 200000 | 70
7 | KAB. SAWAHLUNTO SUUNJUNG |  300.000 | 200000 | 150000 | 125.000| 100000 90.000 | 350.000 | 325.000 | 300.000 | 275.000 | 300.000 | 275.000 | 100
8 | KAB. DHARMASRAYA 300.000 | 200000 | 150000 | 125.000| 100.000 100.000 |  400.000 | 375.000 | 350.000 | 325.000 | 350.000 | 325000 | 150
9 | KAB. SOLOK SELATAN 300.000 | 200000 | 150.000 | 125.000| 100.000 90.000 | 350.000 | 325.000 | 300.000 | 275.000 | 300000 | 275000 | 150
10 | KAB. PESISIR SELATAN 300.000 | 200000 | 150.000 | 125.000| 100.000 90.000 | 350.000 | 325.000 | 300.000 | 275.000 | 300.000 | 275000 | 100
11 | KOTA PARIAMAN 300.000 | 200.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 40.000 | 150.000 | 125.00Q | 100.000 | 75.000 | 100000 | 75000 | 40
12 | KOTA BUKITTINGGI 300.000 | 200.000 | 150.000 | 125.000|  100.000 60.000 | 175.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 125.000 | 100000 | 60
13 | KOTA PADANG PANJANG 300.000 | 200000 | 150000 | 125.000| 100.000 70.000 | 200.000 | 175.000 | 150.000 | 125.000 | 150.000 | 125000 | €0
14 | KOTA PADANG 300.000 | 200.000 | 150000 | 125.000| 100.000 70.000 |  250.000 | 225.000 | 175.000 | 150.000 | 175000 | 150000 | €0
15 | KOTA PAYAKUMBUH 300.000 | 200.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 80.000 | 200.000 | 175.000 | 150.000 | 125.000 | 150.000 | 125000 70
16 | KOTA SOLOK 300.000 | 200.000 | 150.000 | 125000 | 100.000 80.000 |  275.000 | 250.000 | 225.000 | 200.000 | 225.000 | 200000 | 80
17 | KOTA SAWAHLUNTO 300.000 | 200000 | 150000 | 125.000| 100.000 90.000 |  300.000 | 275.000 | 250.000 | 225.000 | 250.000 | 225000 | 90
18 | MENTAWAI

]
Catatan :

Khusus biaya perjalanan dinas ke Mentawai disesuaikan dengan biaya perjalanan yang digunakan (at cost).



Keterangan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi Sumatera Barat :
1. Peruntukan biaya penginapan :

a. Gol A
b. Gol B
c. Gol C
d. Gol D
e. Gol E

: Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah
: Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional Golongan IV/c keatas

: Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Golongan IV/a s/d IV/b

: Pejabat Eselon IV dan Fungsional Golongan III/c dan I1I/d

: Non Struktural dan Pejabat Fungsional Golongan III/b kebawah

2. Biaya Penginapan dibayarkan dalam bentuk Lumpsum.

3. Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transportasi lokal diberikan dalam
bentuk lumpsum. Uang harian bagi Tim kerja DPRD diatur sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk DPRD.

D

. Lamanya perjalanan Dinas maksimal 2 (dua) hari, jika melebihi harus ada persetujuan

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Tim kerja DPRD diatur sesuai dengan ketentuan
yang berlaku untuk DPRD.

w

. Penandatanganan SPT dan SPPD sebagai berikut :

a. SPT dan SPPD pada masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah
ditandatangani oleh Asisten terkait.

b. SPT dan SPPD untuk Badan/ Dinas/ Kantor ditandatangani oleh Kepala Badan/ Dinas/
Kantor yang terkait.

C. SPT dan SPPD untuk Kepala SKPD dan Asisten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
Bagi Badan/ Dinas/ Kantor yang mempunyai Unit Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dinas
(UPTD) maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.

(o))

. Penandatanganan SPT dan SPPD Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan

ketentuan yang berlaku untuk DPRD.

7. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang dikunjungi,
harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan,
selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah selesai melakukan perjalanan.

@

. Pejabat/ Pegawai yang telah melaksanakan tugas wajib menyampaikan laporan hasil

kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

o

Bagi PNS yang melakukan Perjalanan dinas luar daerah untuk kepentingan pameran/

promosi yang melebihi ketentuan tersebut pada point 4 diberikan uang harian sebesar
Rp.150.000,-/ orang/ hari

10. Bagi PNS yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah/ luar Kabupaten maksimal 12 hari
dalam 1 bulan terkecuali ada rekomendasi dari Bupati Pasaman Barat.
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3. Standar biaya bahan bakar minyak Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman
Barat dan luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat bagi Bupati dan Wakil Bupati, biaya

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Barat bagi Bupati dan Wakil Bupati
diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Daerah.

4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat

NO GOLONGAN/ TK | DALAM KABUPATEN PASAMAN BARAT
Wilayah I Wilayah II Wilayah III
Kec. Sasak Kec. Talamau Kec. Sungai Beremas
Kec. Luhak Nan Duo | Kec. Kinali Kec. Ranah Batahan
Kec. Gunung Tuleh | Kec. Koto Balingka
Kec. Sungai Aur Kec. Lembah Melintang
1. | IV (Tk. A) | Rp. 85.000,- Rp. 95.000,- Rp. 135.000,-
2. | III (Tk. B) Rp. 75.000,- Rp. 85.000,- Rp. 110.000,-
3. ['II (Tk. C) Rp. 60.000,- Rp. 75.000,- Rp. 85.000,-
4. | I Harian/ Sopir (Tk.D) Rp. 50.000,- Rp. 55.000,- Rp. 60.000,-
5. | BBM 20 liter 30 liter 40 liter
Keterangan :

a. Apabila dalam melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum dapat
ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan wilayah :

1. Wilayah I sebesar Rp. 20.000,- (PP) dengan daerah antara lain :

2. Wilayah II sebesar Rp. 25.000,- (PP) dengan daerah antara lain :

3. Wilayah III sebesar Rp. 40.000,- (PP) dengan daerah antara lain :

Kec. Sasak
Kec. Luhak Nan Duo

Kec. Talamau

Kec. Kinali

Kec. Gunung Tuleh
Kec. Sungai Aur

Kec. Sungai Beremas
Kec. Ranah Batahan
Kec. Koto Balingka
Kec. Lembah Melintang

b. Jika yang melakukan perjalanan dinas adalah pegawai honor tenaga administrasi, maka
standar perjalanan dinas sesuai dengan PNS golongan I untuk yang berpendidikan SD
dan SLTP, sedangkan yang berpendidikan SLTA keatas sesuai dengan Golongan II.

€. Penugasan khusus dalam ibu kota Kabupaten Pasaman Barat dapat diberikan uang
operasional perhari sebagai berikut :

NO | GOL, PANGKAT/ TK UAN%R*;A)RIAN

> 0 80.000,-
2 11 70.000, -
y I 55.000, -
2 : 50.000,-
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lama penugasannnya maksimal 3 hari dan jika melebihi

Pegawai yang melaksanakan tugas berdasarkan atas Surat Perintah Tugas khusus yang

Sekretaris Daerah.

harus mendapat persetujuan

d. BBM rutin perbulan dapat diberikan kepada PNS yang memakai kendaraan dinas sesuai
SK penunjukan Bupati, sebagai berikut :

S R S

dinas Roda 2 sebesar 50 liter.
7. PPTK non Eselon yang memakai kendaraan dinas roda 2 diberikan 50 liter.
(BBM diberikan kepada Pejabat/ Pegawai yang memakai kendaraan dinas sesuai dengan

SK Bupati).

4. Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri :

Pejabat Negara diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
Eselon II/a sebesar 250 liter.
Eselon II/b sebesar 200 liter.
Eselon III/a dan I1I/b yang memakai kendaraan dinas Roda 4 sebesar 150 liter.
Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 2 sebesar 60 liter.
Eselon IV/a/ 1V/b/ Bendahara/ Bendahara Pembantu yang memakai kendaraan

(dalam dollar)

—

. IBUKOTA/KOTA | GOL | GOL | GOL | GoL
NO NEGARA : TEMPAT A B c D KETERANGAN
PERWAKILAN | ($) | () | ($) | ()
AMERIKA UTARA
1 | Amerika Serikat ' New York 523 470 | 415 | 342 | Golongan A :
2 Kanada | Ottawa 443 401 366 306 | Bupati/ Wakil
Bupati dan
AMERIKA SELATAN Pimpinan dan
3 Argentina | Bueno aires 391 274 240 240 | Anggota DPRD
4 | Mexico | Mexico City 425 315 | 366 | 306
5 | Kuba ' Havana 402 | 302 | 259 | 220 | Golongan B :
6 | Venezuela f Caracas 460 320 | 285 | 285 | PNS Gol. IV/c ke
7 Brazil | Brazilia 432 338 289 240 | atas
8 | Chile | Santiago 411 313 | 268 | 221
9 | Columbia | Bogota 382 | 278 | 238 | 220 | Golongan C :
10 | Peru | Limma 379 274 235 220 | PNS Gol I1I/c
11 | Suriname f Paramaribo 394 292 250 206 | sampai dengan
; i IV/b
EROPA BARAT ;
12 | Inggris ' London 391 274 240 240 | Golongan D :
13 | Norwegia | Oslo 425 315 366 306 | PNS lainnya
14 | Perancis Paris 402 302 259 | 220
15 | Belgia Brussel 460 320 285 285
16 | Belanda Den Haag 432 338 289 240
17 | Swiss Bern/Geveva 411 313 268 221
18 | Jerman Berlin 382 278 238 220
19 | Austria | Wina - - = -
20 | Denmark Kopenhagen - - - -
21 | Spanyol Madrid - - - -
22 | Yunani Athena 379 274 235 220
23 | Portugal | Lisabon 394 292 250 | 206
L
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EROPA TIMUR & UTARA |

24 | Finlandia ' Helsinki 449 | 406 | 352 | 312
25 | Italia | Roma/ vatikan | 516 | 469 | 370 | 370
26 | Swedia | Stokholm 462 433 340 340
27 | Rusia | Moskow 552 509 405 405
28 | Bulgaria . Sofia 402 364 318 283
29 | Czech | Praha 422 387 329 292
30 | Hongaria | Budapest 417 378 337 299
31 | Polandia | Warsawa 397 358 311 276
32 | Rumania | Bukharest 412 278 311 276
33 | Yugoslavia ; Beogard 397 358 311 276
34 | Ukrania | Kiev 421 379 326 289
35 | Uzbekistan ‘ Tashkent 388 349 285 253
36 | Slovakia | Bratislava 425 384 333 296
AFRIKA
37 | Algeria ' Aljazair 338 305 285 285
38 | Maroko Rabat 300 | 248 | 190 | 190
39 | Tunisia ' Tunis 289 238 185 185
40 | Nigeria | Abuja’ 357 | 310 | 290 | 290
41 | Senegal | Dakar 330 | 273 | 204 | 200
42 | Ethiopia ' Addis Adabe 308 254 190 166
43 | Kenya | Nairobi 330 273 204 195
44 | Madagaskar . Tananarivo 292 241 180 180
45 | Tanzania | Dar Es Salam 326 269 201 181
46 | Zimbabwe | Harare 281 241 214 214
47 | Namibia Windhoek 296 244 183 160
48 | Afrika selatan | Cape town 300 248 200 200
49 | Sudan ' Khartoum 338 279 208 183
50 | Libya | Tripoli 304 251 187 164
TIMUR TENGAH
51 | Mesir | Cairo 364 270 210 189
52 | Irak Baghdad 393 280 218 200
53 | Arab Suriah Damascus 354 254 198 195
54 | Saudi Arabia Riyadh 387 273 213 200
55 | Persatuan Emirat Arab | Abu Dhabi 455 299 300 300
56 | Kuwait - Kuwait 402 280 255 255
57 | Yordania | Amman 361 251 195 195
58 | Turki | Ankara 361 267 208 187
59 | Iran Teheran 347 257 200 180
60 | Yaman | Sana’‘a 349 238 195 195
61 | Libanon Beirut 353 264 205 185
62 | Qatar Doha 382 273 213 195
ASIA TENGAH & TIMUR
63 | India New Delhi 348 260 240 266
64 | Bangladesh Dacca 335 193 165 | 256
65 | Pakistan ' Karachi 339 200 180 260
66 | Srilangka Colombo 344 198 165 263
67 | Hongkong Hongkong 468 317 285 358
68 | Jepang Tokyo 515 300 260 260
69 | Korea Selatan Seoul 417 323 295 319
70 | Korea Utara . PyongYang 391 235 205 299
71 | Rep. Rakyat Cina Beijing 374 235 205 286
72 | Kamboja Phom Phen 292 220 195 223
73 | Afganistan Kabul 381 223 171 296
ASIA TENGGARA
74 | Philipina Manila 408 275 220 220
75 | Singapura 420 287 222 220

Singapore
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76 | Malaysia | Kuala Lumpur

77 | Thailand ! Bangkok

78 | Myanmar | Yangoon

79 | Laos | Viontiane

80 | Vietnam | Hanoi

81 | Brunei Darussalam | Bandar Seri

' Begawan

ASIA PASIFIK & i
AUSTRALIA ‘

82 | Australia . Canberra

83 | Selandia Baru | Wallington

84 | New Caledonia | Noumea

85 | Papua Nugini ' Port Moresby

86 | Timor Leste | Dilli

87 | Fiji | Suva

347
338
364
376
379
370

435
388
421
381
388

Keterangan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri :

X

Pejabat/ Pegawai pelaksana perjalanan dinas luar negeri wajib menggunakan Dokumen
Dinas, antara lain berupa Paspor Dinas (Service Pas

Luar Negeri Republik Indonesia.

Perjalanan dinas luar negeri hanya dilakukan atas dasar
hal-hal yang sangat penting, sedangan pe
lokakarya, simposium, konferensi,
dibatasi dengan ketat.

Pejabat/ Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas luar Negeri terlebih dahulu
mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri, yang diartikan

Negara.

- Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD mendapat izin dari Gubernur
- Wakil Ketua DPRD/ anggota dan Pejabat/ Pe

Sekretaris Daerah Provinsi

Permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri untuk mendapatkan izin dari Menteri
Dalam Negeri atau Sekretaris Negara dapat diproses setelah

dari :

- Gubernur untuk keberangkatan Bupati dan Ketua DPRD.
- Sekretaris Daerah Provinsi untuk keberangkatan Wakil Ketua DPRD dan

setara Eselon II, III dan IV.

Permohonan izin sebagaimana butir 4 harus dilengkapi dengan dokumen yang berisi
alasan-alasan kepentingan perjalanan dinas luar negeri dan dokuemn

seperti :

- Rekomendasi dari Instansi terkait

- Dokumen seperti undangan, proposal,

Kerja, rekomendasi dan koordinasi substans

359 |

250 | 210 | 210
272 | 209 | 200
247 | 195 | 195
259 | 200 | 195
262 | 202 | 195
253 | 195 | 195
400 | 270 | 270
243 | 220 | 220
384 | 274 | 223
350 | 235 | 191
351 | 227. | 195

| 326 | 219 | 178

adanya persetujuan prinsip

port) yang diterbitkan oleh Departemen

perencanaan yang matang untuk
rjalanan dinas untuk menghadiri seminar,
peninjauan dan studi banding di luar negeri harus

pula mendapat izin dari Sekretaris

gawai lainnya mendapat izin dari

pendukung lainnya

konfirmas Negara yang dituju, MoU, Program
i dan kertas kerja/ country report.

atau Pejabat



6. Permohonan ijin sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal keberangkatan,
kecuali untuk hal-hal khusus dan sangat mendesak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
sebelum keberangkatan.

7. Perjalanan dinas yang dilakukan secara rombongan dibatasi pesertanya sesuai dengan
kebutuhan yaitu sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang termasuk Pimpinan Rombongan,
kecuali untuk hal-hal khusus jumlah pesertanya disesuaikan dengan dokumen/perjanjian
yang telah disepakiti sebelumnya.

8. Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan atas dasar hemat, tidak mewah, efesien dan
efektif sesuai dengan kebutuhan, jangka waktu perjalanan dinas luar negeri diupayakan
singkat, paling lama 7 (tujuh) hari kalender, kecuali untuk hal-hal khusu disesuaikan
dengan waktu pelaksanaan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen/perjanjian.

9. Perjalanan dinas luar Negeri tidak boleh dibiayai oleh pihak swasta, kecuali biaya tersebut

sudah ditetapkan dalam perjanjian/ dokumen antara pihak swasta dengan pihak
pemerintah.

10. Setelah mendapat persetujuan atas permohonan perjalanan dinas luar Negeri
sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat), Pejabat/ pegawai pelaksana perjalanan
dinas diminta untuk segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada Departemen Luar
Negeri Cq. Direktorat Konsuler di Jakarta, guna diteruskan kepada kedutaan Besar/
Perwakilan RI di Luar Negeri untuk melakukan perlindungan atas hak-haknya dari
kemungkinan hal-hal yang tidak dikehendaki.

11. Pejabat/ pegawai yang telah melakukan perjalanan dinas luar Negeri, selambat-lambatnya

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan
laporan tertulis hasil perjalanan dinasnya kepada Kepala Daerah

KEGIATAN BADAN DIKLAT

1. Diklat PIM III/ SPAMA
1. | Honor Narasumber/ Widyaiswara

a. Daerah (Pakar/ Pejabat) SKP 1.400.000
b. Widyaiswara Pusat oJp 300.000
¢. Widyaiswara Daerah oJp 85.000
d. Tim Widyaiswara oJp 85.000

Biaya Transportasi
Penggantian Premium untuk Narasumber

a.0-60Km 100.000
b. 60 — 150 Km 200.000
c. > 150 Km 300.000
Penggantian Diktat/ bahan ajar 0] 100.000
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Biaya Akomodasi dan Konsumsi

a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat OH 400.000
b.Makan dan snack peserta dan panitia OH 80.000
Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan

(Bus AC 40 seat)

a. Dalam Propinsi Unit/ Hari 1.600.000
b. Luar Propinsi Unit/ Hari 2.000.000
Uang Saku Peserta OH 50.000
Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama OK 100.000
Honor Pembawa Acara/ MC OK 100.000
Honor Instruktur Senam Per Angkatan Paket 1.000.000

2. Diklat PIM 1V/ ADUM
1. | Honor Narasumber/ Widyaiswara

a. Daerah (Pakar/ Pejabat) SKP 1.400.000
b. Widyaiswara Pusat OJpP 300.000
C. Widyaiswara Daerah oJp 85.000
d. Tim Widyaiswara 0OJP 85.000
Biaya Transportasi

Penggantian Premium untuk Narasumber

0-60Km 100.000
60 — 150 Km 200.000
150 Km 300.000
Penggantian Diktat/ bahan ajar 0] 100.000
Biaya Akomodasi dan Konsumsi

a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat OH 400.000
b. Makan dan snack peserta dan panitia OH 80.000
Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan

(Bus AC 40 seat)

a. Dalam Propinsi Unit/ Hari 1.600.000
b. Luar Propinsi Unit/ Hari 2.000.000
Uang Saku Peserta OH 50.000
Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama OK 100.000
Honor Pembawa Acara/ MC OK 100.000
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Honor Instruktur Senam Per Angkatan Paket 1.000.000
3. Diklat TEKHNIK/ FUNGSIONAL PNS
1. Honor Narasumber/ Widyaiswara
a. Pusat SKP 2.500.000
b. Daerah (Pakar/Pejabat) SKP 1.400.000
C. Widyaiswara Pusat oJpP 300.000
d. Widyaiswara Daerah oJp 85.000
e. Tim Widyaiswara oJp 85.000
2. | Biaya Transportasi
Penggantian Premium untuk Narasumber
0-60 Km 100.000
60 - 150 Km 200.000
150 Km | 300.000
3. | Penggantian Diktat/ bahan ajar 0J 100.000
Biaya Akomodasi dan Konsumsi
a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat OH 400.000
b.Makan dan snack peserta dan panitia OH 80.000
i
4. | Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan !
(Bus AC 40 seat) |
a. Dalam Propinsi Unit/ Hari 1.600.000
b. Luar Propinsi Unit/ Hari 2.000.000
5. | Uang Saku Peserta | OH 50.000
6. | Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama OK 100.000
7. Honor Pembawa Acara/ MC | OK 100.000
8. | Honor Instruktur Senam Per Angkatan Paket 1.000.000
4. Diklat/ Penyuluhan/ Sosialisasi Keterampilan untuk masyarakat (non struktural)
1. | Honor Tim Penyelenggara
a. Pengarah Org/ Paket 400.000
b. Penangunggjawab/ Koor. Latihan Org/ Paket 350.000
c. Ketua/ Dir Latihan Org/ Paket 300.000
d. Sekertaris Org/ Paket 200.000
e. Anggota Org/ Paket 150.000
f. Sekretariat Org/ Paket 100.000
2. Honor Narasumber/ Widyaiswara
a. Pusat SKP 2.500.000
b. Daerah (Pakar/Pejabat) SKP 1.400.00&J
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c. Widyaiswara Pusat
d. Widyaiswara Daerah
e. Tim Widyaiswara

3. Biaya Transportasi

Penggantian Premium untuk Narasumber
a. 0-60Km

b. 60 — 150 Km

C. 150 Km ke atas

4. | Penggantian Diktat/ bahan ajar
Biaya Akomodasi dan Konsumsi

b. Makan dan snack peserta dan panitia
(Bus AC 40 seat)
a. Dalam Propinsi

b. Luar Propinsi

6. Uang Saku Peserta

7. | Uang Transport Peserta

9. Honor Pembawa Acara/ MC

10. | Honor Instruktur Senam

a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat

5. Biaya Sewa Kendaraaﬁ Observasi Lapangan

8. Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama

oJp
oJp
oJp

QJ

OH
OH

Unit/ Hari
Unit/ Hari

OH
OK
!

OK

OK

OH

300.000
85.000

85.000

100.000
200.000
300.000

100.000

400.000
80.000

1.600.000
2.000.000

50.000

50.000

50.000

50.000

400.000

KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1. TUGAS BELAJAR
a. Tunjangan Tugas Belajar (TTB)

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

200.000,- / Bulan
250.000,- / Bulan
400.000,- / Bulan
500.000,- / Bulan (reguler)

400.000,- / Bulan
500.000,- / Bulan

Rp. 1.000.000,- / Bulan

Rp.

500.000,-

Rp. 1.000.000, -

* Program D3 & D4 sebesar
* Program S1 sebesar
* Program S2 sebesar
* Program S3 sebesar
b. Tunjangan Buku (TB)
* Program D3 & D4 sebesar
* Program S1 sebesar
* Program S2 sebesar
C. Bantuan Penelitian/ Penulisan Skripsi, Laporan akhir
= Program D3 & D4 sebesar
* Program S1 sebesar
* Program S2 sebesar

Rp. 1.500.000, -
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Untuk PTN yang luar Propinsi, naik rata-rata sebesar Rp. 500.000,- dari bantuan tersebut

diatas.

2. HADIAH UNTUK PEGAWAI TELADAN

Golongan 1V, Golongan III, Golongan II dan Golongan I

Juara I : Tabanas Rp. 1.250.000,-
II : Tabanas Rp. 1.100.000,-
I1I : Tabanas Rp.  900.000,-
v : Tabanas Rp.  750.000, -

KEGIATAN RSUD/ DINAS KESEHATAN

1. Jasa Dokter jaga Rp.
2. Jasa Perawat kontrol pengawas Rp.
3. Bantuan BBM untuk Dokter Tamu 30
4. Jasa Rujukan dari Spesialis Rp.
5. Jasa Petugas Penyemprot/ Fogging Focus -

penyakit Demam Berdarah. Rp.
6. Tunjangan Pendidikan Spesialis Rp.
7. Bantuan biaya Transportasi untuk Dokter -

Tamu yang melakukan rawat. Rp.
8. Insentif Dokter Spesialis PNS Rp.

100.000,- / orang/ shift
75.000,- / orang/ shift

liter / kali datang
600.000,- / kunjungan

50.000,- / hari
400.000,- / bulan

500.000,- / kali

7.000.000,- / orang/ bulan

KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH

a. Bagian Hukum

1. Biaya Pengkajian Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Rp. 125.000,- Jorang / satu kali

sidang.

2. Biaya dalam penanganan perkara dalam persidangan di Pengadilan Rp. 200.000,-/

orang/ satu kali sidang.

3. Biaya Pembahasan Perkara gugatan dalam rangka penyusunan Eksepsi, Duplik,
Pembuktian dan kesimpulan Rp. 125.000,- /orang / satu kali sidang.

b. Bagian Kesra

1. Honor Penceramah Tim Ramadhan Rp. 300.000,- / orang / kali

2. Honor Imam/ Pembaca Do’a tim Ramadhan Rp. 150.000,- / orang / kali
3. Honor Pembaca Alquran tim Ramadhan Rp. 100.000,- / orang / kali
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KEGIATAN DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Biaya pembahasan RKA-SKPD Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
Biaya pembahasan dan penelitian DPA — SKPD Rp. 125.000,- / orang/ sidang.

Biaya pembahasan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perda APBD Perubahan
Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah diatur didalam Surat Keputusan Kepala Daerah.
Honor Tim pengelolaan keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
diatur didalam Surat Keputusan Kepala Daerah.
Biaya Penyusunan Neraca Daerah Rp. 125.000,- / orang/ sidang.

STANDAR BIAYA HONORARIUM

No URAIAN SATUAN HARGA KET
I HONOR PENANGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta Orang / bulan 200.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta Orang / bulan 250.000
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta Orang / bulan 300.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang / bulan 350.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar Orang / bulan 375.000
f.  Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar Orang / bulan 400.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar Orang / bulan 450.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar Orang / bulan 475.000
i.  Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar ke atas Orang / bulan 500.000

2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta Orang / bulan 150.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta Orang / bulan 200.000
C. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta Orang / bulan 225.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang / bulan 250.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar Orang / bulan 275.000
f.  Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar Orang / bulan 300.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar Orang / bulan 325.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp. S Miliar s/d Rp. 10 Miliar Orang / bulan 350.000
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar ke atas Orang / bulan 450.000

3. PEJABAT PEMBUAT DOKUMEN
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta Orang / bulan 150.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta Orang / bulan 200.000
C. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta Orang / bulan 225.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang / bulan 250.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar Orang / bulan 275.000
f.  Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar Orang / bulan 300.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar Orang / bulan 325.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar Orang / bulan 350.000
i.  Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar ke atas Orang / bulan 400.000
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4. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM

a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta Orang / bulan 200.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta Orang / bulan 250.000
C. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta Orang / bulan 275.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang / bulan 300.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar Orang / bulan 350.000
f.  Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar Orang / bulan 375.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar Orang / bulan 400.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar Orang / bulan 450.000
i Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar keatas Orang / bulan 500.000
5. BENDAHARA PENGELUARAN/ PEMEGANG UANG MUKA
CABANG (BPUMC)
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta Orang / bulan 150.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta Orang / bulan 200.000
C. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta Orang / bulan 250.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang / bulan 300.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar Orang / bulan 325.000
f.  Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar Orang / bulan 350.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar_ Orang / bulan 375.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar Orang / bulan 400.000
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar ke atas Orang / bulan 425.000
6. PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta Orang / bulan 250.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta Orang / bulan 250.000
C. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta Orang / bulan 300.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang / bulan 350.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar Orang / bulan |, 375.000
f.  Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar Orang / bulan 400.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar Orang / bulan 425.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar Orang / bulan 450.000
i.  Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar Ke atas Orang / bulan 450.000
7. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta Orang / bulan 100.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta Orang / bulan 125.000
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta Orang / bulan 150.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang / bulan 175.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar Orang / bulan 200.000
f.  Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar Orang / bulan 225.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar Orang / bulan 250.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar Orang / bulan 275.000
i.  Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar ke atas Orang / bulan 300.000
Catatan :

a. Pada KPA yang merangkap sebagai PPK jumlah staf maksimum 5 orang.
b. Pada KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK jumlah staf pengelola keuangan maksimum 2
orang pada KPA dan masing-masing 2 orang pada setiap PPK.

¢. Jumlah maksimum honorarium seluruh Pejabat/ Pegawai pengelola Keuangan setahun tidak boleh
melampaui 10% dari pagu.
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II

HONOR PEJABAT/ PANITIA PENGADAAN
BARANG/JASA
1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA

Pejabat pengadaan untuk pengadaan diatas Rp. 5 juta s/d

Rp. 50 juta maksimum 1 orang Orang/ bulan 150.000
2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN MODAL KONSTRUKSI
a. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta Orang/ paket 300.000 | Maks 3 orang
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta Orang/ paket 450.000 | Maks 3 orang
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang/ paket 525.000 | Maks 3 orang
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar Orang/ paket 600.000 | Maks 3 orang
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar Orang/ paket 675.000 | Maks 5 orang
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar Orang/ paket 750.000 | Maks 5 orang
g. Nilai pagh dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar Orang/ paket 825.000 | Maks 5 orang
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar Ke atas Orang/ paket 975.000 | Maks 7 orang
3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)
a. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta Orang/ paket 225.000 | Maks 3 orang
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta Orang/ paket 280.000 | Maks 3 orang
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang/ paket 390.000 | Maks 3 orang
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar Orang/ paket 450.000 | Maks 3 orang
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar Orang/ paket 500.000 | Maks 5 orang
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar Orang/ paket 550.000 | Maks 5 orang
g. Nilai pagu dana diatas Rp. S Miliar s/d Rp. 10 Miliar Orang/ paket 620.000 | Maks 5 orang
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar ke atas Orang/ paket 725.000 | Maks 7 orang
4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)
a. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta Orang/ paket 200.000 | Maks 3 orang
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta Orang/ paket 280.000 | Maks 3 orang
C. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang/ paket 390.000 | Maks 3 orang
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar Orang/ paket 450.000 | Maks 3 orang
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar Orang/ paket 500.000 | Maks 5 orang
f.  Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar Orang/ paket 550.000 | Maks 5 orang
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar Orang/ paket 620.000 | Maks 5 orang
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar ke atas Orang/ paket 725.000 | Maks 7 orang
III HONOR PANITIA PEMERIKSA/ PENERIMA BARANG/
JASA PER PAKET
1. Pengadaan barang Rp. 50 Juta s/d Rp. 500 Juta atau
Jasa Konsultan Rp. 50 Juta s/d 200 Juta Orang/ paket 200.000
2. Pengadaan barang diatas Rp. 500 Juta atau Jasa
Konsultan diatas Rp. 200 Juta Orang/ paket 300.000
IV | HONOR PENGELOLA PNBP
1. ATASAN LANGSUNG BENDAHARA
a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta Orang/ bulan 450.000
b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta Orang/ bulan 550.000
c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar Orang/ bulan 600.000
d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar Orang/ bulan 700.000
e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar Orang/ bulan 800.000
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2. BENDAHARA

a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta
Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta
Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar
Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar
Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar

® oo o

3. SEKRETARIAT/ ANGGOTA
Sekretariat/ anggota maksimum S orang

Orang/ bulan
Orang/ bulan
Orang/ bulan
Orang/ bulan
Orang/ bulan

Orang/ bulan

300.000
400.000
500.000

600.000
700.000

200.000

Catatan :

Alokasi dana untuk honorarium seluruh pengelolan PNBP setahun maksimum 7.5 %

PNBP masing-masing Satuan Kerja.

Y HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN
1. Yang ditetapkan atas dasar Su?a't Keputusan Kepala
Daerah
a. Pengarah Orang/ paket 750.000
b. Penaﬁggung jawab Orang/ paket 600.000
C. Koordinator Orang/ paket 500.000
d. Ketua/Wakil Ketua Orang/ paket 400.000
e. Sekretaris Orang/ paket 350.000
f. Anggota Orang/ paket 300.000
g. Sekretariat Orang/ paket 200.000
Catatan :

Pembentukkan tim dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan

bersifat lintas sektoral.

pelaksanaan kegiatan

VI HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM
SEKRETARIAT
1. Penanggungjawab/ Pembina Orang/ keg 400.000
2. Ketua/ Wakil Ketua Orang/ keg 300.000
3. Sekretaris Orang/ keg 250.000
4. Anggota Orang/ keg 200.000
VII HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL
1. Penanggungjawab Orang/ bulan 400.000
2. Redaktur Orang/ bulan 300.000
3. Penyunting/ Editor Orang/ bulan 250.000
4. Redaktur Pelaksana Orang/ bulan 200.000
5. Sekretariat Orang/ bulan 150.000
6. Pembuat artikel Orang/ bulan 75.000
VIII | HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH
1. Penanggungjawab Orang/ bulan 300.000
2. Redaktur Orang/ bulan 250.000
3. Penyunting/ Editor Orang/ bulan 200.000
4. Redaktur Pelaksana Orang/ bulan 150.000
5. Sekretariat Orang/ bulan 100.000
6. Pembuat artikel Orang/ bulan 50.000
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IX

VAKASI/ HONORARIUM PENYELENGGARAN UJIAN
1. Setingkat Pendidikan Dasar

a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian Naskah/pel 25.000
b. Pemeriksaan hasil ujian Siswa/mt ujian 500
c. Pengawas ujian Orang/kali 200.000

2. Setingkat Pendidikan menengah

a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian Naskah/pel 35.000
b. Pemeriksaan hasil ujian Siswa/mt ujian 600
c. Pengawas ujian Orang/kali 300.000

<

3. Setingkat Pendidikan tinggi

a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian Naskah/pel 50.000
b. Pemeriksaan hasil ujian Siswa/mt ujian 750
c. Pengawas ujian Orang/kali 300.000

4. Pedidikan dan Pelatihan Pegawal |

a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian Naskah/pel 50.000
b. Pemeriksaan hasil ujian Siswa/mt ujian 750
c. Pengawas ujian Orang/kali 300.000

5. Pendidikan dan Pelatihan Massyarakat

a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian Naskah/pel 35.000
b. Pemeriksaan hasil ujian Siswa/mt ujian 600
c. Pengawas ujian Orang/kali 250.000
X UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM
1. Golongan I & II Orang/ Sidang 50.000
2. Golongan III Orang/ Sidang 60.000
3. Golongan 1V Orang/ Sidang 75.000
XI Honor Muspida diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan
Kepala Daerah.
Catatan :

Sidang sebanyak-banyaknya 2 x sidang sehari
Sidang ditetapkan dengan Surat Tugas dan dilengkapi dengan daftar hadir

STANDAR TUNJANGAN/ SEWA RUMAH DINAS

Standar tunjangan perumahan Ketua, Wakil dan Anggota DPRD, dan sewa rumah Wakil Bupati,
Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Dinas/ Kantor/ Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat
dan pejabat lainnya yang belum mendapat fasilitas rumah dinas diberi bantuan tunjangan/ sewa
rumah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pejabat yang dapat diberikan bantuan sewa rumah adalah Pejabat yang ada dilingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan besaran sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah sebesar Rp. 15.000.000,-

b. Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Inspektorat sebesar Rp. 10.000.000,-

c. Kepala Kantor, Direktur RSUD sebesar Rp.  8.000.000,-

d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat yang belum dapat rumah dinas sebesar
Rp. 6.000.000,- -
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Untuk sewa rumah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD besarannya diatur lebih lanjut
dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

STANDAR HONOR PTT/ HONOR KONTRAK

1. Pegawai Honor Daerah/ PTT setiap bulannya sebagai berikut :
» Pegawai Honor Daerah/ PTT umum

- Tenaga administrasi Rp.  700.000,-
- Dokter Rp. 1.000.000,-
- Satpam, Petugas kebersihan Kantor, Guru, Bidan, Perawat dan Sopir Rp.  700.000,-
2. Honor Kontrak, setiap bulannya Rp.  600.000,-

STANDAR TUNJANGAN DAERAH/ PERBAIKAN PENGHASILAN

Standar Tunjangan Daerah/ Perbaikan Penghasilan setiap bulannya sebagai berikut :

1.  Eselon II/a : Rp. 4.500.000,-
2. Eselon II/b/ Staf ahli : Rp. 2.500.000,-
3 Eselon III/a : Rp. 1.750.000,-
4, Eselon III/b : Rp. 1.500.000,-
5. Eselon IV/a : Rp. 1.000.000,-
6.  Eselon IV/b .. Rp. 800.000,-
7. Staf non Struktural Golongan III dan IV : Rp. 400.000,-
8.  Staf non Struktural Golongan I dan II . Rp. 350.000,-
9. Kepala SD : Rp. 400.000,-
10. Kepala SLTP : Rp. 500.000,-
11. Kepala SLTA : Rp. 500.000,-
12. Pengawas, Penilik . Rp. 500.000,-
13. Guru, Tenaga Kesehatan : Rp. 200.000,-
14, Khusus daerah terpencil : Rp. 500.000,-

(Kep. SD, Gury, TK, SD, Tenaga Kesehatan)
Dokter PNS dan Apoteker dan Tenaga Medis : Rp. 600.000,-
lainnya yang setingkat

Juis
bl

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada Tanggal 2009
Diket Tanggal
| Sekda CENE
Asisten III AR
Kepala DPKAD | "/ cp |

SYAHY¥RAN
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«

Untuk sewa rumah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD besarannya diatur
dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

STANDAR HONOR PTT/ HONOR KONTRAK

1. Pegawai Honor Daerah/ PTT setiap bulannya sebagai berikut :
» Pegawai Honor Daerah/ PTT umum

- Tenaga administrasi - Rp.
- Dokter Rp
- Satpam, Petugas kebersihan Kantor, Guru, Bidan, Perawat dan Sopir Rp.
2. Honor Kontrak, setiap bulannya Rp.

STANDAR TUNJANGAN DAERAH/ PERBAIKAN PENGHASILAN

Standar Tunjangan Daerah/ Perbaikan Penghasilan setiap bulannya sebagai berikut :

1. Eselon II/a : Rp. 4.500.000,-
2. Eselon II/b/ Staf ahli : Rp. 2.500.000,-
3. Eselon III/a : Rp. 1.750.000,-
4, Eselon I1I/b : Rp. 1.500.000,-
5. Eselon IV/a : Rp. 1.000.000,-
6. Eselon IV/b : Rp. 800.000,-
7. Staf non Struktural Golongan III dan IV : Rp. 400.000, -
8. Staf non Struktural Golongan I dan II : Rp. 350.000,-
9. Kepala SD : Rp. 400.000,-
10. Kepala SLTP : Rp. 500.000,-
11. Kepala SLTA : Rp. 500.000,-
12.  Pengawas, Penilik : Rp. 500.000,-
13.  Guru, Tenaga Kesehatan : Rp. 200.000,-
14. Khusus daerah terpencil : Rp. 500.000,-

(Kep. SD, Guru, TK, SD, Tenaga Kesehatan)
Dokter PNS dan Apoteker dan Tenaga Medis : Rp. 600.000,-
lainnya yang setingkat

—
&

Ditetapkan di Simpang Em
Pada Tanggal

lebih lanjut

700.000,-

. 1.000.000,-

700.000,-
600.000,-

pat
2009

SYAHIRAN
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR !
TANGGAL NOVEMBER 2010

PERIHAL 1| PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
o BARAT tAHUN ANGGARAN 2011 ‘

L STANDAR HONOR PEGAWAI HONOR DAERAH /PTT DAERAH

o Pegawax Honor Daerah/ PTT setiap bulannya sebagal benkut
e Pegawa1 Honor Daerah

' -Tenaga Administrasi - e . - Rp. 700.000,-
- Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah " Rp. 1.500.000,-
- Apoteker Pegawa1 Tidak Tetap (PTT) Daerah - e ~ Rp. '1.000.000,-
- Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah . o P ~ Rp. 15.000.000,-
- Satpam, Petugas kebersihan Kantor, Guru, Bidan, Perawat dan SOplI‘ Rp. 700.000,- -
° Honor Pegawax Tidak Tetap (P'I‘T) Daerah /Kontrak - Rp. 600.000,-

E Pembayaran Honor hanya diberikan kepada Tenaga Honor Daerah / Pegawa1 Tidak Tetap (PTT)
B Daerah yang. dltetapkan dengan Surat Keputusan Bupatl ' -

L BANTUAN MEMASUKI PENSIUN-

1 NO | | ~ URAIAN ‘ | | BIAYA
A ‘Golongan W ) ' , , ~|Rp. . 10.000.000.-
2 | GolonganIll S | rp. o 7.500.000,-
3 | GolonganlI '. | | Rp. . 6.000.000,
4 | Golonganl | ' | . Rp. v . ~ 5.000.000,-

‘Ketarangan » .
Untuk pembayaran bantuan memasuki pensiun dilengkapi dengan: :
- Surat Permohonan untuk bantuan memasuki pensiun.
SKCPNS. S
SK Pangkat terakhlr
SK Jabatan terakhir ( Bagi PNS yang Memiliki ]abatan)
“SK Penempatan Terakhir (Bagi PNS yang tldak mermhkn ]abatan)
Kartu Pegawal (Karpeg)

sﬁsn:P.wNH

L. 'STANDAR BIAYA LEM_B‘UR o

| o URAIAN | satuan. | ARGA KET
- . . v . 4= o TA 2010
1 | Tarifuang lembur dan uang makan lembur :
1. Uanglembur (dnluar jam kerja pada hari
‘kerja) ¢
« PNS e 1 | |
‘a. Golonganl _ | _ Orang/jam 7.000,-
b. GolonganII R Ofang/jam 9.000,-
& Goldngan‘lll -, v ‘Orang/jam 11.0C0.-




c. Surat Keterangan Kematian dari Wali Nagari /lurah S(‘thpat ,
d. Surat Tugas pada saat menlnggal (bagl PNS yang. meninggal pada saat melaksanakan tugas '

kedmasan) G '
e Foto copy kartu keluarga bagl suami/istri /anak yang menlnggal bantuan uang duka

B. - BELAN]A BARAN(; DAN JASA'

I. . STANDAR BIAYA MAKAN DAN MINUM. . . :
T Uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawal Honor Daerah adalah sebesar  Rp.
18.000,- /orang/ hari, uang makan maksimum 22 hari kerja per bulan. Untuk Bulan
" Ramadhan tidak bisa'dibayarka.n uang makan. ‘ '
' 2.. Biaya I_(oxisumsi untuk tamu/ rapat/ lembur

NO | ~ JENISBIAYA o BIAYA | KETERANGAN
1 Makan Tamu VVIP/ VIP - : _ ‘
. a. Sarapan ; A e Rp. 40.000,- /orang [| - Pejabat
_ 'b._ ' Makan Siang o | Rp. 5:0;00‘0,- / oréng Negara/Pejabat
c. -MakanMalam _ | Rp. | - 50.000,/orang Eselon |

2 Makan Tamu

a. Sarapan ‘ ' - |Rp. | 15.000- / orang
b. Makan Siang/Prasmanan Rp. 35.000,- / orang
C. - Makan Malam/Prasmanan "~ | Rp. 35.000,- / orang
d.

‘Snack . ' Rp. | = 12500,/ orang

_ '3 | Makan Rapa.jt/ lembur _ A _
a. Makan Siang/ malam - - |Rp. | 18.000,/orang

'b. Snack .- Rp. 10.000,- / orang
4 | Makanan penambah daya tahan tubuh Rp; 7.500,- / orang

untuk petugas jaga malam pada RSUD

- dan Puskesmas rawat inap

'5 | Satpam dan petugas pe.ng'aman_an
malam lainnya S “|Rp. |.  6.000,-/orang
- “Poinal ) diberikan kepada PNS Fungsional

. IL. BIAYA PEMELlHARAAN ALAT KANTOR:-

-NO URAIJAN e HARGA SATUAN
1 Biaya Pemeliharaan Komputer - . . Rp. ' 750.000,- / unit
2 | Biaya Pemeliharaan Telephone = ~ |Rp. . '350.000,- / unit
3 'Biaya Pemeliharaan mesin ik e ove | RB 250.000,- / unit
4 | Biaya Pemeliharaan Telepon sentral , Rp. 3 2.000.000,- / unit
‘5| Biaya Pemeliharaan Fax . . |Rrp. . . 750.000,- / unit
6 | Biaya Pemeliharaan AC e . Rp .. . 750.000,-/ unit
7 .| Biaya Pemeliharaan InfpcuS | : A -Rp. » 1.000.000,-/unit
8 | Biaya Pemeliharaan Printer e h Rp. 400.000,-/Unit




Keterangan

Untuk Biaya Pemehharaan Komputer dlgunakan untuk komputer yang harga pembehan perumtnya
' diatas Rp. 1.500.000,- '

M
i

¢ St oy

D ¢ § O BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL

NO URAIAN | } HARGA SATUAN _
1 B_us dea 6 ’ B -~ |rp. 750.000.000,- / unit
' 2 Roda 6/ Tiga per empat - ; S i Rp 475.000.000,- / unit
3 | Roda 4/ Minibus BN ‘ - | Rrp. 250.000.000,- / unit
4 | Kendaraan Operasmnal Lapangan (Double Gardan) | Rp. -300.000.000,- / unit
5 |PickUp S | rp. 130.000.000,- / unit
"6 |Roda2z = S ', ' Rp. 20.000.000,- / unit |
| 7 | Motor Trail E Rp. 25.000.000,- / unit

" Untuk Standansasx Pengadaan kendaraan dinas bagi pe]abat mengacu kepada Peraturan Bupati Pasaman
- Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pemegang Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten  Pasaman Barat. |

IV. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/ UNIT/ TAHUN

| | - PEMBUATAN s/d | PEMBUATAN DIATA
ND-[: - MESCRENDRICMN,OC | Tanin 2000 e
, ndaraan Rod empat
1. | Land Cruiser/Prado(Toyota) '26.500.000,- 24.500.000,-
2. | Toyota Fortuner v 20.500.000,- 18.500.000,-
3. | Toyota Kijang LSX/LGX/Krista 16.000.000,- 15.000.000,-
4. | ToyotaAvanza 12.500.000,- 12.000.000,-
5. | Toyota Inova 16.000.000,- 16.000.000,-
" 6. | Toyota Camri 17.850.000,- © 17.500.000;-
7. | Toyota Altis 16.675.000;- 16.250.000,-
8. | Toyota Rush 16.000.000,- © 15.000.000,-
9. | Daihatsu terios 16.000.000,- | ~15.000.000,-
10. | Nissan Teranno 16.500.000,- 15.650.000,-
11. | Mitsubishi L-300 minibus 14.000.000,- 13.500.000,-
12. Mltsublshl Kuda ' 16.000.000,- 14.000.000,-
13. | Isuzu Pather (minibus) 16.000.000;- 14.000.000,-
14 | Mobil Pick UP Double Cabin © 16.000.000,- 15.000.000,-
15 | Mobil Pick Up ©14.000.000,- '~ 13.500.000,-
116 | TrukRoda 6 15.800.000,- '~ 15.000.000,-
117 | Truckroda 4 ©15.000.000,- ' 15.000.000,- |
18 | Mobil Pemadam Kebakaran 15.800.000,- 15.000.000,-
19 | Ambulance 16.500.000;- 16.000.000,- |
20 | Patroli/ Vorryders 16.500.000,- 16.000.000,-
20 | Kendaraan roda 3 (ti 11.000.000,- 1.000.000,-
21 raan 2 (du 750.000,- .750.000,-




. Yang termasuk dalam ko'mponen biaya pemeliharaan diatas adalah
a. Biaya service (termasuk ganti oli) .
'b. Biaya pembelian suku cadang.
c Blaya perpanjangan STNK. .
| "% Yang dimaksud Kendaraan Mobil chk Up Doub]e Cabm/Smg,le Cabm/truk roda 6(enam), Truk roda 4
- (empat)/ Ambulance/Patrol1/Vorayders/roda 3 (tiga)/ Roda 2 (dua) adalah untuk seluruh merk mobil.
' . 3 Untuk Jenis/merk kendaraan yang tidak terdapat dalam tabel dlatas agar mengacu kepada kendaraan yang
sejenis yang ada pada tabel diatas. :
4.. Khusus Kendaraan Dinas Bupatn dan Wakxl Bupan dlatas maka diatur tersendm

V. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG | |
' Blaya pemehharaan gedung dlbayarkah untuk gedung milik pemermtah daerah/pemermtah .

Propinsi maupun Pemerintah Pusat yang dlgurxakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan di -

Kabupaten Pasaman Barat. 'Adap_u'h besaran biaya pemeliharaan Gedung adalah sebagéi berikut:

a. Bangunan/Gedung bertingkat

b. Bangunan/gedung tidak bertingkat

‘ : Rp. 130.000,-/M2/Tahun

: Rp. 90.000,-/M2/Tahun

c.. Biaya Pemehharaan halaman Gedung/kantor Rp. 10 000,- /MZ/Tahun

1

VL STANDAR BIAYA WIRID PENGA]IAN/ CERAMAH AGAMA/ PERINGATAN HARI BESAR ISLAM

. : ' Dot LUAR
NO 'URAIAN . HARGA SATUAN HABUSATRN
-1 | Honor Penceramah Rp. 200.000/ orang/ kali
2 | Honor Imam/ Pembaca Do’a/ Rohamawan Rp. 150.000/ brang/ kali Rp;_SOO._OOO/
.3 | Honor Pembaca Al-qur'an ' ' Rp. 100.'0j00/v'oran'g/ kali | . orang/ kali -
4 | HonorMw'azin . Rp.  50.000/ orang/ kali o e
Keterangan

" Khusus untuk penceramah dari pusat disesuaikan dengan harga dan Iuar propinsi dan mendapat

o persetu]uan tertulis dari Bupatl Pasaman Barat

" VI STANDAR BIAYA PAKAIAN DINAS :

1. BUPATI/WAKIL BUPATI: o
- | NO URAIAN , STANDAR . KET
1 Pakalan Sipil Lengkap (PSL) Rp. 3.000.000,-/ stel Bahan Woll Itali
2. Pakaian Slpxl Resmi (PSR) Rp. 2.75_0.(500,-‘/ stel Bahan Woll Itali
3 Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp.1.500.000,-/ s_tg] Bahan Woll Englénd
" 4 | Pakaian Dinas Harnan (PDH) Rp;1.000.0.00',-/ stel Bahan sesuai dengan
lengan panjang ' I, : L harga pasar
5 Pakaian khusus llainnya‘ Rp. 600.000,-/ stel Bahan sesuai dengan
' : ‘ harga pasar

~2. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD :

NO | URAIAN - STANDAR KET
1 | Pakaian Sipil Lengkap (PSL).. Rp. 3.000.000,-/ stel Bahan Woll Itali
2 | Pakaian Si'pil'R.esm‘i CPSR) ' Rp. 2.750.000,-/ stel ‘Bahan Woll Itali
3 Pakaian Sipil Harian (PSH) - Rp. 1.500.000_;-/ stel Bahan Woll England
4 | Pakaian Dinas H_ariaxi} (PDH) Rp. 1.000.000;-/ stel Bahan sesuai dengan
' lengan panjang ' | . harga pasar |

A



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
'  NOMOR 2T TAHUN 2010

'TENTANG;

‘ PENETAPAN STANDAR SATUAN BlAYA
v PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI PASAMAN BARAT

Menimba'hg' . " a. bahwa dalam ran.gka penyusunan dan pelaksanaan anggaran 2011 perlu
| ~ ditetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman

o Barat Tahun Anggaran 2011; - '
b. bahwa berdasarkan pemmbangan sebagalmana dlmaksud huruf a diatas perlu

. menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar

' Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kal)gpaten Pasaman Barat Tahun anggaran
2011. |

Mengingat . e 1. Undang-Undang Nomor 17 'I‘ahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
- a ' _ Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ' '
_2.'.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan ‘Kabupaten
' Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di .
- Propinsi.Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2003
“Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4345);
3." Undang-Undang Nomor 1 -Tahun 2004 tentang Perbenaaharaan Negara
| (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355) -
4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggung
. lawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
b Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4400)
<1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun. 2004 tentang Pemerintahan Daerah
' sebagalmana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
4421) ' ' 4
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara

2 s
ki AR
ol RN e T AL B TS

Pemermtah Pusat dan Pemermtah Daerah (Lembaran Negara . Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesxa Nomor 4438) ’ :




9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang
kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagalmana telah beberapa Kali
' diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
* Tahun 2007 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4416)

8 Peraturan Pemerintah Repubhk Indonesxa Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Penmbangan (Lembaran Negara Repubhk lndonesna Tahun 2005 Nomor 137,

» ‘Tambahan Lembaran Negara Republik lndone51a Nomor 4575)

9 Peraturan Pemermtah Republik Indone51a Nomor 58 Tahun 2005 tentang.
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun-
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesxa Nomer
. 4578); :

10. Peraturan Pemermtah Repubhk Xndonesxa Nomor 38 Tahun 2C037 tem:ang

‘Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah * -

_Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabdpate'n/ Kota (Lémbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); ' L

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor'13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah dmbah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman -

Pengelolaan Barang milik Daerah

'13. Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 100/PMK 02/2010 tentang Standar Bnaya

Umum tahun Anggaran 2011;

" 14, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang

Pokok_-pokok pengelolaan keuangan Daerah;

'15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Struktur Orgamsa51 Tata Ker]a Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan
Staf Ahli Bupati Kabupaten Pasaman Barat;
16 Peraturan 'Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Struktur Organisasi Tata Ker]a Dmas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

" 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang .

Struktur Organisasi Tata Ker)a Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman
Barat; ‘

'18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat: Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Struktur Orgamsasx Tata Kerja Satuan P01151 Pamong Praja Kabupaten
Pasaman Barat; - o " -

19 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2008 rentang
Struktur Orgamsasx Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Pasaman uarat

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor  Tahun 2010 tentang
Pembentukan OrgamsaSI dan Tata Ker)a Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Pasaman Barat

N



Menetai:kan }

_ Standar Biéya Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

MEMUTUSKAN

'PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR
'SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.
TAHUN ANGGARAN 2011. . '

"BAB.I .

1

" KETENTUAN UMUM

‘Dalam Peraturah Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan
penghitungan - kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun
yang bersifat khusus. :

2. Standar Biaya yang Bersifat Umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya

- Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang

'digunakah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang
ditetapkan sebagai biaya masukan.’ o N

3. Standar Biaya yang Bersifat Khusus, yang selanjutnya disebut Standar Biaya

Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah

: keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan

* kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran. | <
4. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu
- untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. ‘
5. . Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk
.~ penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. ' S
6. . Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya -yang merupakan gabungan
 beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan
_kegiatan. ' , ' A i : g
7. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya
- komponén masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan. .
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang
merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan. o

BAB.II

STANDAR BIAYA

'a. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011; dan
t i & . . :
'b. Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011.

. pasall |
1 Standar. Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana
~ Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran
2011. : : I "

2. Selain berfungsi 'seb:\'gaimah'a dimaksud pada ayat (1), dalémi rangka :

pelaksanaan kegiatan, Standar ‘Biaya Umum tahun anggaran 2011 dapat
berfungsi sebagai perkiraan estimasi dan batastertinggi. o o
. - ©-Pasal 2 _
(1) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Satuan . |

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daeraf_l (SKPD) Tahun Apggaran_zon_ L \ )

<. LI
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(2) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 ditetapkan dalam Keputusan
Bupati tersendiri. .

(3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka
perencanaan anggaran, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 dapat
berfungsi sebagai:

a. referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau
b. ‘bahan penghitungan pagu indikatif SKPD Tahun Anggagan 2012.

(4 Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan dan tidak tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan
_. kepada Bupati Pasaman Barat.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun
2010 tentang Penyusunan Standar Biaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku  pada ténggal, diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat.
v Pada Tanggal 2§ November 2010

,%ax
_\
) DDIN R

biundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 25 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

HERMANTO

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 Nomor.... .




Menetapkan '_

~ TAHUN ANGGARAN 2011.

4. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang dite

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI PASAMAN ‘BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR
SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB.I

KETENTUAN UMUM ..

. Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dehgan: '

1. Standar Biaya adalah besaran biaya  yang ditetapkan sebagai acuan
" penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun
~yang bersifat khusus. ‘ S

2. Standar Biaya yang Bersifat Umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya

Umum, adalah satuan biaya berupa harga catuan, tarif, dan indeks yang

‘digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang.

ditetapkan sebagai biaya masukan.
3. Standar Biaya yang Bersifat Khusus, yang selanjutnya disebut Standar Biaya
Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah
‘keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan
- kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran. '

ntukan pada waktu tertentu
untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

5. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada»waktu tertentu untuk
~ penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. ' '

6. Indeks Biaya Masukan adalah . satuan biaya yang merupékan ‘gabungan

beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan
kegiatan. ' 4 : -

7. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya
komponén masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.

8. Total Bidya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang

mer’upak’én akumulasi biaya kdmponen'masdkan kegiatan.
BAB.II
STANDAR BIAYA

.S_tandar Biaya Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :
a. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011; dan
b. Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011.

Pasal 1

| 1 Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana

" Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran
2011, ' s

2 Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka
pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum tahun anggaran 2011 dapat

berfungs'j sebagai perkiraan estimasi dan batas tertinggi.

Pasal 2

(1) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimalksud dalam ‘

Pasal 2 huruf b perfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2011.

WSRO S T .3 WS W 1



- LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

"NOMOR

TANGGAL : NOVEMBER 2010
: PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERIN’I‘AH KABUPATEN PASAMAN

- PERIHAL

BARAT tAHUN ANGGARAN 2011.

A, BELANIA PEGAWA! :
L STANDAR HONOR PEGAWAI HONOR DAERAH /PTT DAERAH

' Pegawal Honor Daerah/ PTT setlap bulannya sebagax benkut

:'® Pegawa1 Honor Daerah

- Tenaga Administrasi
' . -Dokter Pegawai Tidak Tetap (P'I’T) Daerah
L E Apoteker Pegawax Tidak Tetap (PTT) Daerah

- Dokter Spesxahs Pegawai Tidak Tetap (PT’I‘) Daerah

N Pembayaran Honor hanya diberikan kepada Tenaga Honor Daerah / Pegawal Tldak Tetap (PTT)

| . Daerah yang dxtetapkan dengan Surat Keputusan Bupatn

2 BANTUAN MEMASUK] PENSIUN .

" Rp.  700.000;-
Rp. 1.500.000,-
Rp. 1.000.000,-

. Rp. 15.000.000,-
o _-Satpam Petugas kebersxhan Kantor, Guru, Bidan, Perawat dan Sopnr Rp. 700.000,-

| ~e Honor Pegawa1 Tldak Tetap (PT’I‘) Daerah /Kontrak

Rp. 600.000,-

NO

URAIAN

BIAYA

AW N R

GolonganlV
Golongan I
GolonganlII -

‘| Golongan1 -

Rp.
Rp.
Rp.
Rp. |

©10.000.000.-
7.500.000,-

15.000.000,-

6.000.000,-

" Untuk pembayaran bantuan memasuk1 pensxun dllengkapl dengan

-gxéh‘égyriw 51

: Kartu Pegawal (Karpeg)

- IIL S_TANDAR BIAYA LEMBUR

“Surat Permohonan unmk bantuan memasukl pensiun.
“SKCPNS.

SK Pangkat terakhir. :

SK Jabatan terakhlr ( Bagl PNS yang Memlhkx Jabatan)

SK Penempatan Terakhir (Bag1 PNS yang tldak memxhkl ;abatan)

NO

'URAIAN

SATUAN

HARGA
TA 2010

KET

1

1. Uang lembur (diluarj ]am ker)a pada hari
ker]a) '
‘e PNS
a Golongan |

b. Golongan 11

Tarif uang lembur dan. uang makan lembur :

Orang/jarﬁ

‘Orang/jam

Orang/jam

7.000,-
9.000,-
11.000,-

c. Golongan III



d. GolonganlV o E Orang/jam | .13.000,
* HonorDaerah/PTT Orang/jarﬁ ~9.000-
2. Uang makan lembur :
K Uang makan lembl;i' diberikan setelah

beker)a lembursekurang-kurangnyaZ (dva) [* Orang: | 18.000,-

‘jam secara berturut-turut

1 Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak blsa

* diselesaikan dalam jam dinas. :
Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan Kerja

il

2.
, Perangkat Daerah, yang dibuktikan- dengan Surat Permtah Lembur (SPL) dan menandatangam
- daftar hadir setlap jamnya. _ .
3. Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam ker)a dan maksimal 3
~ (tiga) jam dalam sehari. Maksimal 16 (empat belas) jam dalam seminggu.
4 Terhadap pegawai yang ditugaskan di luar hari ker)a (Sabtu, Minggu dan hari libur lamnya
’ dihitung 200% dari tarif lembur). Maksimal 8 (delapan) jam per hari.
5. Tenaga Honor yang dapat menerima uang lembur adalah tenaga Honor Daerah yang diangkat
~ dengan SK Bupat1 sebelum keluarnya Peraturan Pemermtah Nomor 48 Tahun 2005.
Iv. BIAYA PENDID!KAN DAN LATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS/ SOSIALIASI/ WORKSHOP DAN
- SEJENISNYA ' . _ _ '
1: Pegawax yang mengikuti blmbmgan tekms, sosialisasi, workshOp dan sejenisnya ke dalam dan
luar propinsi diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 hari. .
2 i Pegawax yang’ mengxkuu bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya melebihi
~ ketentuan dnatas maka untuk hari keenam dan selan)utnya hanya dxbenkan uang saku sebesar
Rp. 50.000,-/ orang/ hari. e _
' _Terhadap pegawai yang mengikuti bxmbmgan teknis, - sosialisasi dan sejenisnya yang
memerlukan kontribusi baik yang di dalam Propinsi maupun luar Propinsi, terlebih dahu]u
~harus memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah. ‘
V. 'STANDAR BIAYA BANTUAN UANG DUKA ‘
NO | ' URAIAN . | ~ PNS . . PH .
Meninggal dalam melaicsanakan tugas kedinasan' | Rp. . '15;000.000,- Rp.  5.000.000,-
Memnggal txdak “dalam melaksanakan tugas o
kedinasan ‘- , - . . '|'Rp.  .5.000.000,- [ Rp." 2.500.000,-
Suami/ istri meninggal ' 1 ' '
Orang tua/ anak/ mertua meninggal AT Rp. 2.500.0}00,- Rp.  1.000.000,-
' Rp. . 1.000.000,- | Rp. 500.000,-
‘Keterangan

- Untuk pembayaran bantuan uang duka harus di lengkapl persyaratan seb“gal berikut:

“a. Surat permohonan Bantuan uang duka dari ahh wans
b 'SK Pangkat terakhxr (bagi PNS)
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INS/PTT, SATPOL PP/ BANPOL PP :

NO URAIAN

PNS/ HONOR DAERAH/PTT

SATPOL PP/ BANPOL
PP/Satpam

'Pakaian Dinas Harian

| Rp. 400.000,-/ tahun/ stel

Rp. 420.000,-/ tahun/ stel

Pakaian Olah Réga_. , Rp. 200.000,- / tahun/ stel Rp. 200.000,- / tahun/ stel
. 3 | Pakaian Muslim, KORPRY, Rp. 200.000,- / tahun/ stel Rp. 200.000,- / tahun/ stel
Khas Daerah ' i o - S
4 | Pakaian Dinas Lapangan | Rp. 750.000,-
3 : (térmasuk perlengkapannya) ' '
ELANJA PERJALANAN DINAS
TANDAR BIAYA TIKET PESAWAT : |
o I BATAS
I . DARI-KE TERTINGGI/MAKSIMAL
‘ _ . S e (Rp.)
. | Padang - Medan - Banda Aceh 1.537.000,-
' | Padang - Medan | 1.200.000,-
5 Padang - Pekanbaru ‘ 610.000,-
b | Padang - Riau- Tanjung Pinang - 1.287.000,-
5 | Padang - Jakarta - Jambi © 2.030.000,-
5 | Padang - Jakarta - Palembang 2.235.000,-
7 | Padang - Batam - 1.200.000,-
8 | Padang- Jakarta - Bengkulu + 2.375.000,-
9 | Padang - Jakarta - Bandar Lampung '1.904.000,-
.0 | Padang- Jakarta (JABABODETABEK) ©1.300.000,-
(1. | Padang - Jakarta — Semarang ' | ©.2.015.000,-
12 | Padang - Jakarta - SuraBaya 2.354.000;-
L3 | Padang - Jakarta - Yogyakarta 2.085.000,-
14 | Padang - Jakarta -‘-‘Denpasar 4 2.615.000,-
15 .Padahg - Jakarta — Mataram . 2.584.000,-
16 | Padang - Jakarta - Kupang | . 3.838.000;
17 ' Pédang'— Jakarta - Pontianak | » Y. 3.385.000,-
18 | Padang - Jakarta - Palangkaraya - " 3.860.000,-
19 | Padang- Iékarta ~Banjarmasin '3.927.000,-
20 f’a;dang— Jakarta —_Balikpa‘.pan - -2.980.000,--
21 | Padang - Jakarta —Manado 4.672.000,-
22 | Padang - Jakarta - Gorontalo 4.212.000,-
23 | Padang - Jakarta - Makasar 3.047.000,-
24 | Padang - ]akarta' -b-‘Palu o . ~ 3.453.000,-
25 | Padang - Jakarta - Kendari 3.370.000-
26 | Padang - Jakarta - Ambon 4.455.000,-
27 | Padang - ]akarté - Ambon - Térnate : ' 5.132.000,-
28 | Padang - Jakarta - Jayapura | 6.380.000,-

th
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1. 'Bla'ya tiket diatas merupakan harga tertinggi dan pembayarannya sesuai dengan harga yang
tertera dalam tlket (at cost) - 4 ' - byt a '

2. . ‘Blaya tlket pesawat tersebut berlaku untuk satu kall rute keberangkatan

3. Biaya tiket pesawat yang melebihi 1 kali rute penerbangan, untuk rute penerbangan benkutnya

meng1kut1 besaran harga yang tertera dalam txket

. STANDAR BANTUAN BlAYA TAXI BANDARA PP :

Bnaya tak51 bandara dalam tabel dxatas merupakan bxaya tak:;l pulang pergx dan dnbayarkan secara

lumpsum

NO | " PROVINSI T T STANDAR
=T NANGROEACEH DARUSSALAM _ 180.000,-
* 2.° | SUMATERA UTARA © 150.000,-
3 |RIAU © 150.000,-
4 | KEPULAUAN RIAU 200.000;-
5. | JAMBI L 120.000,-
6 SUMATERASELATAN 180.000,-
7 | LAMPUNG 200.000,-
- 8 | BENGKULU 160.000,-
9| BANGKA BELITUNG ' 140.000,-
10 | BANTEN | 520.000,-
11 | JAWA BARAT 520.000,-
12 | D.KIJAKARTA - 350.000,-
13 | JAWA TENGAH 200.000,-
14 | DI YOGYAKARTA 200.000,-
15 | JAWATIMUR = $250.000,- |
16 | BALI - 250.000,-
17 | NUSA TENGGARA BARAT 120.000,-
18 | NUSA TENGGARA TIMUR 150.000,-
19 | KALIMANTAN BARAT ° 180.000,-
20 | KALIMANTAN TENGAH 160.000,-
21 | KALIMANTAN SELATAN 180.000,-
- 22 | KALIMANTAN TIMUR 560.000,-
23 | SULAWESI UTARA - 220.000;-
24 | GORONTALO 180.000,-
25 | SULAWESI BARAT 250.000,-
26 | SULAWESI SELATAN 240.000,-
27 | SULAWESI TENGAH 120.000,-
28 | SULAWESI TENGGARA 180.000,- |
29 | MALUKU 340.000,- |
30 | MALUKU UTARA 220.000,- |
31 | PAPUA | ©520.000,-
32 | PAPUA BARAT 250.000,-
i3 ]
Keterangan:

4 |
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Keterangan Biaya Pe_fjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi Sumatera Barat »
1. Peruntukan Biaya Penginapan:
" a GolA :Bupati, Wakil Bupati.
b. GolB' :Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon Il dan
' Pejabat fungsional Golongan 1V/c keatas
Gol C :Pejabat EselonlIll dan Pe)abat Fungsional Golongan IV /a s/d IV/b
.GolD : Pejabat Eselon IV dan Fungsnonal Golongan 111/C Kebawah dan Non

-

Struktural dan Pejabat Fungsional Golongan [11/b kebawah
2. Bagi Pegawai Honor Daerah/PTT yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar

Propinsi harus diberikan secara selektif dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari

Bupatx Besaran per]alanan dinas disamakan .dengan .PNS Golongan IT untuk PTT

'fberpendldlkan SLTA ke atas dan Golongan I untuk PTT berpendndlkan SDr SL’I‘P

3. Per)alanan Dinas ke luar Provinsi harus seizin Bupati, apabila Bupati berhalangan

- maka izinnya diberikan oleh Wakil Bup_atl/ Sekretans Daerah sedangkan untuk
- Pimpinan & Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD.

4. -Lamanya perjalanan dinas untuk 1 kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi
" harus mendapat persetujuan Bupati, kecuali untuk lepman .dan Anggota DPRD
‘disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD. '

5. .Uang harian dan Biaya penginapan dlbayarkan dalam bentuk lumpsum.

6. .Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Permtah Perjalanan Dinas

(SPPD) ke luar Provinsi adalah sebagax berikut:

a. Untuk pejabat Eselon II di lmgkungan Sekretariat Daerah/ Badan/ Dmas/Lembaga :
'SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati, dan apablla Bupati berhalangan, maka
"SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah. ,

b. Untuk pejabat Eselon III dan IV beserta staf di lmgkungan Sekretariat Daerah, SPT
dan SPPD dltandatangam oleh Sekretaris Daerah setelah adanya persetu]uan dari
Bupati, dan apablla Bupan berhalangan, maka persetujuan diberikan oleh Wakil
Bupati. . ‘ '

- ¢.- Untuk pe)abat Eselon Il dan IV beserta staf pada Badan/ Dmas/ Sekretariat DPRD/
 Kantor, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Badan/ Dinas/ Sekretaris
DPRD/Kantor yang bersangkutan setelah adanya persetu]uan dari Bupati, dan
apabila. Bupati berhalangan maka persetujuan dlbenkan oleh Waknl Bupati/
Sekretaris Daerah.
7 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah dllegahsnr o]eh Pejabat yang
- dlkun)ungx harus dxpertanggung]awabkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang
bersangkutan, selambat-lambatnya 15 (lima- belas) han setelah selesai melakukan
perjalanan. ' '
8. Pejabat/ Pegawai yang telah melaksanakan tugas wajib menyampaikan laporan hasil
o keglatan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tembusan
kepada Bupati. | I '
9. Uang Representas1 bagl Pe]abat yang melakukan per]alanan dmas di luar Provinsi per

hari: .
Bupati/ Wakil Bupati :  .Rp.200.000,-
PejabatEselonll = : Rp. 100.000,-

13



10, Untuk: PNS yang melaksanakan perjalanan dinas keluar Propinsi Menggﬁnakan :
: pesawat udara dan tidak memiliki kendaraan dinas dlberlkan bantuan blaya

1 transportasx dari Sxmpang Empat Bandara lnternasxonal Mmangkabau (BIM) sebesar
Rp. 140.000,- /PP. (dalam bentuk lumpsum) ’
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5. Perjalanan Dmas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat

NO GOLONGAN/ TK : . DALAM KABUPATEN PASAMAN BARAT
‘ Wilayah 1 - Wilayah I ~Wilayah Il
Kec, Sasak - Kec. Talamau Kec. Sungai Beremas
Kec. Luhak Nan Duo | Kec. Kinali _ | Kec. Ranah Batahan
' Kec. Gunung Tuleh Kec. Koto Balingka
. _ : Kec. Sungai Aur. Kec. Lembah Melintang
1. [ IV(Tk A) B _ Rp.90.000; | Rp. 100.000,- Rp. 140.000,-
2. | LI (Tk. B) o Rp. 80.000,- - Rp. 90.000,- Rp. 115.000,-
230 | u(TkC) - ; . Rp. 65.000,- |- =~ . “Rp.80.000,- Rp. 90.000,-
4. | 1Harian/ Sopir (Tk.D) Rp. 55.000,- | . Rp.60.000,- Rp. 65.000,-
5. BBM o 20 liter. 30 liter 40 liter
Keterangan : ' :
a. Apabila dalam melakukan per)alanan dinas menggunakan kendaraan umum dapat ditambah
"dengan blaya transportasi sesuai dengan wilayah
1. leayah I sebesar Rp. 25.000,- (PP) dengan daerah antara lain
e ' Kec.Sasak
e Kec. Luhak Nan Duo _ s
-2. Wilayah Il sebesar Rp; 30.000,- (PP) dengan daerah antara lain :
e Kec. Talamau B v
e Kec: Kinali T . ' ‘
e Kec. Gunung Tuleh ' '
e Kec. Sungai Aur
3. Wilayah 111 sebesar Rp. 45.000,- (PP) dengan daerah antara lain :
~e¢ Kec. Sungai Beremas
e Kec. Ranah Batahan
e Kec. Koto Balingka
e Kec. Lembah Melintang ,
'b. Jika yang melakukan perjalanan. dmas adalah pegawal Honor Daerah, maka standar
' per)alanan dinas sesuai dengan PNS golongan 1 untuk yang berpendxdlkan SD dan SLTP
- sedangkan yang berpendldxkan SLTA keatas sesuai dengan Golongan II.
G ‘Penugasan khusus dalam ibu kota Kabupaten Pasaman Barat dapat diberikan uang
operasxonal perhan sebagai berxkut
‘NO | . GOLPANGKAT/TK -~ : UANG HARIAN
‘ D : , y . . 5 ' (Rp.)
1. Y : 100.000,-
2; - m . ' A 90.000,-
3. If i : ) 65.000,-
, 4. L 1 : ‘ 60.000,-
d. Penugasan khusus bagi pemernksa dan pemungut pajak, dapat dnbenkan uang operasnonal
perhari sebagax berikut : o _
NO - WILAYAH - - - GOLONGAN 7 UANG HARIAN
1. | Wilayah I dan Ibu kota Kabupaten 1 n ' ‘ . : 90.000,-
‘ : : : mo o 112.500,-
_ v \Y ; T . 127.500,-
2. | wilayahli o SR | 112.500,-
' m | 127.500,-
» e : ; : 142.500.-
3. | Wiayah1ll : ‘ B R - . 127.500,-
- ' ’ m S rL ' ~ 165.000,-
v ' 202.500,-

Ié




Pegawai yang melaksanakan tugas berdasarkan atas Surat Perintah Tugas khusus yang lama

penugasannnya maksimal 3 hari dan jika melebihi harus mendapat persetujuan Sekretaris

' Daerah

‘e. Penugasan dari kecamatan ke Nagan/]orong d\bayarkan biaya operasxonal perhari sebagai '

‘berikut :
NO GOL, PANGKAT/ TK UANG HARIAN
' ' (Rp.)
1 v 40.000,-
2. 1 30.000,-
‘3, Il 20.000,-
4. 1 10.000,-

e B‘BAM rutin perb‘ulan dapat diberikan kepada PNS yang memakai kendaraan dinas sesuai
SK penunjukan Kepala SKPD, sebagai berikut :

1.
L2

o v A WwowW

7.

Pejabat Negara dlatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

Dan Protokoler DI,’RD

Eselon II/a sebesar 250 liter.
“Eselon II/b sebesar 200 liter.
Eselon I1I/a dan II/b yang memakan kendaraan dinas Roda 4 sebesar 150 liter.

» Roda 2 sebesar 50 liter. -

.PPTK non Eselon yang memaka1 kendaraan dinas roda 2 dlbenkan 50 hter ,

mepman DPRD mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan

i Eselon I1/a dan 111/b yang memakax kendaraan dinas Roda 2 sebesar 60 liter.

Dengan melampxrkan bon penggunaan BBM sebagai dokumen pertanggung]awaban

Eselon IV/a/ IV/b/ Bendahara/ Bendahara Pembantu yang memakal kendaraan dinas

g Untuk Daerah terisolir, maka biaya per)alanannya dlhltung men;adx 2 x lipat dari per)f lanan

Dinas dalam daerah Kabupaten Pasaman Barat.

. ’_Per]alanan Dinas Ke Luar Negeri :

Untuk Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri disesuaikan dengan Peraturan Menteri
g Keuangan Nomor : 100/ PMK 02 / 2010 Tentang Standar Blaya Umum Tahun Anggaran 2011,



D KEGIATAN DIKLAT YANG DIADAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN RARAT
s Diklat PIM 111/ SPAMA

1. | Honor Narasumber/ Widyaiswara o
a. Daerah (Pakar/ Pejabat)’ SKP 1.400.000
'b. Widyaiswara Pusat oJP £ 300.000
c. Widyaiswara Daerah OJP. 85.000
_ d. Tim Widyaiswara - oJp 85.000
2. ° Biéya Tranéportasi = '
Penggantian Premium untuk Narasumber
a. 0- 60 Km ©100.000 |
b. 60'- 150 Km 200.000
1" | ¢ >150Km 300.000
3. Penggantxan letat/ bahan a)ar 0J 100.000
4. | Biaya Akomodasi dan Konsumsi -
~a. Hotel berbmtang untuk narasumber’ pusat OH 400.000
b. Makan dan snack peserta ‘dan panitia _ OH . 80.000
5. | Biaya Sewa Kendaraan Observasn Lapangan
(Bus AC 40 seat) o ,
a. Dalam Propinsi Unit/ Hari 1.600.000
b. Luar Propinsi ~ Unit/ Hari 2.000.000
6 | Uang SakuPeserta -OH 50.000
17 Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama OK -100.000
8. _Honor Pembawa Acara/ MC - OK 100.000
'| 9 . | Honor Instruktur Senam Per Angkatan Paket 1.000.000
2. DiklatPIM1V/ ADUM_
i 1. | Honor Narasumber/ Widyaiswara , _
’ a. Daerah (Pakar/ Pejabat) ' SKP 1.400.000
b. 'Widyai.'s.wara Pusat oJp 300.000
G Widyaiéwara Daerah OJP 85.000
d. Tim Widyaisward ' OjP 85.000
2. | Biaya Transportasi _ ' |
| | Penggantian Premium untuk Narasumber
a. 0-60Km- B ~100.000 |
b. 60-150Km 200.000
‘¢ 150Km , | 300.000
3. ‘| Penggantian Diktat/ bahan ajar 0] 100.000
4. Biaya' Akomodasi dan Konsumsi ' '
-a. Hotel berbmt:ang untuk narasumber pusat OH 400.000
b. Makan dan snack peserta dan pamtla OH 80.000
C. ; ‘ .
5 Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan
| (Bus AC 40 .sevat) ' o : ]
a. Dalam Propinsi- Unit/ Hari 1.600.000
b. Luar Propinsi Unit/ Hari 2.000.000

1




Uang Saku Peserta

6. OH . 50.000
7. -| Honor Pembaca D'oa/Pence'ramah Agama OK 100.000
8. | Honor Pembawa Acara/ MC OK - ©100.000
9 N Honor lnstruktur Senam Per Angkatan Paket 1.000.000
3. 'Diklat TEKHNIK/ FUNGSIONAL PNS
) 1. Honor Narasumber/ Widyalswara
| a. Pusat SKP 2.500.000
b. Daerah (Pakar/Pejabat) SKP 1.400.000
“| ¢ Widyaiswara Pusat - oJP - 300.000
'd-. Widyaviswara Daerah . OJP '85.000
e. Tim Widyaiswara - ~QJP 85.000
2. | Biaya Transportasi '
| '..Penggannan Premlum untuk Narasumber
0-60Km 100.000
60 -~ 150 Km 200.000
| 150km | 300.000
3. | Penggantian Diktat/ bahan ajar 0J 100.300
4. .| Biaya Akomodasi dan Konsumsi o
a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat OH 400.000
b. Makan dan snack peserta dan panitia OH 80.000
15. | Biaya Se’\n}a Kendaraan Observasi Lap‘an'gan X
| (Bus AC 40 seat) "
"a.Dalam Propinsi Unit/ Hari  1.600.000
“b.Luar Propinsi ~ Unit/ Hari © 2.000.000
6. | uang Saku Peserta ‘ OH 50.000
7. | Honor Pembaca Doa /Penceramah Agama OK 100.000
| 8. | Honor Pembawa Acara/ MC oK ~100.000
19. lHonor Instruktur Senam Per Angkatan Paket 1.000.000
Diklat/ Penyuluhan/ Sosialisasi Keterampilan untuk masyarakat (non struktural)
| 1. | Honor Tim Penyelenggara ' : '
' a. Pengarah - / ~-Org/ Paket 1400.000
b. Penangungg)awab/ Koor Latihan Org/ Paket 350.000
. Ketua/ Dir Latihan | Org/ Paket 300.000
| d. Sekertaris '~ Org/ Paket 200.000
e. Anggota " Org/ Paket 150.000
f. Sekretariat Org/ Paket ©100.000
2. | Honor Narasumber/ deyalswara ' R
a. Pusat . ' SKP 2.500.000
b. Daerah (Pakar/Pejabat) - SKP . 1.400.000
c."-Widya'iswar'aPusat : ojp 300.000
'd. Widyaiswara Daerah ojp 25.000
e. Ti i ojP - 85.000

“Tim Widyaiswara

70'6



F.

U A W N R

HADIAH UNTUK PEGAWAI TELADAN

1Hadlah untuk pegawm teladan Golongan IV Go]ongan 11, Golongan Il dan Golongan 1 adalah

g sebagal berxkut :
 -Juara I E'I‘abanas Rp. 1. 250.000,-
. <Juara - I : Tabanas Rp. 1 100.000,-
" -juara I - :TabanasRp. 900.000,
-Juara IV :TabanasRp. 750.000
UNTUK KEGIATAN KHUSUS PADA RSUD/ DINAS KESEHATAN
_ Biaya Iasa Dokter jaga . - | ‘ - . Rp. 125.000,- / orang/ shift
~ BiayaJasa Perawat kontrol pengawas o - Rp. 75.000, /orang/ shift
" Bantuan BBM untuk Dokter Tamu - - v 30 liter / kali datang
Biaya Jasa Rujukan Spesialis ke _Rumah Sakit e 'Rp. 750.000,- / kijnjungan
Biaya Jasa Petugasv Penyempr'ot/' Foggirig Focus - ' o '
penyakit Demam Berdarah. : ; - Rp. 75.000,- / hari
i Blaya Tun)angan Pendldikan Spesnalls Rp. 400.000,- /»bﬁlan

.Bantuan bxaya Transportasx untuk Dokter - :

Tamu yang melakukan rawat. ' o - Rp. 500.000,- / kali



' H.STANDAR BIAYA HONORARIUM
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. ; PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
"Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta

Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta

'Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta '
Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta
" Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar

Nilai pagu dana diatas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar

- Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar
-Nilai pagu dana dxatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar
‘Nilai pagu dana dlatas Rp. 10 Mxllar s/d Rp. 50 Miliar '
Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas

. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

_ Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta v

~ Nilai pagu dana dia‘tas Rp. 50 Jutas/d Rp. 100 Juta .
Nilai pagu dana dlams Rp 100 Jutas/d Rp. 250 Juta
Nilai pagu dana dlatas Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta
Nilai pagu dana dlatas Rp. 500 Jutas/d Rp. 1 Mlhar

" Nilai pagu dana dlafas Rp 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar . -
Nilai pagu dana dlafas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar
- 'Nilai pagu dana dlatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar
~ Nilai pagu dana dlatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Mlllar_ -

Nilai pagu dana dlatas Rp. 50 Mlhar ke atas

.. PE]ABAT PEMBUA'I' KOMITMEN

Nilai pagu dana s/d [fp 50 Juta
Nilai pagu dana dlatas Rl’a 50 Juta s/d Rp. 100 Juta’

- Nilai pagu dana dlatas Rp 100 Juta s/d Rp. 250 Juta - '

Nilai pagu dana dlatas Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta

"Nllax pagu dana dlatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar

Nilai pagu dana dnatas Rp. 1 Miliars/d Rp. 2. 5 Miliar .

Nilai pagu dana dlata§ Rb 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar

Nilai pagu dana dlatas Rp 5 Miliar s/d Rp 10 Mlhar
! "
Nilai pagu dana dlata‘s Rp 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar

Nilai pagu dana dlatas Rp 50 Miliar ke atas
i : <l 2

: PEJABA'I‘ PENGU]I 'I‘AGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM
-Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta®

Nilai pagu dana dlatais Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta

‘Nilai pagu dana diéta;'s Rp. 100‘]uta s/d Rp. 250 Juta

Nilai pagu dana dlatas Rb 250 ]uta s/d Rp. 500 Juta
Nilai pagu dana dlatais Rp 500 )uta s/d Rp. 1 Miliar

Vle_la'l pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Mlha.r

Nilai pagu dana diatds Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar

Nilai pagu dana diatzi"s Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar

Nilai pagu dana diata’s Rp. 10 Miliars/d Rp 50 Mnl:ar

‘ leal pagu dana dxatds Rp 50 Miliar ke atas

Orang / bula;n
‘Orang / bulan
Orang / buIz’;vn
Orang / bulan
Orang / bulan
* Orang / bulan

Orang / bulan’

Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan

: "Orang / bulan
Orang / bulan .

Orang / bulan
Orang / bulan

Orang / bulan

Orang / bulan

Orang / bulan ‘

Orang/ bulan
Orang / bulan

‘Orang / bulan

Orang / bulan

Orang / bulan -

Orang / bulan

|- Orang/bulan

~Orang / bulan
“ Orang / bulan
Orang / bulan
Orar’xgv/ bulan
Orang / bulan
Orang / bulan

Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan

Orang / bulan .

Orang / bulan

- Orang / bulan
Orang / bulan
~ Orang / bulan

Orang / bulan

Orang / bulan

- 230.000
345.000
400.000
460.000

1 515.000
575.000
630.000
745.000
920.000

1.145.000

150.000
£ 200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
'325.000
350.000

©450.000.

550.000

150.000
+200.000
225.000
250.000
275.000
300.000

325.000

350.000
400.000
450.000

175.000
260.000
326.000
345.000
" 400.000
460.000
490.000
575.000
'800.000
860.000
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S. BENDAHARA PENGELUARAN/ PEMEGANG UANG MUKA
CABANG (BPUMC)

Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta =~

. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta

Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Jutas/d Rp. 250 Juta
Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta’

" Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar

Nilai pagu dana dlatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 2. 5 Miliar

Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar "

Nllax pagu dana dlatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar
Nllan pagu dana dlatas Rp 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas

6. PE)ABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Nilai pagu danas/d Rp 50 Juta

‘Nilai pagu dana diatas Rp 50 ]uta s/d Rp. 100 Juta

Nilal pagu dana diatas Rp 100 Juta s/d Rp. 250 Juta

* Nilal pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta
* Nilai pagu dana diata$s Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar

Nilai pagu dana diata";_s Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar

* Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar
Nilai pagu dana dlatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar

Nilai pagu dana dlatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar >
.~ Nilai pagu dana dlatas Rp. 50 Miliar ke atas

7. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN

Nilai pagu dana s/d Rp 50 Juta

' Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta
" Nilai pagu dana diatds Rp. 100 Jutas/d Rp. 250 Juta

Nilai pagu dana diatas R&) 250 Juta s/d Rp. 500 Juta

Nilai pagu dana dlatas Rp. 500 Juta s/d Rp.1 Miliar
- Nilaiy pagu dana dlatas Rp 1 Miliar s/d Rp 2.5 Miliar -
Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 Miliar s/d Rp 5 Miliar

Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar -

Nilai pagu dana diata$ Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar”"
' Nila‘l i pagu dana diata’s Rp. 50 Miliar ke atas

Orang / bulan

.Orang / buian
Orang / bulan

Orang / bulan

Orang / bulan -
Orang / bulan’
Orang / bulan

Orang / bulan
Orang / bulan

Orang / bulan *'

Oran'g / bulan

Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan

- Orang / bulan
_Orang‘/ bulan

Orang / bulan

Orang / bulan -
‘Orang / bulan

Orang / bulan

,0rang‘ / bulan

Orang / bulan

‘.Oréhg / bulan
- Orang / bulan

Orang / bulan

Orang / bulan |

Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan

- Orang /bulan’

150.000
200.000

250.000

300.000
325.000
350.000
375.000
400.000
425.000

~450.000

250.000
250.000

©300.000

350.000

375.000

400.000
425.000
450.000
450.000
475.000

100.000

125.000

- 150.000

175.000

©200.000.
225.000 |

250.000

- 275.000

300.000
325.000

e
b
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8. PEMBANTU BENDAHARA
Nilai pagu dana s/d Rp 50 Juta
Nilai pagu dana diatds Rp. 50 ]uta s/d Rp. 100 Juta

Nilai pagu dana diatds Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta

" Nilai pagu dana dlatqs Rp. 250 Juta s/d Rp 500 Juta -
Nilai pagu dana diatds Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar

Nilai pagu dana dlatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar
Nilai ‘pagu dana dxatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Mlhar

Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar -
Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas-

'Orang' /'bulan
) 'Ora'ng /bulan .

Orang / bulan
Orang / bi;lan

- Orang/ bulan

Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan
Orang / bulan

Orang / bulan

75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000

© 225.000

250.000

275.000

300.000
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.PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG | . |
1 a. nilai pagu dana s/d Rp. 50.000. 000- ' . o Orang/bulan 1. 100.000 -

b. nilal pagu dana Rp. 50.000.000,+s/d Rp. 100. 000. 000 Orang / ’bul_an 125.000

Loe nilai pagu dana Rp. 100.000.000,- s/d Rp 250.000. 000 - |- Orarg'/bulan 150.000

-d. 'nilai pagu dana Rp. 250.000.000 -s/d Rp 500.000.000,- Orang /bulan | 175.000

e. nilai pagu dana Rp. 500.000. 000 s/dRp.1 M\lyard - ' Orang / bulan 200.000

O nilai pagu dana Rp.1 Ml]yard, s/d Rp. 2,5 Mllyard,- _ Ofang /bulan | 225.000

g nilai pagu dana Rp. 2,5 Milyard,- s/d Rp. 5 Milyard ' Orang / bulan 250.000

h. nilai pagu dana Rp. 5 Milyard,- S/d 10Milyard o ' | Orang/bulan 275.000

i nilai pagu dana Rp. 10 Milyard s/d 50 Milyard | Orang/bulan | 300.000

“J- - nilai pagu dana diatas 50 Milyard. | o Orang / bulan 325.000

{0 PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG Orang ./ bulan 100.000

- 1. PENGURUS BARANG TINGKAT SEKOLAH/PUSKESMAS/UP’I‘D Orang / bulan 100.000

‘Keterangan : ..
a. Pada KPA yang merangkap sebagal Pejabat Pembuat Komltmen jumlah stafmaksxmum 5 orang.

b. Pada KPA yang dibantu oleh{ satu atau beberapa Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf pcngelola keuangan

" maksimum 2 orang pada KPA dan masing-masing 2 orang pada setiap Pe)abat Pembuat Komitmen.
c ,]umlah maks honoranum seléruh Pe]abat/Pegawal pengelola Keuangan setahun tidak boleh melampaui 10% dan

pagu.
II | HONOR PE]ABAT/ PANlTlA PENGADAAN BARANG/]ASA .

1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA
" Pejabat pengadaan untuk pengadaan diatas Rp. 5 juta s/d Rp._
* 50jutamaksimum 1orang : ~ Orang/bulan’ | 150.000

2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN MODAL KONSTRUKSI

a. Nllal pagu dana dlatas Rp 50 Jutas/d Rp 100 Juta Orang/ paket 300.000 Maksl3 orang

'b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta - IR Orang/ paket 450.000 | Maks 3 orang

" ¢ Nilai pagu dana dxatas Rp. 250 Jutas/d Rp. 500 Juta - Orang/ paket ~ 525.000 | Maks 3 orang
d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar s Orang/ paket' .~ '600.000 | Maks 3 orang _
‘e Nilai pagu dana dlatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar_ — ,10ran'g/ paket ' 675.000 | Maks 5 orang '

f Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar . Orang/ paket - 750.000 | Maks 5 orang

g Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar Orang/ paket . 825.000 | Maks 5 orang

h. Nilai p_agu dana diafa? Rp. 10 Miliar Ke atas A Orang/ paket | 975.000 | Maks ‘7.6rang

3. PANITIA PENGADAAN B,ARANG (NON KONSTRUKSI) v . ;
Nilai pagu dana diatas Rb 50 Jutas/d Rp. 100 Juta ' Orang/ paket - | 225.000 | Maks 3 orang

a.
.. b. Nilai pagu dana dlatas Rp 100 Jutas/d Rp. 250 Juta - . .| Orang/ paket 280.000 | Maks 3 orang
‘¢. Nilai pagu dana dlatas Rp 250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Orang/ paket | 390.000 | Maks 3 oraﬁg
d. Nilai pagu dana dlatas Rp 500 ]uta s/dRp.1 Miliar - - Orang/ paket' 450.000 Maks 3 orang -
~e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 Miliar 's/d Rp. 2.5 Miliar . Orang/ péket © 500.000 | Maks 5 orang
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp 5 Miliar ' Orang/ paket 550.000 | Maks 5 orang -
g ‘Nllal pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Mlhar . Orang/bpa'k.et 620-.000' Maks 5 orang
h.

Nilai pagu dana dlatas Rp 10 Miliar ke atas g i ‘ Orang/ paket 725.000 | Maks 7 orang’

4. PANITIA PENGADAAN )ASA (NO‘N KONSTRUKSI)'

a. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta * : - Orang/ paket » 200.000 | Maks 3 orang
b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 Jutas/d Rp 250 Juta - drang/ paket | ~280.000 | Maks 3 orang
¢ Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta .| Orang/ paket 390.000 | Maks 3 orang
“d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 ]uta s/d Rp 1 Miliar r Orang/ paket 450.000 | Maks 3 orang
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Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar

‘Orang/ paket 500.000 | Maks S orang
+ Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar Orang/ paket 550.000 | Maks 5 orang
: “ g. Nilai pagu dana dlatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar® - Orang/ paket 620.000 | Maks 5 orang |
~h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 Miliar ke atas ' Orang/ paket 725.000 | Maks 7 orang
‘Il . | HONOR PANITIA PEME’RIKSA/ PENERIMA BARANG/ JASA
| PER PAKET o - .
1. Pengadaan barang Rp. 50 Juta s/d Rp. 500 Juta atau ]asa ,
" . Konsultan Rp. 50 Juta s/d 200 Juta R on . Orang/ paket 200.000
2. Pengadaan barang diatas Rp. SOO Juta atau ]asa : ) v |
Konsultan diatas Rp. zoo Juta - Orang/ paket 300.000
v HONOR PENGELOLA PNBP '
; 1. ATASAN LANGSUNG BENDAHARA .
v a. Nilai Penerimaans/d Rp. 200 ]-uta : ; Orang/ bulan 450.000 |
b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta's/d Rp. 500 Juta ' Orang/ bulan SVSO.OOO
. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar Orang/bulan |  600.000
d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar Orang/ bulan 700.00C
e. -Nilai Penerimaan diatas Rp. S‘Miliar Orang/ bulan 800.C0C
2. BENDAHARA . - |
a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta - _ Orang/'bul'an 300.000
b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp.500 Juta Orang/ bulan 400.000
c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar . Orang/ bulan 500.000
' d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar - -brang/ bulan 600.000
Ce.  Nilai Pbenerimaan diatas Rp. 5 Miliar. Ora;ng/ bulan 700.000
3 SEKRETARIA'I‘/ ANGGOTA 8
Sekretanat/ anggota makmmum 5 orang a: Orang/ bulan 200.000

Catatan :

Alokasi dana untuk honorarlum seluruh penge]olan PNBP setahun maksxmum 7 5 % dari penenmaan PNBP

masmg—masmg Satuan Ker)a

V | HONORTIM PELAKSANA KEGIATAN
1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah ; ;
1. Pengarah . ‘ : Orang/ péket 750.000
2. . Wakil Pengarah - Orang/ paket 700.000
3. Penanggung)awab Orang/ paket . 600.000
4. Koordmator Orang/ pakét 500.000
. 5. Ket:ua/Wakll Ketua Orang/ paket 400.000
6. . Sekretaris Orang/ paket |  350.000
7., Anggota " Orang/ paket " 300.000
8. Sekretariat Orang/ baket 200.000
Keterangan:

- Pembentukkan tim dllaksanakan secara selekuf sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanacm kegiatan
bersifat lintas sektoral. o
- Yang dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah
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Keterangan:

¢ Sidang sebanyak—banyaknya 2% sidang seharl _
Sidang dltetapkan dengan Surat Tugas dan d;lengkapl dengan daftar hadir

HONORARIUM KHUSUS PADA SEKRETARIAT DAERAH

Baglan Hukum

:
i

Bxaya Pengkapan Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Rp 125.000,- /orang / satu kah

sxdang

Blaya dalam penanganan perkara dalam persndangan di Pengadxlan Rp 250.000,-/ orang/

satu kali sidang.

. Blaya Pembahasan Perkara gugatan dalam rangka penyusunan Eksepsi, Duphk Pembuktlan
. dan kesxmpulan Rp. 150 000,- /orang / satu kali sndang
Baglan Kesra o
1. Honor Pencéramah Tim Ramadhan Rp. 300.000,- / orang / kali
2. 'Honor Imam/ Pembaca Do’a tim Ramadhan Rp. 150.000,- / orang / kali
- 3. Honor Pembaca Alquran t1m Ramadhan Rp. 100. 000 / orang / kah

Biaya pembahasan RKA—SKPD Rp.125.000,-/ orang/ sxdang

125.000,- / orang/ sxdang

Daerah.

Blaya pembahasan dan penelitian DPA ~ SKPD Rp. 125.000,- / orang/ sidang.’
Bxaya pembahasan Rancangan Perda APBD dan’ Rancangan Perda APBD Perubahan Rp.

-HONORARIUM KHUSUS PADA DlNAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
1.

.2
<

Pengelola Keuangan dan Asset Daerah diatur leblh lan]ut didalam Keputus(r Kepa‘

. Daerah.

6. Honor Penyusunan Neraca Daerah Rp. 125.000,- / orang/ sndang

. - Honor Tim Anggaran Pemenntah Daerah dlatur lebih lan]ut dalam Keputusan Kepala

. . Honor T1m Pengendahan DAU dan Dana Perlmbangan Keuangan Daerah pada Dinas .

‘Honor Tim penyusun Ranperda tentang Pertanggung)awaban pelaksanaan APBD TA 2009

diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

* Tambahan Penghasﬂan Berdasarkan Prestasx Ker)a

‘- -Diberikan kepada seluruh dengan besarannya sebagai benkut
NO.

010 NiE O UL e N B

]ABATAN/ESELONERING

EselonlIl/a

Eselon 1I/b/ Staf Ahli
. Eselonlil/a

Eselonlll/b

EselonIV/a

Eselon IV/b’

. Pegawai Struktural Non Eselon Golongan 111 dan iV
Pegawai Struktural Non Eselon Golongan | dan 11
Kepala SD
Kepala SLTP
Kepala SLTA"

Pengawas, Penilik

- -Guruy, Tenaga Kesehatan

* ‘Khusus daerah terpencil

" (Kep. SD, Guru, TK, SD, Tenaga Kesehatan)

SATUAN

ORANG/BULAN

ORANG/BULAN
ORANG/BULAN
ORANG/BULAN

- ORANG/BULAN

ORANG/BULAN

ORANG/BULAN
ORANG/BULAN

ORANG/BULAN
ORANG/BULAN
ORANG/BULAN
ORANG/BULAN
ORANG/BULAN

ORANG/BULAN -

'STANDAR

4.500.000,-
2.500.000,-
1.750.000,-
1.500.000,-
1.000.000,-
- 800.000,-

450.000,-
350.000,-
400.000,-
500.000,-
500.000,-
500.000,-
200.000,-
. 500.000,~
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15. Dokter PNS dan Apoteker dan Tenaga Medis lainnya yang

‘setingkat | 'ORANG/BULAN 600,000
16. Pegawal fungsional lainnya Golongan I1I dan v "ORANG/BULAN 400.000,:
17. . Pegawai fungsional lainnya Golongan I dan I1 . - .ORANG/BULAN -350.000,-
Keterangan.': - | |

Pembayaran tunjangan penghasilan berdasarkan prestasi kerja mengacu kepada peraturan
- Bupati Pasaman Barat Nomor 12 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pasaman

Barat Nomor 11 tahun 2007 tentang Ketentuan Pembayaran Tambahan Penghasilan (Tunjangan
* Daerah) bagi PNS dan Honor Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi g ,
Diberikan kepada PNS yang ditugaskan sebagai Dokter Spesialis sebesar Rp. 7.000.0C0,-/ Bulan

3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja:
Diberikan kepada PNS Petugas Radiologi yang dalam melaksanakan tugasnya berpotensi
menanggung resiko pada keselamatan di_ri_pribadi dengan besaran Rp. 500.000,-/bulan

4. Témbahah Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PPKD dan SKPKD 'dan
besarannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati. |
2. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk petugas operasional Pimpinan
(Sespri Bupati/Wabup/Ketua DPRD, Ajudan Bupati/Waki]l Bupati/Ketua DPRD/, Sopir -
Bupati/Wakil Bupatj/Kétua DPRD, Caraka Bupati/wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekda/Asisten)
diatur tersendiri dalam keputusan Bupati. :

- L. STANDAR TUNJANGAN/ BANTUAN BIAYA SEWA RUMAH

Standar funjangan/bantuan biaya sewa rumah dibérikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD,
Sekretaris Daerah, Kepala Badan/Dinas/ Kantor dan Kepala Bagia;n pada Sekretariat Daerah yang
belum mendapat fasilitas ru.mah dinas diberi bantuan tunjangan/ bantuan biaya sewa rumah.
“Adapun besaréﬁnya adalah sebégai berikut : _

Sekretaris Daerah ~ :Rp. 15.000.000,-

a. -

- b.  Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur dan Staf Ahli . Rp. 10.000.000,-

¢ Kepala Kantor, Direktur RSUD C . *Rp. 8.000.000,-
d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah S :Rp. 6.000.000,-
e.

Dokter Spesialis R :Rp. 6.000.000,-

Untuk be.saran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebik lanjut dengan
Keputusan Kepala Daerah tersendiri. ’

Di.tet.apkan di Simpang Empat |
* Pada Tanggal 2¢ November 2010

BUPATI PASAMAN BARAT

b

H. BAHARUDDIN R
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